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BAB 1
PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

Oleh Fandra Dikhi Januardani

1.1 Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki
masyarakat muslim yang banyak, hal ini merupakan market yang
paling ideal wuntuk mengembangkan ekonomi syari’ah.
Perkembangan pada bidang keuangan syari’ah juga diikuti oleh
instrumen lainnya seperti tabungan, perumahan, dan juga sudah
menuju ke dunia fashion. Dalam hal ini ekonomi syari’ah selalu
mengutamakan dasar agama dalam melaksanakan segala aktivitas
masyarakat.

Perkembangan keuangan syari’ah di Negara Indonesia yang
ditanggapi secara serius oleh pihak pemerintahan melalui dukungan
Bank Sentral atau disebut dengan Bank Indonesia (BI) membangun
kepercayaan ke beberapa negara Islam di dunia dengan
perkembangan ekonomi syari'ah yang ada di Negara Indonesia,
sehingga Negara Indonesia di percaya sebagai koordinator
keuangan Islam internasional.

Ekonomi selalu mengajarkan tentang bisnis dan upaya untuk
selalu memenuhi kebutuhan serta keinginan yang tidak ada dan
tidak memiliki batasannya dengan ketersediaan sumber daya yang
terbatas. Perlunya pemahaman tentang ekonomi yang memiliki
dasar kehidupan manusia dan sudah ada pada saat awal manusia
dilahirkan.

1.2 Pengertian EKkonomi Syari’ah

Kata ekonomi diistilahkan dalam bahasa Arab adalah
“iqtisad” kata ini berasal dari “Qasd” yang memiliki arti dasar
sederhana, hemat, sedang, penghematan dan kelurusan (Syakur,
2011).

Menurut Abdul (2011) mengungkapkan bahwa ekonomi
islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari terkait
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permasalahan ekonomi rakyat yang diilhami oleh beberapa nilai -
nilai islam.

Menurut Gunawan (2007) mengungkapkan bahwa ekonomi
syari’ah sering disetarakan dengan transaksi keuangan yang sesuai
berdasarkan dengan etika dan tanggung jawab sosial (sthically and
socially responsible economy).

Menurut Churiyah (2011) islam merupakan sebagai agama
yang mengandung konsep mengatur kehidupan manusia secara
universal dan komprehensif, baik dalam hubungan dengan sang
pencipta (HabluminAllah) ataupun dalam hubungan sesama
manusia (Hablumminannas). Serta ada beberapa poin penting
dalam ajaran islam, yaitu:

1. Aqidah. Yaitu merupakan komponen yang mengajarkan
tentang islam yang mengatur terkait adanya keyakinan atas
keberadaan dan kekuasaan Allah SWT.

2. Syari’ah. Yaitu merupakan komponen yang mengajarkan
tentang islam yang mengatur terkait kehidupan seorang
muslim, baik dalam beribadah (Hablumin Allah) ataupun
dalam muamalah (Hablumminannas) yang merupakan
pelaksanaan dari ajaran islam dan aqidah yang terjadi serta
menjadi keyakinan seseorang.

3. Akhlag. Yaitu merupakan perilaku dasar bahkan
kepribadian yang akan mencerminkan dirinya sebagai
seorang muslim yang taat dan patuh sesuai ajaran syari’ah
[slam.

1.3 Prinsip EKonomi Syari’ah

Pada suatu ajaran agama Islam, perilaku individu bahkan
kelompok yang ditujukan ke arah dan cara memenuhi kebutuhan
dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
Perihal ini dijadikanlah sebuah subjek yang mempelajari pada
ekonomi Islam sehingga pola dan konsep ekonomi yang di ambil
dari ajaran agama Islam memiliki perbedaan dengan ekonomi
tradisional.

Prinsip-prinsip dasar yang membangun struktur ataupun
kerangka pada ekonomi syari’ah (P3EI UIIl & BI, 2012), yaitu kerja
(Resource Utilization), kompensasi (Compensation), efisiensi
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(Efficiency), profesional (Professionalism), kecukupan (Sufficiency),
pemerataan kesempatan (Equal Opportunity), kebebasan (Freedom),
kerjasama (Cooperation), persaingan (Competition), keseimbangan
(Equilibrium), solidaritas (Solidarity), dan informasi simetris
(Symmetric Information). Dari prinsip diatas dapat dijelaskan
bahwa:

1.

Kerja (Resource Utilization). Kerja merupakan ibadah. Umat
islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras akan
tetapi bukan hanya sekedar mendapatkan materi semata,
melainkan mendapatkan ridho Allah SWT serta dapat
melaksanakan segala perintah Allah SWT seperti sedekah,
infak, dan zakat.

Kompensasi (Compensation). Kompensasi merupakan balas
jasa dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. kompensasi
identik dengan upah atau gaji.

Efisiensi (Efficiency). Efisiensi merupakan tepat dan cermat.
Hal ini menggambarkan bahwa pemanfaatan sumber daya
yang tepat agar pelaksanaannya juga dapat berjalan sesuai
dengan harapan. Untuk itu, lebih mengutamakan
meminimalisasikan segala keadaan ekonomi disuatu
organisasi.

Profesional (Professionalism). Profesional merupakan
keahlian dalam suatu bidang tertentu. Jadi, sikap yang harus
dilakukan pada seorang profesional adalah melaksanakan
pekerjaan menanamkan sikap bertanggung jawab dalam
melaksanakan suatu pekerjaan.

Kecukupan (Sufficiency). Kecukupan merupakan terpenuhi
segala kebutuhan dan keinginan. Kecukupan sama seperti
fasilitas dalam suatu organisasi. Dengan adanya fasilitas,
maka segala aktivitas akan berjalan sesuai harapan.
Pemerataan Kesempatan (Equal Opportunity). Pemerataan
kesempatan merupakan suatu hal pembagian atau
pemberian kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan
masing-masing. Kondisi ini sangat memungkinkan individu
mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan bidangnya. Dan
juga mendapatkan peluang untuk menggapai jabatan yang
lebih baik.



7. Kebebasan (Freedom). Kebebasan merupakan suatu hal
dalam memiliki kemampuan dan melakukan segala apapun
sesuai dengan keinginan. Mengexpresikan diri ataupun
melaksanakan pekerjaan berdasarkan ide individu dalam
suatu pekerjaan sangat dibutuhkan, karena setiap individu
memiliki pendapat ataupun ide yang berbeda dalam
pelaksanaan sistem kerja.

8. Kerjasama (Cooperation). Kerjasama merupakan suatu hal
upaya dan usaha antara individu ataupun kelompok demi
tercapainya tujuan bersama. Perlunya kerjasama tim untuk
menggapai tujuan perusahaan, secara langsung akan
mendapatkan hasil yang baik.

9. Persaingan (Competition). Persaingan disebut juga
kompetisi merupakan suatu proses yang dilakukan manusia
demi mendapatkan kemenangan dan keuntungan.
Kompetisi ataupun persaingan sering terjadi pada kondisi
pasar yang sering berubah-ubah. Perlunya persaingan bisnis
secara sehat agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan.

10. Keseimbangan (Equilibrium). Keseimbangan merupakan
suatu kemampuan dalam pengendalian serta
menyeimbangan tubuh, sikap, pikiran dan emosi. Setiap
individu perlu menyeimbangkan kondisi pada suatu
pekerjaan. Tidak menggabungkan atau mencampurkan
urusan pribadi dengan urusan kelompok.

11.Solidaritas (Solidarity). Solidaritas merupakan suatu
hubungan dan ikatan saling percaya antar individu ataupun
kelompok. Saling mendukung satu sama lain pada setiap
posisi dan jabatan.

12.Informasi Simetris (Symmetric Information). Informasi
simetris merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh pihak-
pihak yang memiliki terhadap informasi lebih dibandingkan
yang lain dan keadaan ini akan diambil manfaatnya.

Dari pernyataan tersebut, maka setiap organisasi harus
mempersiapkan sistem ataupun cara kerja ke karyawan yang akan
di aplikasikan ke posisi serta tanggung jawab masing-masing demi
tercapainya tujuan visi misi pada suatu organisasi.
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Menurut Metwally (Arifin, 2009) menyatakan bahwa ada
beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1. Ekonomi Islam, beberapa jenis sumber daya yang dimiliki
dilihat sebagai pemberian ataupun sebuah titipan Allah
SWT yang telah diberikan kepada manusia. Jadi, manusia
yang sebagai penerima atas pemberian tersebut harus
memanfaatkan dengan efisien serta mengoptimalkan
produksi untuk memenuhi kesejahteraan didunia.
Selanjutnya juga sebagai karakter dari konsekuensi, hal ini
merupakan setiap kegiatan akan di pertanggung jawabkan
di hari akhirat kelak.

2. Agama Islam mengakui dengan adanya hak kepemilikan
pribadi atas suatu barang tertentu dan pada batas tertentu
termasuk kepemilikan suatu alat produksi serta faktor
produksinya. Hal tersebut merupakan:

a. Hak atas adanya kepemilikan individu yang dibatasi dan
diikat oleh kepentingan seluruh masyarakat.

b. Islam menolak ataupun melarang dari setiap hasil dan
pendapat yang diperoleh secara tidak sesuai / tidak sah
atau batal, terutama usaha yang menghancurkan
ataupun merugikan masyarakat.

3. Dalam ajaran agama Islam, kerjasama merupakan kekuatan
yang paling utama penggerak pada ekonomi [slam.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan

perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka

diantara kalian...” (QS. 4 : 29).

4. Kepemilikan harta kekayaan secara pribadi harus memiliki
peran aktif sebagai kapital produktif yang selalu akan
meningkatkan perkembangan besaran produk skala
nasional serta selalu meningkatkan kesejahteraan seluruh
masyarakat.

Al-Qur'an memberikan peringatan, yakni “apa yang

diberikan Rasulnya sebagai rampasan dari penduduk negeri-

negeri itu, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar
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diantara orang-orang kaya saja diantara kalian...” (QS. 57 :
7).

Untuk itu, sistem ekonomi Islam akan menolak serta
melarang adanya penambahan harta kekayaan yang
dikuasai oleh sebagian individu saja. Hal ini sangat
berlawanan dengan adanya sistem ekonomi kapitalis, yang
kepemilikan industri didominasikan pada monopoli serta
oligopoli, serta tidak terkecuali suatu industri yang
merupakan kepentingan umum.

5. Ajaran agama Islam menjamin hak kepemilikan bagi
masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk
kepentingan banyak masyarakat. Pada prinsipnya tersebut
didasarkan atas sunnah Rasulullah yang menyatakan
bahwa, “masyarakat punya hak yang sama atas air, padang
rumput dan api”. Sunnah tersebut menghendaki kesemua
yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus
dikelola oleh Negara.

6. Agama Islam mengarahkan dan mengajarkan bahwa
seorang muslim hendaknya harus memiliki ketakutan
kepada Allah dan pada hari akhirat.

“Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada
Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan yang
sempurna atas apa yang telah dilakukannya...” (QS. 2 : 281)

7. Seorang muslim yang memiliki harta kekayaan dan harta
kekayaan tersebut melebihi dari ketentu (nisab) dan wajib
membayarkan zakat.

8. Ajaran agama Islam melarang ataupun menolak pada setiap
pembayaran bunga (riba) atas segala bentuk pinjaman.

Kesimpulan dari prinsip diatas, bahwa prinsip dasar
ekonomi Islam memiliki penyesuaian pada suatu usaha dan
berupaya mengatasi kemiskinan serta pencapaian kesejahteraan
secara adil serta menolak adanya praktek riba.



1.4 Karakteristik Ekonomi Syari’ah
Pada umumnya, karakteristik pada suatu aktivitas ekonomi
syari’ah mengutamakan jujur dan adil. Karena setiap langkah besar
ataupun kecil yang dilakukan atau perbuatan akan
dipertanggungjawabkan. Dengan hal tersebut, maka akan terlahir
suatu ekonomi islam yang memiliki tujuan suci terhadap
melaksanakan aktivitas ataupun Kkegiatan usaha dengan
menegakkan dasar ekonomi islam berdasarkan ketuhanan.
Ada beberapa ciri - ciri pada ekonomi syari'ah yang memiliki
fungsi sebagai suatu identifikasi (Al-Assal dan Fathi, 1999), yaitu:
1. Ekonomi syari’ah merupakan bagian dari sistem syari’ah
yang menyeluruh.
2. Ekonomi syari’ah merealisaskikan keseimbangan antara
kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Upaya dan usaha yang dilakukan demi terciptanya
pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan secara bersama adalah
melalui suatu aktivitas dan perputaran modal pada masyarakat
yang beragama Islam dalam bentuk modal sebagai konteribusi
terhadap aturan yang telah di kembangkan. Agama Islam sangat
melarang keras serta menolak terhadap kegiatan monopoli,
penimbunan dan penghentian serta mengalokasikan terhadap
putaran harta. Dan berikut adalah ciri-ciri dari ekonomi syari’ah
(Nurman,2017), yaitu:

1. Memelihara fitrah sebagai manusia.

2. Memelihara norma dan akhlak manusia.

3. Memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

4. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari suatu ajaran
agama Islam.

5. Kegiatan ekonomi Islam memiliki beberapa ciri luhur yang
memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan individu
selain menciptakan sebagian kebersamaan untuk
masyarakat.

6. Kegiatan ekonomi Islam senantiasa dipantau oleh hukum
agama Islam dan pelaksanaan selalu dipantau oleh pihak-
pihak pemerintahan.



7. Ekonomi Islam menyeimbangkan bahkan menyetarakan
antara kepentingan individu dan masyarakat banyak.

Sangat kuat pernyataan tersebut, dengan mengetahui
adanya aturan serta ajaran pada agama Islam. Aktivitas individu
ataupun kelompok selalu dipantau tidak hanya dari agama, bahkan
dari pemerintahan juga memantau aktivitas tersebut.

1.5 Tujuan Ekonomi Syari’ah

Pada perkembangan perekonomian dunia yang sering
terjadi gejolak, kehadiran ekonomi Islam sebagai suatu dasar
ekonomi yang memiliki beberapa nilai - nilai keadilan, kejujuran dan
keterbukaan bahkan saling membantu juga mendapatkan pujian
yang sangat baik. Adanya beberapa alasan tentang ekonomi yang
dijadikan sebagai pilihan sistem ekonomi dunia (Rokan 2013), yaitu:

1. Pada sistem ekonomi Islam dapat meminimalkan serta
memperhitungkan dalam menghadapi keadaan krisis
ekonomi dunia.

2. Pada sistem ekonomi syari'ah lebih menjanjikan
keuntungan (profitable).

3. Pada sistem ekonomi syari’ah lebih kebal dan memiliki daya
tahan dalam mendukung akan terciptanya keseimbangan
keuntungan dan keseimbangan ekonomi.

4. Pada sistem ekonomi Islam telah diterima oleh beberapa
kalangan, tergolong juga pada kalangan non muslim
didunia.

Pada beberapa poin diatas, perlu diketahui bahwa sistem
ekonomi yang diciptakan dan dilaksanakan berdasarkan norma
serta nilai ajaran Islam. Hal tersebut memiliki nilai yang lebih baik
dan positif, karena tidak hanya memiliki orientasi pada tujuan dan
pencapaian positif saja melainkan berorientasi pada pencapaian
nilai yang berfaedah.

Tujuan pada suatu ekonomi Islam merupakan suatu hal yang
sama dengan tujuan dari syari‘ah Islam (magqashid al-syari'ah), yaitu
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata dan
cara kehidupan yang layak, baik dan terhormat (hayyatan toyyibah).
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Magqgashid al-syariah merupakan mewujudkan kemakmuran
manusia yang ada pada kelima kemaslahatan dasar (Dadang, 2020)
yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), intelektual (al’aql), keturunan
(al-nasl) serta harta kekayaan (al-maal). Berikut penjelasan dari
kemaslahatan:

1.

Agama (al-din) merupakan suatu ajaran yang menentukan
tentang kepercayaan dengan adanya Tuhan sebagai
pencipta alam semesta.

Jiwa (al-nafs) merupakan bagian yang mengendalikan
kemampuan untuk mrasakan, berfikir dan bertindak.
Intelektualitas (al’agl) merupakan kemampuan seseorang
dalam menganalisis sesuatu ataupun keadaan secara logis
dan sistematis.

Keturunan (al-nasl) merupakan adanya individu yang baru
setelah adanya individu yang lama yang memiliki tujuan
untuk melanjutkan generasi.

Harta Kekayaan (al-maal) merupakan harta yang dimiliki
baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud
ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai, diakui dan
dilindungi oleh hukum atas kepemilikannya.

Dari beberapa hal tersebut diatas, memahami dalam konsep

kemaslahatan dengan mengutamakan keimanan dan taqwa kepada
Allah SWT. Dengan mengutamakan keimanan dan taqwa, manusia
dapat melaksanakan aktivitas yang serba sudah tersedia dan tidak
ada batasannya. Apabila aktivitas tersebut terlaksana, maka
manusia akan memiliki kenikmatan yang sangat luar biasa.
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BAB 2
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Oleh Muhammad Zulkarnain

2.1 Pendahuluan

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan
pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah
didasarkan pada ajaran Islam dan nilai-nilai etika Islam. Ekonomi
Syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dengan
mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan moralitas dalam segala
aspek ekonomi.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah meliputi:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran
Prinsip Larangan Riba (Bunga)

Prinsip Larangan Gharar dan Maisir
Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Moral
Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip Pertanggungjawaban Sosial

N wN

2.2 Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan memainkan peran kunci dalam Ekonomi
Syariah, menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai moral
dan distribusi yang adil dalam semua aspek ekonomi.
Berikut adalah beberapa aspek utama dari Prinsip Keadilan
dalam Ekonomi Syariah (Yusuf Qardhawi, 1997; Al-Sadr, 2008) :
1. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan
Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang merata
dan adil dari kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat.
Ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan ekonomi
yang ekstrem dan memastikan bahwa semua anggota
masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang
ekonomi.
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2. Keadilan dalam Transaksi Bisnis
Prinsip keadilan mewajibkan bahwa semua transaksi bisnis
harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa penipuan.
Konsep gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan riba
(bunga) dianggap melanggar prinsip ini dan harus dihindari.

3. Perlakuan yang Adil terhadap Semua Pihak
Keadilan dalam Ekonomi Syariah melibatkan perlakuan
yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam
transaksi, termasuk karyawan, konsumen, dan mitra bisnis.

4. Larangan Eksploitasi
Prinsip ini melarang eksploitasi ekonomi dan penindasan
terhadap pihak lemah atau yang kurang beruntung. Bisnis
dan transaksi seharusnya tidak merugikan pihak-pihak
tertentu.

5. Zakat dan Shadaqah
Prinsip keadilan dalam Ekonomi Syariah diwujudkan
melalui zakat (kewajiban sumbangan tertentu) dan sadaqah
(sumbangan sukarela). Sistem ini membantu mengurangi
kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari
yang memiliki lebih kepada yang membutuhkan.

6. Perlindungan Konsumen
Prinsip keadilan juga mencakup perlindungan hak-hak
konsumen, termasuk hak atas informasi yang jujur tentang
produk atau jasa yang mereka beli.

7. Keadilan Sosial
Prinsip ini mendorong distribusi yang lebih merata dari
kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat, serta
memberikan perhatian khusus terhadap kaum miskin dan
lemah.

2.3 Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran

Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran (Transparansi) dalam
Ekonomi Syariah menekankan pentingnya melakukan transaksi
dan aktivitas ekonomi secara terbuka dan jujur. Prinsip ini
mencerminkan nilai-nilai integritas dan keadilan dalam ajaran
I[slam, serta menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam
transaksi memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan.
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Beberapa aspek utama dari Prinsip Keterbukaan dan

Kejujuran dalam Ekonomi Syariah meliputi (Yusuf Qardhawi, 1997;
Rozalinda, 2014) :

1.

Pemberian Informasi yang Jujur

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis atau
keuangan harus memberikan informasi yang akurat, jujur,
dan lengkap kepada pihak lain. Ini memastikan bahwa
keputusan ekonomi dapat diambil dengan dasar informasi
yang benar.

Transparansi dalam Transaksi

Transaksi bisnis dan keuangan harus dilakukan secara
transparan, tanpa menyembunyikan informasi yang dapat
mempengaruhi hasil transaksi. Hal ini menciptakan
lingkungan di mana semua pihak dapat memahami
implikasi dari transaksi tersebut.

Pengungkapan Resiko

Dalam investasi atau transaksi yang melibatkan risiko,
prinsip ini menuntut pengungkapan yang jelas mengenai
risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada semua pihak yang
terlibat.

Pencegahan Penipuan dan Penyimpangan

Keterbukaan dan kejujuran dalam Ekonomi Syariah
bertujuan untuk mencegah praktik-praktik penipuan,
manipulasi, atau penyimpangan informasi yang dapat
merugikan pihak lain.

Etika Moralitas dalam Bisnis

Prinsip ini mencakup etika dan moralitas dalam berbisnis,
menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak
lain atau melanggar nilai-nilai agama.

2.4 Prinsip Larangan Riba (Bunga)

Prinsip larangan riba (bunga) adalah salah satu aspek sentral

dalam Ekonomi Syariah. Riba mengacu pada praktik memberikan
atau menerima tambahan atau imbalan dalam transaksi pinjaman
atau utang. Dalam Ekonomi Syariah, riba dianggap tidak etis dan
merugikan, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan
kesetaraan yang diusung oleh Islam.
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Beberapa poin penting terkait dengan Prinsip Larangan Riba
dalam Ekonomi Syariah adalah (Yusuf Qardhawi, 1997; Chapra,
2008; Rozalinda, 2014; Rusby, 2017) :

1. Definisi Riba
Riba terbagi menjadi dua jenis: riba al-nasi'ah (riba dalam
pinjaman yang melibatkan tambahan pada utang jika tidak
dibayarkan tepat waktu) dan riba al-fadl (riba dalam
pertukaran barang dengan jenis yang sama, tetapi dengan
jumlah yang berbeda).

2. Larangan Riba dalam Al-Qur’an
Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat,
menekankan perlunya menghindari praktik ini. Contoh ayat
yang relevan adalah dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279)
dan Surah Al-Imran (3:130).

3. Hadis Nabi Muhammad tentang Riba
Nabi Muhammad juga mengingatkan tentang larangan riba
dan mengajarkan konsekuensi buruknya. Beberapa hadis
mengenai hal ini dapat ditemukan dalam berbagai koleksi
hadis.

4. Alternatif Transaksi
Untuk menghindari riba, ekonomi Syariah mendorong
transaksi yang lebih berbasis keadilan, seperti bagi hasil
(mudharabah), sewa (ijarah), dan perdagangan barang yang
sebenarnya.

5. Efek Sosial dan Ekonomi
Riba dapat mengakibatkan pemiskinan dan ketidaksetaraan
ekonomi. Oleh karena itu, prinsip larangan riba dalam
Ekonomi Syariah merupakan bagian dari upaya untuk
menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Referensi utama untuk Prinsip Larangan Riba dalam
Ekonomi Syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad.
Juga, literatur ekonomi Islam seperti karya-karya ulama seperti
Sheikh Taqgi Usmani, Yusuf al-Qaradawi, dan Umer Chapra sering
membahas prinsip ini serta implikasinya dalam praktik ekonomi
dan Keuangan Islam.
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2.5 Prinsip Larangan Gharar dan Maisir

Prinsip larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan)
dan maisir (spekulasi dan perjudian) merupakan bagian penting
dari Ekonomi Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya
menghindari praktik-praktik yang tidak stabil dan merugikan dalam
transaksi ekonomi, serta mempromosikan aktivitas ekonomi yang
berkelanjutan dan adil.

Beberapa poin penting terkait dengan Prinsip Larangan
Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Syariah (Al-Maududi, 1985;
Yusuf Qardhawi, 1997; Al-Sadr, 2008; Rozalinda, 2014) adalah :

1. Definisi Gharar
Gharar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan
dalam transaksi, di mana unsur Kketidakjelasan atau
ketidakpastian yang signifikan dapat mengakibatkan salah
satu pihak merugi atau merasa diperdaya.

2. Definisi Maisir
Maisir mengacu pada praktik perjudian atau taruhan yang
melibatkan risiko tinggi tanpa adanya dasar ekonomi yang
kuat. Maisir dianggap merugikan dan dapat menciptakan
ketidakstabilan dalam Masyarakat.

3. Larangan dalam Al-Qur’an dan Hadits
Prinsip larangan gharar dan maisir ditegaskan dalam Al-
Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an,
larangan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari
ketidakpastian berlebihan dan dampak negatif perjudian.

4. Dampak Negatif
Gharar dan maisir dapat merugikan ekonomi dan
masyarakat dengan menciptakan spekulasi yang tidak
produktif, meningkatkan risiko ekonomi, dan menyebabkan
ketidakstabilan.

5. Pilihan Alternatif
Dalam Ekonomi Syariah, prinsip ini mendorong transaksi
yang lebih jelas dan berdasarkan aspek ekonomi yang nyata,
seperti perdagangan barang yang sebenarnya atau model
bagi hasil dalam investasi.
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6. Pertimbangan Moral
Prinsip ini juga mencerminkan kepentingan moral dalam
ekonomi Islam, menghindari praktik-praktik yang
merugikan dan tidak adil.

Referensi utama untuk Prinsip Larangan Gharar dan Maisir
dalam Ekonomi Syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi
Muhammad. Banyak ulama ekonomi Islam dan teoretisi
menguraikan prinsip ini dalam karya-karya mereka, termasuk
penjelasan mengenai bagaimana prinsip ini berlaku dalam berbagai
aspek dan keuangan.

2.6 Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Moral

Prinsip Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Moral dalam
Ekonomi Syariah menekankan pentingnya beroperasi dan
bertransaksi dengan mematuhi nilai-nilai moral dan etika Islam. Ini
mencakup tanggung jawab moral individu dan perusahaan terhadap
masyarakat, lingkungan, dan Allah. Prinsip ini mencerminkan upaya
untuk menciptakan ekonomi yang berlandaskan pada moralitas dan
mempromosikan keadilan social.

Beberapa aspek penting dari Prinsip Kepatuhan terhadap
Prinsip-Prinsip moral dalam Ekonomi Syariah meliputi
(Afzalurraham, 1995; Yusuf Qardhawi, 1997; Al-Sadr, 2008; Islahi,
2008):

1. Ketaatan terhadap Hukum dan nilai-nilai Agama
Prinsip ini mendorong individu dan perusahaan untuk
mengikuti hukum dan norma-norma agama dalam semua
aktivitas ekonomi. Ini mencakup larangan terhadap praktik-
praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Moralitas dalam Transaksi
Prinsip ini menekankan pentingnya bertransaksi dengan
jujur, tanpa penipuan atau manipulasi informasi. Ketaatan
terhadap prinsip ini melibatkan menjalankan bisnis dengan
integritas dan etika yang tinggi.

3. Keadilan dan Keseimbangan
Kepatuhan  terhadap  prinsip moral  melibatkan
pengembangan dan pelaksanaan kebijakan  yang
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berkontribusi pada distribusi yang lebih adil dari kekayaan
dan peluang ekonomi.

Perlindungan Lingkungan

Prinsip ini mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan. Perlindungan alam dan lingkungan
dianggap sebagai tanggung jawab moral.

Bersikap Ramah kepada Orang Lain

Prinsip ini mencakup menghindari praktik-praktik yang
merugikan orang lain, serta memberikan dukungan kepada
yang membutuhkan.

Menghindari Sumber Keuntungan yang Haram
Kepatuhan terhadap nilai-nilai moral berarti menghindari
keuntungan atau transaksi yang berasal dari praktik haram
(dilarang oleh agama), seperti riba, alkohol, atau makanan
yang tidak halal.

2.7 Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip Keadilan Sosial adalah salah satu pilar utama dalam

Ekonomi Syariah, yang menekankan perlunya distribusi kekayaan
dan peluang secara merata di dalam masyarakat. Ini mencerminkan
tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan
berkelanjutan, di mana semua anggota masyarakat memiliki akses
yang setara terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi.

Beberapa aspek penting dari Prinsip Keadilan Sosial dalam

Ekonomi Syariah (Rozalinda, 2014; Rusby, 2017) adalah :

1.

Distribusi yang Adil

Prinsip ini menggarisbawahi perlunya distribusi kekayaan
dan peluang secara adil di dalam masyarakat. Ini bertujuan
untuk menghindari kesenjangan ekonomi yang ekstrem dan
memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki
kesempatan yang setara.

Pemberian Zakat dan Sadaqah

Zakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang
adil dalam Ekonomi Syariah. Ini adalah kewajiban bagi
mereka yang mampu untuk memberikan bagian dari
kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan.
Sadagah  (sumbangan sukarela) juga ~memberikan
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kesempatan bagi individu untuk berkontribusi pada
kesejahteraan masyarakat.

3. Perhatian terhadap Kaum Miskin dan Lemah
Prinsip ini menekankan perlunya memberikan perhatian
khusus kepada kaum miskin, yatim piatu, dan kaum lemah
dalam masyarakat. Ini dapat dicapai melalui program-
program kesejahteraan sosial dan bantuan kepada mereka
yang membutuhkan.

4. Keadilan dalam Transaksi
Keadilan sosial juga mencakup perlakuan yang adil dalam
transaksi bisnis dan Kkeuangan. Semua pihak harus
diperlakukan dengan setara dan jujur dalam transaksi
mereka.

5. Pemberian Peluang Ekonomi
Prinsip ini mendorong pemberian peluang ekonomi kepada
semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang kurang
beruntung. Ini dapat dicapai melalui program pelatihan
kerja, pendidikan, dan pembangunan keterampilan.

6. Menghindari Keserakahan
Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menghindari

keserakahan dan konsumsi berlebihan, serta
memprioritaskan kebutuhan masyarakat secara
keseluruhan.

2.8 Prinsip Pertanggungjawaban Sosial

Prinsip Pertanggungjawaban Sosial dalam Ekonomi Syariah
mengacu pada tanggung jawab individu, perusahaan, dan
masyarakat secara umum untuk berkontribusi pada kesejahteraan
sosial dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan
pentingnya berbagi kekayaan, membantu kaum miskin dan lemabh,
serta berinvestasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi
masyarakat secara luas. Pertanggungjawaban sosial adalah bagian
integral dari ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang,
kepedulian, dan keadilan terhadap sesame.

Beberapa aspek penting dari Prinsip Pertanggungjawaban
Sosial dalam Ekonomi Syariah (Khan, 2002; Mohamad and
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Mukhazir, 2008; Abul Hassan and Abdelkader Chachi, 2013; Sufyati
HS, 2016) meliputi :

1.

Zakat (Pemberian Wajib)

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu
memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka
yang membutuhkan. Ini menciptakan redistribusi kekayaan
dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

Sadagah (Sumbangan Sukarela)

Selain zakat, sadagah adalah sumbangan sukarela yang bisa
diberikan  untuk = membantu orang-orang  yang
membutuhkan atau mendukung proyek-proyek amal.

Wagqf (Wakaf)

Wagqf adalah penyisihan sebagian harta untuk digunakan
demi kemaslahatan umum, seperti mendirikan masjid,
sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya.
Berinvestasi dalam Bisnis Sosial

Prinsip ini mendorong perusahaan dan individu untuk
berinvestasi dalam proyek-proyek yang memiliki dampak
positif sosial, seperti program pelatihan kerja, peningkatan
pendidikan, dan pengembangan masyarakat.

Etika Bisnis dan Karyawan

Pertanggungjawaban sosial juga mencakup perlakuan yang
adil terhadap karyawan, memberikan upah yang layak, serta
menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Perlindungan Lingkungan

Prinsip ini juga merujuk pada tanggung jawab untuk
menjaga alam dan lingkungan. Dalam Ekonomi Syariah,
merusak lingkungan dianggap sebagai pelanggaran
terhadap prinsip etika.

Pengentasan Kemiskinan

Pertanggungjawaban sosial juga mencakup usaha untuk
mengentaskan kemiskinan, memberikan kesempatan
ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung, dan
mendukung program-program pembangunan
berkelanjutan.
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BAB 3

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI
KONVENSIONAL

Oleh Soeharjoto

3.1 Pendahuluan

Pemerintahan suatu negara bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya (Thahir, 2019). Untuk itu, agar dapat
merealisasikannya diperlukan sebuah sistem ekonomi. Hal ini, tidak
terlepas dari sistem yang baik dapat mempercepat pertumbuhan
ekonominya, karena sistem tersebut berfungsi sebagai pendorong
produksi dan distribusi barang dan jasa. Sistem ekonomi
merupakan sekumpulan unit, agen, dan institusi ekonomi yang
saling berinteraksi, serta memiliki keterkaitan pada suatu tingkat
tertentu (Grossman, 1984). Sistem ekonomi, telah dijadikan sebagai
acuan suatu negara, untuk menerapkan tata cara dalam
mengkoordinasikan perilaku masyarakat, guna menjalankan
aktivitas ekonominya, sehingga bisa berjalan sesuai dengan
tujuannya. Maka dari itu, dengan sistem yang ada dapat mengatur
kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, difasilitasi oleh
kemampuan negara dalam memanfaatkan sumber dayanya yang
terbatas, sehingga diperlukan suatu sistem ekonomi yang dapat
mengatur tata kelola secara baik, sesuai dengan tujuannya. Untuk
itu, setiap negara berupaya mencari bentuk sistem ekonomi yang
sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Hal ini, berdampak
pada semakin berkembangnya berbagai sistem ekonomi di dunia.
Maka dari itu, berkembanglah sistem ekonomi kapitalis, sosialis,
dan campuran.

Sistem Kkapitalis, memperbolehkan kebebasan yang luas
terhadap kepemilikan individu (Maruta, 2014). Pada revolusi
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industri, telah terjadi peningkatan kesejahteraan secara signifikan
terhadap kesejahteraan pemilik pabriknya, tetapi para pekerjanya
justru semakin miskin. Hal ini, memunculkan reaksi dengan
dibentuknya sistem ekonomi sosialis (Amri, 2017). Maka dari itu,
terjadi pergerakan pembelaan terhadap perjuangan kelas serta
mewajibkan revolusi guna menciptakan terjadinya kersajama di
masyarakat. Kondisi ini, mengakibatkan tidak diakuinya hak
perseorangan. Adapun tujuannya, untuk membentuk masyarakat
tanpa kelas. Namun, dalam perjalanannya, kedua sistem ini memiliki
banyak kekuarangan, sehingga dibentuknya sistem ekonomi
campuran (Tho’in, 2015). Sistem ini, merupakan perpaduan dari
sistem kapitalis dan sosialis.

Ketiga sistem ini, sekarang sudah tidak tepat lagi untuk
digunakan, karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penerapan
sistem tersebut, telah berdampak pada semakin lebarnya
ketimpangan kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Suardi,
2021). Hal ini, membuat masyarakat ingin mengalami perubahan
yang lebih baik lagi. Akhirnya, harapan masyarakat menjadi nyata,
dengan berkembangnya ekonomi Islam. Sistem yang digunakan
dalam ekonomi Islam, merupakan penyempurna dari sistem
ekonomi konvensional yang telah ada selama ini (Abbas, 2012).
Sistem ekonomi ini, lebih baik dari yang ada sebelumnya, karena
berlandaskan pada kepentingan bersama, berdasarkan Al-Quran,
Sunnabh, ijtihad, dan pengalaman empiris (Andiko, 2017).

Sistem ekonomi Islam, menganggap bahwa pasar
merupakan suatu mekanisme yang terbaik dan efisien dalam
melakukan alokasi sumber daya (Rahmi, 2015). Pasar bebas
merupakan pondasi sistem ekonomi, sehingga harus menjandi
tumpuan, sehingga perlu dihormati dan dilindungi. Namun, untuk
itu diperlukan suatu aturan, agar tetap efisien, sehingga dapat
melindungi pelaku pasar. Kepemilikan pribadi, sepenuhnya
dilindungi dalam Islam, tetapi harus dikembangkan, agar
memberikan manfaat untuk semua manusia (Rahmawaty, 2013).
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3.2 Sistem Ekonomi Kapitalis

Dalam perkembangannya, kapitalisme merupakan bagian
dari gerakan individualistis (Amirulhaq, 2022). Hal ini, berdampak
pada bidang agama, penalaran, hubungan masyarakat dan ekonomi.
Adapun dampaknya berupa terjadinya reformasi, berkembangnya
ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial, serta munculnya
kapitalisme. Untuk itu, kapitalisme telah menjadi sistem sosial yang
mengatur dan mengembangkan perekonomian pada abad ke XVIII
masehi di Inggris (Fajariah & Suryo, 2020). Sistem ini, akhirnya
berkembang di Eropa Barat Laut dan Amerika Utara (Ebenstein &
Fogelman, 1994).

Pada 1648, pasca penjanjian Westphalia, lahirlah sistem
negara modern (Amsir, 2021). Perjanjian ini, akhirnya dapat
mengakhiri perang antara Katholik dan Protestan yang telah
berlangsung selama 30 tahun. Dalam perjanjiannya, telah
ditetapkan sistem negara merdeka, yang berlandaskan kedaulatan
(Mukti, 2013). Pasca perjanjian ini, dalam kehidupan masyarakat,
dipisahkan antara negara dengan agama. Untuk itu, negara harus
membuat aturan untuk kehidupan masyarakatnya sendiri. Kondisi
ini, menjadi awal kemunculan sekularisme.

Sekularisme berprinsip bahwa hukum dibuat oleh manusia
(Latief, Zarkasyi, & Kusuma, 2022). Hal ini, menimbulkan
permasalahan, terutama siapa yang memiliki kemampuan untuk
membuat peraturan, tetapi dengan syarat kebijakannya dapat
menjamin perdamaian dan keadilan. Pada realitanya, hingga abad
ke XIX di Eropa masih dikuasai oleh para raja dan bangsawan.
Adapun dampaknya, masyarakat tidak dapat berperan dalam
politik, karena mereka patuh terhadap ketentuan yang telah dibuat
oleh penguasa. Namun, raja yang berkuasa tidak dapat memenuhi
kebutuhan warganya secara adil.

Eropa yang mengalami revolusi industri pada 1760-1860,
revolusi Perancis pada 1775-1799, dan era literasi pada abad ke
XIX, telah mendorong rakyat turut serta dalam politik. (Robert &
Lovecy, 1984). Revolusi industri yang terjadi, memunculkan kelas
menengah, sehingga menimbulkan kekuatan politik yang baru dari
kalangan masyarakat. Revolusi Perancis yang terjadi, semakin
mendorong tuntutan terhadap nasionalisme, libelarisme, dan
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equalitas. Pada era literasi, semakin banyak masyarakat yang dapat
membaca, sehingga informasi semakin transparan, sehingga dengan
mudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa dan pemikiran yang
berkembang di Eropa. Keadaan ini, membuat kondisi ekonomi,
sosial, budaya, politik menjadi semakin baik. Peristiwa tersebut,
menyebabkan berkembangnya demokrasi (Di Palma, 1990). Abad
ke XIX, merupakan masa transisi dari otokrasi dinasti tradisional
menjadi demokrasi liberal modern pada bidang politik di Eropa
Barat. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yakni sekularisme.

Pemikiran ekonom klasik, merupakan dasar sistem ekonomi
yang digunakan oleh kaum kapitalis (Hasan, Dinar, Rijal,
Rahmatullah, Inanna, & Arisah, 2020). Mazhab ini, mengungkapkan
bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bebas, dapat
memberikan manfaat yang lebih banyak terhadap masyarakat.
Pandangan ini, berdasarkan bahwa kegiatan ekonomi yang
dilakukan dengan pembagian kekayaan, pada asasnya telah
mengikuti hukum ekonomi yang berlaku di masyarakat. Adapun
dasar teorinya bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dan hasil
produksi sebaiknya dijual di pasar persaingan bebas.

Sistem ekonomi kapitalis memiliki karakteristik berupa hak
milik pribadi, pasar bebas, mencari keuntungan, persaingan, sistem
harga fleksibel, kebebasan ekonomi, intervensi pemerintah terbatas,
pilihan konsumen, distribusi berdasarkan kemampuan dan
pencapaian, dan orientasi pasar global. Sistem ini, memiliki
kelebihan berupa efisiensi alokasi sumber daya, inovasi dan
kemajuan teknologi, pilihan konsumen, pertumbuhan ekonomi,
kemampuan respons terhadap perubahan, dan kebebasan ekonomi.
Adapun kekurangannya dari sistem ini meliputi ketidaksetaraan,
siklus ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan,
pendekatan jangka pendek, kemungkinan monopoli atau oligopoli,
dan materialisme.

3.3 Sistem Ekonomi Ekonomi Sosialis

Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan
kebebasan terhadap setiap individu melakukan aktivitas ekonomi
dengan intervensi dari pemerintah (Ikbal, Dewi, & Syaifuddin,
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2023). Peran pemerintah, hanya untuk mengatur perekonomian
agar berjalan sesuai dengan tujuan suatu negara. Dalam sistem ini,
masih memberlakukan mekanisme pasar. Namun, pemerintah turut
mengatur kegiatan ekonomi, guna menjamin Kkesejahteraan
masyarakatnya. Sistem ini, muncul sebagai reaksi terhadap
perubahan yang terjadi pada bidang ekonomi dan sosial. Revolusi
industri, memberikan keuntungan hanya kepada pada para pemilik
usahanya saja, tetapi pekerja justru menjadi semakin miskin. Hal ini,
menimbulkan reaksi terhadap kapitalis, sehingga muncullah
pemikiran sistem ekonomi sosialis.

Francois Noél Babeuf mengembangkan ide sosialis pada
revolusi Perancis (Rahman & Ismail, 2017). Pemikirannya, selalu
memperjuangkan doktrin antar kelas kaum kaum modal dan buruh.
Idenya ini, dilanjutkan oleh Marxisme. Pasca itu, munculah
pemikiran sosialisme yang lebih moderat dari kaum utopian
socialists. Hal ini, dikarenakan dalam pemikirannya tidak terlalu
fokus pada pertentangan Kkelas, tetapi lebih mengutamakan
kerjasama. Untuk itu, Saint-Simon mengemukakan pendapatnya
bahwa negara yang harus mengatur kegiatan ekonomi, tetapi
Fourier dan Owen mengutamakan lebih memberikan peran secara
kolektif terhadap komunitas kecil (Wiratama, Budianto, & Afandi,
2021). Pada 1840-an, istilah komunisme muncul dari paham
sosialisme, yang merujukkan pada Etiene Cabet, yang membahas
teori kepemilikan umum. Istilah ini, digunakan oleh Karl Marx dan
Friedrich Engels, sebagai gerakan membela perjuangan kelas dan
revolusi menciptakan kerjasama di masyarakat (Abdulgani, 1964).
Sosialisme digunakan sebagai solidaritas dan memperjuangkan
masyarakat egalitarian.

Dalam teorinya, Marx telah menginspirasi banyak pihak,
hingga akhirnya berdirinya negara komunis pertama yang bernama
Uni Soviet yang dipelopori oleh Lenin. Pendirian ini, dilakukan
dengan melakukan revolusi berdarah, dengan cara menggulingkan
kekuasaan Tsar. Perlawanan ini, banyak diikuti oleh rezim komunis
lainnya. Hal ini, mengakibatkan banyak korban (Chomsky, 2003).
Namun, cita-cita yang semula mau menghapus penindasan yang
dilakukan kapitalisme, akhirnya sosialisme ternyata justru
melakukan yang lebih parah. Diberlakukannya kekuasaan absolut
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yang tersentralisasi, akhirnya terbentuk slogan negara adalah saya.
Pada perkembangan selanjutnya, munculah berbagai varian
pemikiran ideologi sosialis.

Sistem sosialis, memiliki ciri berupa pemerintah mengatur
sepenuhnya, pemerintah menjadi pihak yang berkuasa, hak
kepemilikan bersama, tidak ada persaingan bebas, kesejahteraan
masyarakat lebih merata, dan jumlah produksi terbatas. Kelebihan
sistem ini, meliputi pemerataan kesejahteraan, tidak ada eksploitasi
buruh, tidak ada kesenjangan sosial, inflasi dapat ditangani, dan
meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Sistem ini, memiliki
kelemahan berupa tidak adanya persaingan pasar, masyarakat tidak
berinovasi, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, dan berpotensi
ada diktator.

3.4 Sistem Ekonomi Campuran

Pertentangan kedua sistem ini, menstimulasi pemikiran
untuk menggabungankan unsur keduanya yang terbaik. Ekonomi
campuran adalah paduan ekonomi sosialis dan Kkapitalis
(Masykuroh, 2020). Hal ini, dilaksanakan guna menyerap elemen
positif dari keduanya secara dinamis. Sistem tersebut, sebenarnya
dapat mengatasi konotasi perpaduan kedua sistem ini, karena
secara signifikan sistemnya memiliki kekhasannya sendiri.

Pemikiran Hegel, dijadikan sebagai dasar sistem ekonomi
campuran (Kristeva, 2010). Pemikirannya, merupakan alternatif
dari ke dua sistem yang saling bertentangan. Untuk itu, guna
mengatasi kelemahannya, dengan cara menggabungkan sistemnya.
Adapun temuannya, berupa fenomena dialektik. Temuan ini,
sebenarnya mirip dengan Immanuel Kant, terkait logika yang
berdasarkan penalaran terhadap alam dan fenomena yang ada, guna
memberikan pengesahan yang transenden. Pada tahap berikutnya,
Hegel telah menginterpretasikan dialektik sebagai operasionalisasi
dari penalaran, tanpa kaitan dengan hal yang transeden. Adapun
sebabnya alam bersifat realistis bukan abstrak. Hal ini, memberikan
kenyataan bahwa pemikiran analitis kontradiksi, merupakan hasil
perpaduan ide yang ada yang dicapai melalui sintesa, sehingga
menghasilkan pengetahuan yang lebih akurat. Dalam prosesnya
sintesa semkin meningkat, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan
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utama guna mewujudkan sistem ekonomi campuran. Namun, dalam
sistemnya tidak seperti yang dilakukan oleh Karl Marx.

Dalam kegiatan ekonomi, memperoleh profit sangat perlu,
tetapi bukan segalanya, seperti yang terjadi pada ekonomi kapitalis.
Tanpa profit, usaha tidak dapat berjalan dan pertumbuhan ekonomi
rendah, seperti yang terjadi di negara komunis. Namun, pada
ekonomi campuran tetap menerapkan prinsip pasar, tetapi
pemerintah tetap mengawasinya.

Sistem campuran bertujuan meningkatkan inovasi dan
pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pemerintah dan swasta,
membuat kebijakan untuk kesejahteraan, dan mencegah terjadinya
monopoli. Sistem ini, memiliki karakteristik berupa diberikan
kebebasan kepada masyarakat, pemerintah sebagai pemangku
kebijakan, adanya persaingan pasar yang cenderung lebih sehat,
kebijakan pemerintah menentukan mekanisme pasar, pemerintah
bisa membentuk usaha, serta adil. Adapun kelebihan dari sistem ini
pendekatannya fleksibel, menciptakan inovasi, kualitas yang
meningkat, perekonomian berkelanjutan, dan mencegah monopoli.
Namun, sistem ini memiliki kekurangan berupa adanya
kemungkinan terjadinya korupsi, menurunkan potensi keuntungan
dan menghambat inovasi akibat dibatasi gerak swasta.

3.5 Sistem Ekonomi Islam

[Imuwan muslim, pada era klasik banyak yang menulis serta
mengkaji ekonomi Islam secara ilmiah dan empiris. Adapun
beberapa penulisnya meliputi Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi,
dan Ibnu Taymiyah (Maleha, 2016). Disamping itu, sebenarnya
terdapat beberapa kitab khusus yang membahas ekonomi Islam,
seperti yang ada dalam Kitab Al-Amwal karangan Abu 'Ubaid, Kitab
Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, Al-lktisab fi al Rizqi karangan
Muhammad Hasan AsySyabany (Huda, 2013). Hal ini, menunjukkan
secara realita, ekonomi Islam hasil pemikirannya sudah sangat
berkembang dan maju pada zaman itu.

Pada 1976, Muhammad Nejatullah Ash-Shiddigi melakukan
kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam (Darwis & Zulaeha, 2022).
Menurutnya, pemikiran ini sebagai respons dari para pemikir Islam
terhadap tantangan yang ada di bidang ekonomi pada masa itu,
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tetapi pemikriannya tetap berlandaskan pada Al-Quran, Sunnabh,
ijtihad, dan pengalaman empiris. Namun, objeknya bukan Al-quran
dan sunnah, tetapi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah
untuk mengatasi masalah ekonomi.

Sistem Ekonomi Islam memiliki tujuan utama untuk
menyelaraskan hukum Islam dengan kehidupan masyarakat. Hal
ini, mendukung kemaslahatan bersama, sehingga dilarang
melakukan kecurangan atau manipulasi kekayaan. Ekonomi
Islam berprinsip bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan
secara bertanggung jawab, berlaku adil, melarang riba,
memberikan zakat, kerjasama, mengutamakan kepentingan
bersama, setiap individu bebas untuk berusaha tetapi harus
mengacu pada ajaran Islam, dan menolak akumulasi kekayaan
pada segelintir orang.

3.6 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem

Ekonomi Konvensional

Secara umum, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi
konvensional memiliki perbedaan. Dalam ekonomi Islam,
bercirikan manusia sebagai mahluk sosial yang religius,
menyelesaikan permasalahan menggunakan skala prioritas,
alternatif pilihan kebutuhan dengan menerapkan nilai Islam,
pertukaran menggunakan etika Islami. Namun, pada ekonomi
konvensional bercirikan manusia sebagai mahluk sosial,
menyelesaikan masalah berdasarkan Kkeinginan, alternatif
pilihan kebutuhan berdasarkan kepentingan sendiri, dan
pertukaran menggunakan kekuatan pasar. Untuk itu, dalam
ekonomi Islam mempelajari individu sosial saja, tetapi sekaligus
religiusnya. Dalam ekonomi Islam, menerapkan asas keadilan
dan kemanusiaan secara universal. Hal ini, merupakan hasil
proses transformasi dari nilai Islam. Perbedaan dari sistem ini,
terlihat pada ekonomi Islam berpedoman pada Allah SWT dan
pemikiran para mujtahid sedangkan ekonomi konvensional
hanya berdasarkan pemikiran manusia saja, ekonomi Islam
peran negara sebagai wasit yang adil sedangkan ekonomi
konvensional yang kapitalis peran pemerintah tidak diakuinya
tetapi ekonomi sosialis peran negara absolut, ekonomi Islam
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mengakui mencari keuntungan tetapi dilakukan secara halal
sedangkan ekonomi kapitalis mengakui mencari keuntungan
tetapi tidak ada batasan tertentu sedangkan ekonomi sosialis
mencari keuntungan tidak diakui sama sekali.

Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem
ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam memiliki
beberapa perbedaan. Ekonomi kapitalis bersumber dari
pengalaman dan pemikiran manusia, sekuler, kepemilikan
pribadi secara mutlak, berlakunya mekanisme pasar, bebas
berkompetisi, kesejahteraan hanya bersifat jasmaniah, mencari
keuntungan tanpa batasan, pemerintah tidak berperan dalam
ekonomi, tidak terdapat distribusi pendapatan. Ekonomi sosialis
bersumber dari pengalaman dan filsafat manusia, sekuler
ekstrim atau atheis, membatasi bahkan menghilangkan
kepemilikan pribadi, perencanaan ekonomi terpusat di negara,
tidak berlakunya mekanisme harga, perekonomian dikuasai
negara, tidak mengakui mencari keuntungan, pemerataan
pendapatan dan penghasilan masyarakat. Sistem ekonomi
campuran sebagai bentuk sinergi yang baik antara ekonomi
kapitalis dan sosialis, terkait dengan karakteristiknya yang
mengedepankan aspek idealitas dengan cara barang publik
disediakan pemerintah dan swasta menyediakan barang privat
secara maksimal, serta pemerintah berperan sebagai pengontrol
atas ketersediaan barang yang dilakukan oleh pihak swasta.
Ekonomi Islam bersumber dari Al-qur’an dan Assunnah serta
ijtihad, berpandangan holistik, kepemilikan pribadi bersifat
nisbi, mekanisme pasar untuk kemaslahatan, syariat mengontrol
kompetisi usaha, kesejahteraan bersifat rohani serta akal dan
jasmani, mencari keuntungan secara halal, pemerintah berperan
sebagai wasit yang mengontrol dan mengawasi kegiatan secara
adil ekonomi, distribusi pendapatan yang merata.
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BAB 4
KEUANGAN ISLAM

Oleh Arief Yanto Rukmana

4.1 Pendahuluan

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berakar kuat
pada hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah (Purnama and
Yuliafitri, 2019). Hal ini ditandai dengan serangkaian prinsip dan
praktik yang membedakannya dari keuangan konvensional.
Keuangan I[slam menganut larangan bunga yang dikenal dengan
istilah Riba (Rachmawati, 2020). Prinsip ini mencerminkan
keyakinan bahwa menghasilkan pendapatan dari uang itu sendiri,
tanpa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, adalah
tindakan yang eksploitatif dan tidak etis (Adam, 2020). Oleh karena
itu, keuangan Islam menawarkan solusi keuangan yang didasarkan
pada nilai-nilai etika dan moral (Arafah, 2019).

Salah satu prinsip dasar keuangan Islam adalah konsep bagi
hasil (PLS). Prinsip ini mewujudkan gagasan bahwa risiko dan
manfaat harus dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
transaksi keuangan. Dua mekanisme PLS yang menonjol adalah
Mudarabah dan Musharakah. Dalam mudarabah, salah satu pihak
menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menyumbangkan
keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah
yang disepakati, namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh
pemberi modal. Musharakah, di sisi lain, adalah kemitraan bersama
di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai
dengan kontribusi (Vogel and Hayes, 2019).

Pembiayaan yang didukung aset adalah landasan lain dari
keuangan Islam. Transaksi seperti l[jarah dan Murabahah disusun
untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan didukung oleh
aset berwujud (Purnomo, 2019). Di ljarah, lembaga keuangan Islam
membeli suatu aset dan menyewakannya kepada pelanggan, yang
membayar pembayaran sewa secara berkala. Murabahah
melibatkan penjualan aset kepada pelanggan dengan harga yang
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dinaikkan, memungkinkan pembayaran yang ditangguhkan.
Praktik-praktik ini memastikan bahwa transaksi keuangan
dikaitkan dengan usaha ekonomi riil (Amir, 2021).

Aspek tanggung jawab etika dan sosial keuangan Islam
merupakan bagian integral dari filosofinya (Rachmawati, 2020).
Keuangan Islam selaras dengan tujuan hukum Syariah yang lebih
luas, termasuk distribusi kekayaan, Kkeadilan ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat (Nugraha et al, 2022). Hal ini mendorong
investasi yang bertanggung jawab dan beretika, menghindari
sektor-sektor yang dianggap berbahaya atau tidak etis, seperti
alkohol, perjudian, dan tembakau. Komitmen terhadap keuangan
etis ini selaras dengan individu dan bisnis yang mencari investasi
yang selaras dengan nilai-nilai (Badruzaman, 2019).

Lembaga keuangan Islam, termasuk bank Islam, perusahaan
Takaful (asuransi Islam), dan dana investasi Islam, menyediakan
berbagai produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-
prinsip Syariah (Badruzaman, 2019). Lembaga-lembaga ini
menawarkan layanan perbankan, cakupan asuransi, dan peluang
investasi sambil menjunjung tinggi praktik keuangan yang etis dan
adil (Purnomo, 2019).

Kerangka peraturan dan hukum keuangan Islam memainkan
peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip Syariah (Ghofur, 2020). Dewan pengawas syariah, yang
terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam, memberikan
bimbingan dan pengawasan untuk memastikan produk dan
transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Badan-badan
pemerintah dan otoritas pengatur di berbagai negara menetapkan
dan menegakkan peraturan khusus untuk keuangan Islam, sehingga
mendorong lingkungan peraturan yang mendukung keuangan etis
(Nugrahaetal, 2022).

Keuangan Islam mewakili sistem keuangan yang dibangun
berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral, yang didasarkan pada
hukum Islam. Ini menekankan pembagian keuntungan dan
kerugian, pembiayaan yang didukung aset, investasi etis, dan
tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan Islam menawarkan
berbagai layanan keuangan dengan tetap berpegang pada prinsip-
prinsip ini, dan kerangka peraturan yang kuat memastikan
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kepatuhan terhadap pedoman Syariah (Vogel and Hayes, 2019).
Sistem keuangan ini memberikan solusi keuangan yang etis dan adil
bagi individu dan bisnis, yang selaras dengan nilai-nilai mereka dan
berkontribusi terhadap perekonomian global yang lebih
bertanggung jawab dan inklusif (Rachmawati, 2020).

4.2 Kerangka Teori Keuangan Islam

Kerangka teori keuangan Islam berakar pada prinsip-prinsip
hukum Syariah, yang menjadi landasan bagi semua aktivitas
keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Fkun et al., 2023).
Pada intinya, keuangan Islam menganut serangkaian prinsip yang
membedakannya dari keuangan konvensional. Salah satu prinsip
mendasarnya adalah pelarangan Riba, yang berarti pelarangan
bunga (Amir, 2021). Dalam keuangan Islam, memperoleh atau
membayar bunga dianggap tidak etis, karena melibatkan perolehan
pendapatan dari uang itu sendiri, bukan dari aktivitas ekonomi
produktif (Harto et al, 2023). Larangan ini didasarkan pada
keyakinan bahwa Riba mendorong pengayaan yang tidak adil dan
eksploitasi ekonomi (Adam, 2020).

Prinsip penting lainnya dalam keuangan Islam adalah
larangan Gharar, yang mengacu pada ketidakpastian atau
ambiguitas yang berlebihan dalam kontrak (Arafah, 2019). Dalam
transaksi keuangan, Gharar dihindari untuk memastikan
transparansi dan keadilan. Kontrak dengan ambiguitas yang
berlebihan dianggap tidak sah dalam keuangan Islam, sehingga
menekankan pentingnya ketentuan yang jelas dan terdefinisi
dengan baik dalam perjanjian keuangan (Mufraini, 2006).

Salah satu ciri khas keuangan Islam adalah konsep bagi hasil.
Hal ini terutama dicapai melalui dua cara pembiayaan utama:
Mudarabah dan Musyarakah. Mudarabah melibatkan kemitraan
antara investor (Rab-ul-Maal) dan pengusaha (Mudarib), dimana
keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati
sebelumnya, namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh investor.
Sebaliknya, Musharakah melibatkan kemitraan di mana kedua belah
pihak berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi
modal (Mugorobin and Fahmi, 2020).
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Pembiayaan yang didukung aset juga merupakan prinsip inti
keuangan Islam. Transaksi seperti ljarah (leasing) dan Murabaha
(cost-plus financing) disusun untuk memastikan bahwa setiap
transaksi keuangan didukung oleh aset berwujud (Arafah, 2019).
Dalam Ijarah, lembaga keuangan Islam membeli aset dan
menyewakannya kepada pelanggan, sementara Murabahah
melibatkan penjualan aset kepada pelanggan dengan harga yang
dinaikkan, sehingga  memungkinkan = pembayaran  yang
ditangguhkan (Purnama and Yuliafitri, 2019).

Prinsip panduan keuangan Islam adalah untuk memastikan
bahwa kegiatan keuangan tidak hanya layak secara ekonomi tetapi
juga bertanggung jawab secara sosial dan etis. Hal ini sejalan dengan
konsep Maqasid al-Syariah yang lebih luas, yang mewakili tujuan
hukum Islam. Dalam konteks keuangan, tujuan tersebut mencakup
pemerataan Kkekayaan, keadilan ekonomi, dan Kkesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Keuangan Islam berupaya untuk
mendorong kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan-tujuan
ini, mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan bertanggung
jawab secara sosial (Mufraini, 2006).

Kerangka teoritis keuangan Islam dibangun di atas prinsip-
prinsip hukum Syariah (Prasetyo, 2018a), yang menekankan
pelarangan bunga (Riba), penghindaran ketidakpastian yang
berlebihan (Gharar), pembagian keuntungan dan kerugian
(Mudarabah dan Musharakah), dan aset- pembiayaan yang
didukung (Ijarah dan Murabahah). Prinsip-prinsip ini tidak hanya
memberikan pendekatan khusus terhadap keuangan (Purnama and
Yuliafitri, 2019) namun juga mendorong praktik keuangan yang etis
dan bertanggung jawab secara sosial sejalan dengan tujuan hukum
[slam yang lebih luas (Muhtadi et al, 2023).

4.3 Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah
Perbankan dan lembaga keuangan Islam mewakili sektor
yang berbeda dan berkembang dalam lanskap keuangan global.
Pada intinya, lembaga-lembaga ini beroperasi dengan mematuhi
prinsip-prinsip Islam dan hukum Syariah, yang memandu praktik
dan membedakannya dari bank konvensional. Salah satu prinsip
dasar perbankan syariah adalah larangan bunga yang dikenal
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dengan Riba. Berbeda dengan bank konvensional yang
menghasilkan pendapatan melalui bunga pinjaman, bank syariah
tidak memungut atau membayar bunga. Sebaliknya, terlibat dalam
pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian dan pembiayaan
berbasis aset (Siregar, Yuslem and Nawawi, 2023).

Bank Islam menawarkan serangkaian produk dan layanan
keuangan yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah.
Ini termasuk tabungan dan giro, rekening investasi, dan solusi
pembiayaan. Salah satu mekanisme keuangan yang paling menonjol
dalam perbankan syariah adalah konsep Mudarabah dan
Musyarakah (Agustin, 2017). Di Mudarabah, klien menyimpan dana
di bank, yang kemudian diinvestasikan dalam usaha yang sesuai
dengan syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut
dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio yang telah
ditentukan (Misra, Hakim and Pramana, 2020). Dalam Musyarakah,
nasabah dan bank bersama-sama berpartisipasi dalam suatu usaha
bisnis, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi
(Siregar, Yuslem and Nawawi, 2023).

Takaful, yang setara dengan asuransi Islam, merupakan
komponen penting lain dari lembaga keuangan Islam. Takaful
beroperasi berdasarkan prinsip kerja sama timbal balik dan
pembagian risiko di antara pemegang polis (Feliyani, 2021). Dalam
model ini, peserta menyumbangkan premi ke dana bersama, dan
pembayaran dilakukan kepada yang mengalami kerugian yang
ditanggung. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab
sosial dan gotong royong, yang merupakan bagian integral dari
keuangan Islam (Purnomo, 2019).

Dana investasi Islam juga memainkan peran penting dalam
penawaran lembaga keuangan Islam. Dana ini mengumpulkan dana
dari investor dan menginvestasikannya dalam aset-aset yang sesuai
dengan syariah, seperti ekuitas, real estat, dan sukuk (obligasi
syariah). Pengelolaan dana ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip
syariah, yang memastikan bahwa investasi sejalan dengan etika dan
nilai-nilai Islam (Arafah, 2019).

Keuangan mikro Islam adalah salah satu aspek perbankan
dan lembaga keuangan Islam, yang berkontribusi terhadap inklusi
keuangan dan pengentasan kemiskinan (Soemitra, 2020). Lembaga

39



keuangan mikro yang beroperasi dalam kerangka Islam
memberikan pinjaman kecil dan layanan keuangan kepada individu
dan usaha kecil dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip
Islam. Hal ini membantu memberdayakan masyarakat marginal
dengan menyediakan akses terhadap modal dan layanan keuangan
(Suadi and SH, 2017).

Di beberapa daerah, lembaga keuangan Islam telah
berekspansi ke pasar modal (Siregar, Yuslem and Nawawi, 2023),
menawarkan layanan perdagangan saham syariah dan penerbitan
sukuk (Nuriana and Achmad, 2020). Hal ini memungkinkan investor
untuk berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal dengan tetap
mematuhi pedoman Syariah (Amir, 2021).

Inti dari berfungsinya lembaga perbankan dan keuangan
Islam adalah kehadiran dewan pengawas Syariah. Dewan ini terdiri
dari para ulama dan pakar hukum Islam yang memastikan bahwa
praktik dan produk keuangan lembaga tersebut mematuhi prinsip-
prinsip Syariah. Peran adalah memberikan bimbingan dan
pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap
etika Islam (Purnama and Yuliafitri, 2019).

Perbankan dan lembaga keuangan Islam mewakili segmen
industri keuangan yang khas dan berkembang pesat. Berdasarkan
prinsip-prinsip Islam dan dipandu oleh hukum Syariah, lembaga-
lembaga ini menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk
bagi hasil, pembiayaan berbasis aset, asuransi Takaful, dan dana
investasi (Bakar, 2021). Berkontribusi terhadap inklusi keuangan,
pembangunan ekonomi, dan keuangan etis, menjadikannya bagian
penting dan terus berkembang dalam lanskap keuangan global
(Nugrahaetal, 2022).

4.4 Instrumen dan Transaksi Keuangan Islam

Instrumen dan transaksi dalam keuangan Islam dirancang
untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Arafah, 2019) dan
memberikan solusi keuangan yang etis dan sesuai dengan hukum
Islam (Bakar, 2020). Instrumen-instrumen ini penting untuk
melakukan berbagai aktivitas keuangan dengan tetap menjaga
prinsip-prinsip dasar keuangan Islam (Adam, 2020).
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Salah satu konsep sentral dalam keuangan Islam adalah
penggunaan mekanisme bagi hasil (PLS) (Vogel and Hayes, 2019).
Dua instrumen terkemuka yang mewujudkan prinsip ini adalah
Mudarabah dan Musharakah (Istigomah, 2019). Mudarabah
merupakan akad kemitraan dimana salah satu pihak memberikan
modal (Rab-ul-Maal), sedangkan pihak yang lain menyumbangkan
keahlian dan keterampilan manajemen (Mudarib). Keuntungan
yang dihasilkan dari kemitraan dibagi berdasarkan nisbah yang
disepakati, namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh investor
(Adam, 2020). Musharakabh, di sisi lain, adalah kemitraan bersama di
mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai
dengan kontribusi (Rachmawati, 2020).

Pembiayaan berbasis aset adalah elemen inti lain dari
keuangan Islam. Dua instrumen yang banyak digunakan untuk
tujuan ini adalah Ijarah dan Murabahah. Dalam Ijarah, lembaga
keuangan Islam membeli suatu aset dan menyewakannya kepada
nasabah (Sutaguna, Zaroni, et al, 2023). Pelanggan membayar
pembayaran sewa secara berkala, dan pada akhir masa sewa,
mungkin memiliki opsi untuk membeli aset tersebut. Murabahah, di
sisi lain, melibatkan penjualan aset kepada pelanggan dengan harga
yang dinaikkan. Hal ini memungkinkan adanya pembayaran yang
ditangguhkan, menjadikannya instrumen umum untuk membiayai
pembelian barang dan peralatan (Harinie et al., 2023).

Sukuk, umumnya dikenal sebagai obligasi Islam, merupakan
instrumen penting untuk meningkatkan modal dalam keuangan
[slam. Sukuk disusun untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan
biasanya didukung oleh aset. Investor menerima bagian dari
keuntungan yang dihasilkan dari aset yang mendasarinya, dan
penerbit sukuk berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut
sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk dapat diterbitkan untuk
berbagai tujuan, termasuk proyek infrastruktur, pembiayaan
perusahaan, dan pendanaan pemerintah (Badruzaman, 2019).

Takaful, alternatif Islam terhadap asuransi konvensional,
merupakan instrumen penting lainnya dalam keuangan Islam.
Takaful beroperasi berdasarkan prinsip kerja sama timbal balik dan
pembagian risiko di antara pemegang polis (Ghofur, 2020). Peserta
menyumbangkan premi ke dana bersama, dan pembayaran
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dilakukan kepada yang mengalami kerugian yang ditanggung
(Prasetyo, 2018b). Model ini sejalan dengan konsep tanggung jawab
sosial dan gotong royong yang merupakan bagian integral dari
keuangan Islam (Wakil et al,, 2022).

Derivatif Islam, meskipun kurang umum dibandingkan
instrumen lainnya, juga ada di keuangan Islam (Baali, Sembel], et al,
2023). Derivatif ini disusun untuk memenuhi prinsip-prinsip
Syariah (Waluyo et al, 2023), menghindari unsur ketidakpastian
yang berlebihan dan perjudian (Setiawan et al, 2023). Tujuan utama
derivatif Islam adalah manajemen risiko dan lindung nilai, bukan
perdagangan spekulatif (Vogel and Hayes, 2019).

Instrumen dan transaksi dalam keuangan Islam dirancang
untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Syariah, termasuk
larangan bunga (Riba) dan mendorong praktik keuangan yang etis
dan adil (Baali, Sasewa, et al, 2023). Instrumen-instrumen ini
mencakup mekanisme bagi hasil seperti Mudarabah dan
Musharakah, pembiayaan berbasis aset melalui Ijarah dan
Murabaha, peningkatan modal melalui Sukuk, dan asuransi etika
melalui Takaful (Djuniardi et al, 2023). Masing-masing instrumen
ini melayani kebutuhan keuangan tertentu dengan tetap mengikuti
prinsip dasar keuangan Islam (Purnama and Yuliafitri, 2019).

4.5 Praktek Keuangan Islam

Keuangan Islam dalam praktiknya mencakup berbagai
penerapan dan skenario dunia nyata yang selaras dengan prinsip-
prinsip hukum Islam dan keuangan etis (Agustin, 2017). Hal ini
melampaui teori untuk menyediakan layanan dan solusi keuangan
yang diperuntukkan bagi individu dan bisnis dengan tetap
mematuhi pedoman syariah (Arafah, 2019).

Salah satu aspek penting dari keuangan Islam dalam
praktiknya adalah ketersediaan beragam produk dan layanan
keuangan yang memenuhi berbagai kebutuhan (Misra, Hakim and
Pramana, 2020). Ini termasuk layanan perbankan Islam seperti
rekening giro dan tabungan, rekening investasi, dan solusi
pembiayaan. Bank syariah beroperasi tanpa menggunakan bunga
(Riba) dan menerapkan mekanisme pembagian keuntungan dan
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kerugian, menjadikannya pilihan tepat bagi individu yang mencari
alternatif perbankan yang etis (Munte et al, 2023).

Selain perbankan konvensional, keuangan Islam juga
mencakup peluang investasi (Feliyani, 2021). Dana investasi Islam
mengumpulkan sumber daya dari investor dan
menginvestasikannya dalam aset sesuai syariah seperti saham, real
estate, dan Sukuk (obligasi Islam). Dana ini dikelola berdasarkan
prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa investasi sejalan dengan
nilai-nilai etika dan moral (Amir, 2021).

Sektor real estat juga melihat penerapan keuangan Islam
secara signifikan. Opsi pembiayaan real estat yang sesuai dengan
syariah seperti ljarah (sewa) dan Murabahah (pembiayaan biaya-
plus) memberikan alternatif terhadap hipotek konvensional (Suadi
and SH, 2017). Model pembiayaan ini memungkinkan individu
untuk membeli rumah atau berinvestasi di real estat tanpa
melakukan transaksi berbasis bunga (Hartatik et al, 2023).

Proyek infrastruktur, baik di tingkat nasional maupun
internasional, mendapat manfaat dari keuangan Islam. Pemerintah
dan perusahaan menerbitkan Sukuk untuk meningkatkan modal
bagi inisiatif pembangunan skala besar. Pemegang sukuk menerima
bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari aset yang
mendasarinya, dan dana yang diperoleh dialokasikan sesuai dengan
pedoman syariah (Soemitra, 2020).

Keuangan Islam juga memainkan peran penting dalam
perdagangan internasional. Instrumen pembiayaan perdagangan
I[slam, seperti Murabaha dan Tawarrug, memfasilitasi transaksi
lintas batas dengan tetap berpegang pada prinsip keuangan Islam
(Nuriana and Achmad, 2020). Instrumen-instrumen ini membantu
dunia usaha terlibat dalam perdagangan global tanpa harus
menggunakan pinjaman berbunga (Harto et al., 2023).

Lembaga keuangan mikro yang beroperasi dalam kerangka
Islam memberikan pinjaman kecil dan layanan keuangan kepada
individu dan wusaha kecil. Pendekatan ini memberdayakan
masyarakat marginal dengan menawarkan akses terhadap modal
dan layanan keuangan, mendorong inklusi keuangan dan
pembangunan ekonomi (Sutaguna, Norvadewi, et al, 2023).
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Lembaga keuangan Islam tunduk pada pengawasan dewan
pengawas Syariah. Dewan ini terdiri dari para ulama dan pakar
hukum Islam yang memastikan bahwa praktik dan produk
keuangan lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah
(Bakar, 2021). Memberikan bimbingan dan pengawasan untuk
memastikan bahwa aktivitas keuangan tetap sesuai dengan standar
etika (Fkun et al, 2023).

Praktik keuangan Islam mencakup spektrum luas layanan
dan solusi keuangan yang dirancang selaras dengan hukum Islam
dan nilai-nilai etika (Istiqomah, 2019). Dari perbankan dan investasi
hingga pembiayaan real estat, pembangunan infrastruktur,
perdagangan internasional, dan keuangan mikro, keuangan Islam
menawarkan beragam peluang bagi individu, bisnis, dan
pemerintah untuk terlibat dalam aktivitas keuangan sambil
menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan syariah (Sudirjo et al,
2023). Penerapan praktis keuangan Islam ini mendorong inklusi
keuangan, tanggung jawab sosial, dan keuangan etis dalam
perekonomian global (Hakim et al, 2023).

4.6 Kerangka Peraturan dan Hukum

Kerangka peraturan dan hukum yang mengatur keuangan
[slam merupakan komponen penting dalam memastikan kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip Syariah dan berfungsinya lembaga
keuangan Islam dengan baik (Ghofur, 2020). Kerangka kerja ini
terdiri dari undang-undang, peraturan, dan badan pengawas yang
mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
keuangan Islam (Muhtadi et al,, 2023).

Fundamental kerangka peraturan dan hukum adalah dewan
pengawas syariah. Dewan ini terdiri dari para cendekiawan dan
pakar hukum Islam yang memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa lembaga keuangan Islam dan produknya sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah (Purnama and Yuliafitri, 2019). Para
ulama ini memberikan bimbingan dan pengawasan berkelanjutan,
mengeluarkan keputusan (Fatwa) untuk mengesahkan kepatuhan
produk dan transaksi keuangan (Prasetyo, 2018a).

Badan pemerintah dan otoritas pengatur juga memainkan
peran penting dalam mengawasi keuangan Islam. Di banyak negara
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dengan sektor keuangan Islam yang besar, badan pengatur dibentuk
untuk memantau dan mengatur lembaga keuangan Islam. Badan-
badan ini memastikan bahwa kegiatan keuangan dilakukan dalam
batas-batas hukum Islam dan sesuai dengan standar peraturan.
Menetapkan pedoman dan standar khusus untuk produk dan
layanan keuangan Islam (Dwijayani et al, 2023).

Kontrak dan dokumentasi hukum dalam keuangan Islam
dibuat dengan cermat agar selaras dengan prinsip-prinsip Syariah
(Feliyani, 2021). Akad yang digunakan dalam transaksi keuangan
Islam dirancang untuk menghindari unsur Riba (bunga) dan Gharar
(ketidakpastian yang berlebihan). Kontrak sering kali disusun untuk
memfasilitasi pembagian keuntungan dan kerugian, pembiayaan
beragunan aset, atau investasi etis, sejalan dengan prinsip-prinsip
Islam (Agustin, 2017).

Menyelaraskan keuangan Islam dengan peraturan
konvensional merupakan aspek yang kompleks namun penting
dalam kerangka peraturan dan hukum. Di banyak yurisdiksi,
lembaga keuangan Islam harus beroperasi dalam kerangka hukum
yang lebih luas yang mengatur industri keuangan. Untuk mencapai
harmonisasi ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap
ciri-ciri unik keuangan Islam sambil memastikan kepatuhan
terhadap sistem hukum secara menyeluruh (Wahana and Rukmana,
2023).

Dalam beberapa kasus, negara-negara telah memberlakukan
undang-undang dan peraturan khusus untuk mengakomodasi
keuangan Islam. Kerangka hukum ini memberikan kejelasan dan
pengakuan hukum bagi lembaga dan produk keuangan Islam, yang
selanjutnya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangannya.
Selain itu, organisasi internasional, seperti Organisasi Akuntansi dan
Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan Dewan
Layanan Keuangan Islam (IFSB), berkontribusi terhadap
standardisasi dan regulasi praktik keuangan Islam secara global
(Suadi and SH, 2017).

Kerangka peraturan dan hukum keuangan Islam berperan
penting dalam memastikan kepatuhan lembaga dan produk
keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip Syariah. Ini melibatkan
pengawasan dewan pengawas syariah, badan pemerintah, dan
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otoritas pengatur. Kontrak dan dokumentasi hukum dibuat agar
selaras dengan prinsip-prinsip Islam, dan upaya dilakukan untuk
menyelaraskan keuangan Islam dengan peraturan konvensional jika
diperlukan. Kerangka kerja ini penting untuk berfungsinya dan
pertumbuhan sektor keuangan Islam, baik di tingkat nasional
maupun internasional (Sjioen, Rukmana and Wahyudi, 2023).

4.7 Dampak Ekonomi dan Kontribusinya kepada

Masyarakat

Dampak ekonomi dan kontribusi keuangan Islam terhadap
masyarakat memiliki banyak segi dan tidak hanya mencakup
transaksi keuangan. Keuangan Islam, yang didasarkan pada prinsip-
prinsip etika dan syariah, memainkan peran penting dalam
membentuk perekonomian dan mendorong tanggung jawab sosial
(Vogel and Hayes, 2019).

Salah satu dampak ekonomi yang signifikan dari keuangan
Islam adalah penekanannya pada inklusi keuangan. Lembaga
keuangan Islam seringkali memperluas layanannya kepada
masyarakat yang kurang terlayani dan terpinggirkan, dengan
mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan
(Soemitra, 2020). Inklusivitas ini berkontribusi pada pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, karena individu dan usaha
kecil mendapatkan akses terhadap modal dan sumber daya
keuangan (Purnama and Yuliafitri, 2019).

Keuangan Islam mendorong stabilitas ekonomi dengan
menghindari praktik keuangan yang spekulatif dan berisiko.
Larangan ketidakpastian berlebihan (Gharar) dan transaksi
spekulatif sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan
(Nuriana and Achmad, 2020). Pendekatan ini mengurangi
kemungkinan krisis keuangan dan membantu menstabilkan
perekonomian, yang sangat penting dalam Kkonteks tantangan
perekonomian global (Mugorobin and Fahmi, 2020).

Keuangan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial
adalah ciri khas keuangan Islam. Maqasid al-Syariah, atau tujuan
hukum Islam, meliputi distribusi kekayaan, keadilan ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan ini memandu alokasi
sumber daya keuangan, menekankan investasi yang bermanfaat
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bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keuangan
Islam berkontribusi pada pembiayaan proyek dan inisiatif yang
mengatasi masalah sosial, seperti perumahan yang terjangkau,
pendidikan, dan layanan kesehatan (Adam, 2020).

Dampak penting lainnya adalah peningkatan distribusi
kekayaan yang adil. Prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti
pembagian keuntungan dan kerugian, Dbertujuan untuk
mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dalam masyarakat
(Bakar, 2021). Alih-alih pembayaran bunga tetap, keuntungan yang
dihasilkan dari kegiatan ekonomi dibagikan kepada para pemangku
kepentingan. Pendekatan ini mengurangi ketimpangan pendapatan
dan berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil
(Rachmawati, 2020).

Sifat etis keuangan Islam meluas ke konsep investasi yang
bertanggung jawab. Keuangan Islam mendorong investasi di
industri dan bisnis yang mematuhi standar etika dan moral. Hal ini
termasuk menghindari investasi di sektor-sektor yang dianggap
berbahaya atau tidak etis, seperti alkohol, perjudian, dan tembakau.
Akibatnya, keuangan Islam menyalurkan investasi ke sektor-sektor
yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif (Nugraha
etal,2022).

Peranan keuangan Islam mempunyai keutamaan dalam
perekonomian global yang lebih luas. Seiring dengan pertumbuhan
sektor keuangan Islam, sektor ini menarik investor internasional
dan mempromosikan investasi lintas batas melalui instrumen
seperti Sukuk. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan
memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, sehingga
berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam dan non-
Islam (Purnomo, 2019).

Keuangan Islam memiliki dampak ekonomi yang luas dan
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat. Hal
ini mendorong inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan distribusi
kekayaan sambil menekankan keuangan yang beretika dan
bertanggung jawab secara sosial (Istigomah, 2019). Dengan
menyelaraskan aktivitas keuangan dengan prinsip-prinsip syariah,
keuangan Islam berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan
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mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan
global (Rukmana, 2023b).

4.8 Tren dan Prospek Masa Depan

Menelaah tren dan prospek masa depan dalam keuangan
[slam mengungkapkan lanskap dinamis yang ditandai dengan
inovasi, ekspansi, dan integrasi global (Adam, 2020). Perkembangan
ini siap untuk membentuk masa depan keuangan Islam secara
signifikan (Istigomah, 2019).

Salah satu tren yang menonjol adalah berlanjutnya inovasi
dalam industri keuangan Islam (Purnama and Yuliafitri, 2019).
Fintech dan digitalisasi diharapkan memainkan peran penting
dalam membuat keuangan Islam lebih mudah diakses dan efisien
(Misra, Hakim and Pramana, 2020). Mobile banking, platform
online, dan teknologi blockchain cenderung menyederhanakan
transaksi keuangan dan meningkatkan pengalaman pelanggan
(Agustin, 2017). Seiring dengan terus berkembangnya teknologi,
lembaga keuangan Islam cenderung memanfaatkan potensinya
untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan
sesuai syariah (Badruzaman, 2019).

Pembiayaan ramah lingkungan dan beretika, termasuk
penerbitan Sukuk ramah lingkungan dan dana investasi beretika,
merupakan tren lain yang muncul dalam keuangan Islam. Tanggung
jawab lingkungan dan sosial menjadi semakin penting secara global,
dan keuangan Islam mempunyai posisi yang baik untuk
menyelaraskan dengan nilai-nilai ini (Purnama and Yuliafitri, 2019).
Green Sukuk, misalnya, mendanai proyek-proyek ramah
lingkungan, sementara dana investasi etis mematuhi prinsip-prinsip
Syariah sambil berinvestasi pada usaha-usaha yang bertanggung
jawab secara sosial. Tren ini mencerminkan meningkatnya minat
untuk menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan aktivitas
keuangan (Rukmana, 2023a).

Digitalisasi keuangan syariah diharapkan mengarah pada
pengembangan bank syariah digital dan startup fintech yang fokus
secara eksklusif pada layanan sesuai syariah. Bank digital ini
menawarkan kemudahan kepada nasabah dalam mengelola
keuangan sesuai prinsip Islam melalui aplikasi seluler dan platform

48



online. Peralihan ke arah perbankan digital ini diharapkan dapat
memperluas jangkauan keuangan syariah ke khalayak yang lebih
luas, termasuk generasi milenial dan konsumen yang melek
teknologi (Rukmana and Sukanta, 2020).

Ekspansi internasional merupakan prospek signifikan
lainnya bagi keuangan Islam. Seiring dengan pengakuan dan
penerimaannya di seluruh dunia, lembaga keuangan Islam mencari
peluang untuk memperluas operasi di luar negara asal. Ekspansi
global ini dapat mencakup kemitraan, merger, dan akuisisi dengan
lembaga keuangan konvensional untuk memfasilitasi transaksi dan
investasi keuangan Islam lintas batas (Khuan, Andriani and
Rukmana, 2023).

Pusat-pusat keuangan seperti London, Kuala Lumpur, dan
Dubai berlomba-lomba untuk menjadi pusat keuangan Islam global.
Pusat-pusat ini secara aktif berupaya untuk menarik investasi
internasional dan penerbitan Sukuk, menciptakan lingkungan
kompetitif yang mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam
industri keuangan Islam (Amir, 2021).

Perkembangan peraturan juga akan terus membentuk masa
depan keuangan Islam. Pemerintah dan badan pengatur di berbagai
negara diharapkan menyempurnakan dan meningkatkan kerangka
hukum dan peraturan untuk mengakomodasi fitur unik keuangan
Islam. Upaya standardisasi yang dilakukan oleh organisasi seperti
Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam
(AAOIFI) dan Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB) akan
berkontribusi pada harmonisasi praktik dan memastikan
konsistensi di seluruh yurisdiksi (Vogel and Hayes, 2019).

Masa depan keuangan Islam ditandai dengan tren dan
prospek yang menarik. Industri ini siap untuk melakukan inovasi
melalui digitalisasi dan fintech, fokus yang semakin besar pada
keuangan yang ramah lingkungan dan beretika, ekspansi
internasional, pengembangan pusat keuangan global, dan
peningkatan peraturan yang berkelanjutan (Agustin, 2017). Tren-
tren ini secara kolektif mencerminkan sifat dinamis keuangan Islam
seiring dengan perkembangan dan perluasan jangkauannya dalam
lanskap keuangan global (Arafah, 2019).
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BAB 5
ZAKAT DAN INFAK DALAM EKONOMI
ISLAM

Oleh Achmad Choerudin

5.1 Pendahuluan

Pandangan setiap muslim dan muslimah merupakan
komponen dari seluruh kaum muslimin tak asing lagi mengenal
istilah zakat, infak serta sedekah atau shadaqah. Ketika melakukan
pembahasan terkait problema atau bahan tentang zakat, maka tak
akan lupa hubungannya dengan istilah kata lain berupa infak atau
sedekah. Pada sektor ekonomi berupa ekonomi syraiah tak pernah
memposisikan suatu bahan materi sebagai pedoman pada tiap
aktivitas ekonomi, disebabkan agama Islam sudah menetapkan
kedudukan untuk aktivitas bisnis dan ekonomi merupakan suatu
aktivitas untuk tujuan berupa fundamental pada tujuan berupa
kesejahteraan umat (falah) (Syafig, 2018) diantaranya dengan
mengamalkan mengenai kewajiban mengeluarkan harta dengan
berzakat, infak dan sedekah menurut ajaran islam, untuk
kemanfaatan manusia dan masyarakat

Ekonomi syariah adalah bentuk sistem ekonomi yang
berpedoman pada kaidah dan ketentuan syariah Islam berupa Al
Qur'an serta Al Hadits. Diantara pilar yang penting, yaitu pilar
utama pada ekonomi Islam berupa menunaikan zakat serta
mengeluarkan infak, berupa sarana atau wasilah dalam
meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan keuangan yang
bersifat sosial atau sukarela pada kaidah syariah keislaman
mempunyai tujuan sehingga mendukung adanya keadilan dan
kebersamaan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan ummat
manusia pada masyarakat. Sehingga diperlukan adanya kontribusi
berupa zakat serta mengeluarkan harta berupa infak untuk
meningkatkan tumbuhkembangkan dan membangkitan nilai-nilai
ekonomi yang berkeadilan, merata, bersama ummat dilihat secara
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perspektif ekonomi syariah atau agama islam, dimana seorang
muslim mengimani bahwa mengeluarkan zakat merupakan bagian
dari Rukun Islam. Bila seorang muslim tak mengeluarkan atau
menunaikan zakat maka dapat dikategorikan sebagai suatu
pembangkangan dan maksiat kepada Allah Taala bahkan dapat
membatalkan keislaman seseorang atau keluar dari agama Islam.

Zakat adalah termasuk dalam salah satu rukun Islam yang
sederajat dengan kewajiban berupa syahadat, shalat, puasa dan haji.
Oleh sebab itu, dalam memberikan suatu pengaruh pada
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat islam dan
umum, sehingga menurut aturan syariah Islam yaitu menunaikan
zakat merupakan suatu keharusan yang wajib disyariatkan kepada
atau oleh setiap orang muslim atau muslimah bahkan semua umat
muslimin serta menunaikan zakat tersebut merupakan sesuatu
yang wajib ditunaikan oleh pemilik harta jika telah memenuhi atau
sesuai persyaratan nisab dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun
atau haul. Untuk meraih suatu kebangkitan, penumbuhan dan
pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara
ekonomi, maka diperlukan zakat sebagai modal yang penting yang
dipunyai oleh Pemerintah atau Khilafah (Kesultanan) merupakan
suatu bentuk pendanaan yang sesuai dan strategis dalam
membangun kesejahteraan suatu masyarakat atau rakyat.
Implementasi tentang zakat dan infak memberikan dampak untuk
pencapaian harapan dan target berupa keadilan dan kemakmuran
ekonomi serta implementasinya bisa untuk mendorong dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan menjadi
fokus utama dalam pembangunan secara berkelanjutan.

5.2 Pengertian
5.2.1 Zakat

Definisi zakat merupakan rukun dari 5 (lima) rukun agama
islam serta rukun yang wajib dilaksanakan kepada setiap orang
pemeluk agama islam yang mampu untuk menyerahkan sebagian
dari hartanya pada golongan atau ashnaf yang berhak. Kata “Zakat”
dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata Zakat yang mempunyai
makna suci, bersih, subur, serta berkembang. Menurut pengertian
berupa suatu harta kekayaan yang dipunyai tiap insan sebagai
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titipan (amanah) dari Allah Taala serta mempunyai fungsi sosial
masyarakat yang diharuskan oleh Al-Qur’an dan Al Hadits (Hisan et
al, 2020). Untuk itu secara umum bisa diberi pengertian zakat
adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap pemeluk
agama islam atau suatu badan usaha wajib mengeluarkan
sebagaian hartanya kepada yang berhak menerima menurut syariat
islam.

Hukum zakat adalah fardlu ain yaitu diwajibkan untuk
personal pribadi dan tak dibebankan pada manusia lain, namun
dalam implementasi bisa diwakilkan pada orang lain. Kewajiban
tentang mengeluarkan zakat diperintahkan sesuai Al-Qur'an pada
QS Al-Baqgarah (2) ayat 43 yaitu:

Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-
orang yang ruku’.

Zakat terdiri 2 (dua) macam zakat yaitu zakat fitrah serta
zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan pada
bulan puasa ramadhan sebelum dilakukan sholat Idul Fitri pada
setiap tahun bagi setiap pemeluk agama islam (Chintya dan
Wahyuni, 2018). Zakat dilakukan dengan tujuan agar sebagai
pembersih atau menyucikan diri sendiri, menolong dan membantu
orang-orang yang berkekurangan atau 8 (delapan) golongan yang
berhak menerima, dan perwujudan terima kasih atau rasa syukur
telah selesai puasa di puasa bulan Ramadhan. Zakat mal adalah jika
setiap muslim yang wajib menunaikan zakat menurut nisab serta
haul (1 tahun). Untuk zakat mal tak dibatasi oleh masa pengeluaran
zakat mal. Zakat mal terdiri dari macam-macam zakat berupa zakat
niaga atau perdagangan, zakat penghasilan, zakat hasil bumi atau
hasil tani, zakat hasil laut, zakat tambang dan mineral, zakat berupa
harta emas serta perak, zakat hasil ternak, dan lainnya. Dimana
dalam masing-masing macam zakat tersebut memiliki perhitungan
sendiri.

Umumnya zakat diwajibkan untuk harta benda, misalnya
harta uang, perak, emas, ternak serta hasil dagang. Kadar zakat yang
wajib ditunaikan menurut estimasi tertentu serta dibagi kepada 8
(delapan) ashnaf (penerima zakat yang berhak) sesuai ketentuan
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dalam Al-Quran. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap muslim
atau muslimah kepada golongan yang berhak menerima zakat
(Chintya dan Wahyuni, 2018), yaitu 8 (delapan) golongan yang
ditetapkan dalam Al-Qur’an:

1.
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Faqir, golongan fakir merupakan insan yang tak memiliki
harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan
harian, sebab tak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan
fisik orang tersebut tak mampu.

Miskin, golongan miskin merupakan insane yang tak
memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam
kehidupan harian, namun orang tersebut mampu dalam
mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tak mencukupi
kebutuhan diri dan keluarga.

Amil, golongan amil merupakan insan yang dipilih mengurus
dan mengelola zakat, dalam pengumpulan, pembagian, dan
melaksanakan tugas lain yang terkait dengan zakat.

Mualaf, golongan mualaf merupakan insan yang baru masuk
Islam dan memerlukan pemahaman tentang agama yang
lebih mendalam.

Rigab atau golongan budak untuk membebaskan diri budak
tersebut dari perbudakan.

Gharim, golongan gharim merupakan insan yang memiliki
hutang, dimana zakat diberikan pada orang yang
mempunyai banyak hutang, tak mampu untuk melunasi
hutang melainkan tergantung dengan bantuan dari orang
lain.

Sabilillah, golongan sabilillah merupakan insan yang
berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah dengan cara
berperang.

Ibnu sabil, golongan ibnu sabil merupakan insane yang
sedang dalam perjalanan kehabisan bekal atau pembiayaan
dan tak mampu lagi melanjutkan perjalanan.



5.2.2 Shadagah atau Infak

Infak adalah amalan suatu jenis ibadah yang bersifat sosial
kemasyarakatan = dengan ikhlas atau ridlo, suka rela, yang
disalurkan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan ummat, seperti
dalam firman Allah Taala yaitu Al-Baqarah (2) ayat 267 artinya:

Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya dan Maha Terpuji.

Infak adalah suatu amalan atau perbuatan memberikan
suatu harta benda atau sumbangan dan/atau derma secara
keridloan untuk pencapaian tujuan ibadah, kemanfaatan sosial
kemasyarakatan, fungsi kemanusiaan, dan sebagai modal dalam
pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, infak tak diwajibkan,
tetapi dihimbau pada agama Islam sebagai suatu bentuk kebaikan
(khoir) dan pemenuhan kebutuhan sosial secara umum. Rukun
infak mempunyai 4 (empat) rukun berupa: orang yang memberi
infak (muwafiq), orang yang menerima infak (muwafiq lahu), benda
atau harta yang diinfakkan, dan akad serahterima benda atau
barang tersebut.

Jika pemberi infak sudah melaksanakan proses penyerahan
barang maka, infak tersebut dinyatakan sah menurut syariah.
Sedangkan jika infak masih diucapkan dan belum dilakukan
penyerahan dan diterimakan maka infak tersebut dianggap tidak
atau belum sah oleh syariah. Apabila barang yang diinfakkan atau
dihibahkan telah diterima sehingga yang menghibahkan dilarang
meminta kembali harta tersebut dikecualikan orang tua kandung
yang memberi harta kepada anaknya.

5.3 Zakat Dan Infak Dalam Ekonomi Islam
5.3.1 Kemiskinan

Menurut Imam Al-Ghazali yang dimaksud dengan miskin
ialah seseorang yang telah bekerja akan tetapi penghasilannya tak
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cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk diri sendiri
maupun sanak keluarga. Kemiskinan merupakan suatu
ketidakmampuan manusia atau pribadi yang berupaya untuk
memenuhi standar minimal kebutuhan pokok untuk hidup layak,
dikarenakan tak bisa bekerja sebab kondisi dan keadaan kesehatan,
pendidikan, disabilitas, serta lainnya.

Menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa
fakir merupakan pribadi atau orang yang tak mempunyai harta
benda dan tak mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan
dasar hidupnya. Golongan fakir diantaranya yaitu seorang wanita
tidak mempunyai suami atau janda yang dapat menafkahinya.
Kebutuhan dasar manusia sendiri berwujud suatu kebutuhan
untuk makan yang dapat digunakkan meneruskan hidup dan
jiwanya, pakaian yang dapat untuk menutupi aurat dan/atau
melindungi badan nya dari temperature yang panas atau dingin, dan
rumah atau tempat tinggal untuk berteduh dari panas, hujan dan
cuaca yang tidak mendukung sekaligus sebagai tempat berkeluarga
dan rumah tangga. Pengertian miskin yaitu kondisi seseorang yang t
memiliki harta benda yang cukup dalam upaya memenuhi
kebutuhan dasar hidup manusia, namun masih memiliki sedikit
kemampuan untuk memperolehnya. Orang tersebut mempunyai
harta atau sesuatu yang dapat menghasilkan kebutuhan dasar
hidupnya, namun dalam jumlah yang terbatas atau kecil serta jauh
dari kata cukup untuk meneruskan hidup serta mampu untuk
bertahan.

Terdapat perbedaan antara orang fakir dan orang miskin,
berupa kondisi atau keadaan orang fakir tersebut lebih jelek
dibandingkan dengan keadaan orang miskin. Hal ini disebabkan
bahwa orang miskin masih memiliki kemungkinan dalam hal
pemasukan meskipun pemasukan tersebut kecil serta tak
mencukupi. Untuk kondisi orang fakir tersebut memang sudah tak
memiliki apapun serta tak memiliki suatu kemampuan yang
memadai dalam upaya memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar
hidupnya.
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5.3.2 Penanggulangan Masalah Kemiskinan

Problematika  tentang  kemiskinan adalah  suatu
permasalahan komunal berupa pribadi individu, masyarakat atau
negara sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan zakat harus
dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat bisa secara
efektif dan efisien, namun peran negara harus lebih dominan
disebabkan  negara adalah suatu lembaga yang berwenang
membuat kebijakan dan merupakan suatu kekuatan fasilitator.
Berikut beberapa alasan bahwa zakat harus dikelola Pemerintah
atau Negara, diantaranya:

1. Wajib. Pemerintah atau Negara harus bisa memberikan sanksi
(hukuman) pada muzaki (pemberi zakat) yang tak mau
menunaikan zakat. Alasan ini disebabkan bahwa kesadaran
dari individu atau umat untuk menunaikan pembayaran zakat
masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah wajib zakat.

2. Disebabkan berhubungan dengan pihak lain yaitu golongan
fakir dan miskin. Kemiskinan harus dipahami secara jelas
supaya ummat atau masyarakat tak menentukan pengertian
tentang kemiskinan secara subjektif yang dipandang sebagai
relasi individu dan/atau kedekatan seseorang atau institusi.

3. Zakat berhubungan dengan pajak bilamana seseorang yang
menunaikan zakat dan pajak adalah orang punya atau kaya.
Tujuan dikeluarkannya zakat harus akurat, supaya kehidupan
golongan fakir dan miskin bukan tergantung pada kebaikan
orang punya atau kaya, dikarenakan jika tergantung pada
hatinya orang punya atau kaya tersebut maka orang miskin
harus dapat mendekatkan pribadi kepada orang punya atau
kaya tersebut, jika tidak tentu maka orang miskin tersebut tak
akan mendapatkan bagian dari harta zakat menjadi orang kaya.

5.3.3 Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Keadilan atau pemerataan ekonomi merupakan suatu upaya
mengurangi gap ekonomi antara golongan masyarakat kaya dan
masyarakat miskin. Pandangan Islam menfokuskan pada
pentingnya keadilan dan pemerataan ekonomi secara adil sebagai
upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata dan
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berkeadilan. Zakat dan infak merupakan suatu instrumen kunci
dalam pencapaian target dan tujuan.

Pada pandangan Islam, bahwa zakat tersebut mempunyai
fungsi untuk mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan yang
kaya atau golongan yang mampu ke golongan yang membutuhkan
atau yang kurang mampu. Keadaan ini dilaksanakan dengan cara
memberikan sebagian dari harta yang dipunyai oleh golongan yang
mampu atau orang yang kaya dalam kondisi keuangan yang lebih
baik kepada golongan yang kurang mampu atau miskin. Dalam hal
ini, bahwa zakat sangat membantu untuk mengantisipasi atau
mengurangi gap sosial ekonomi dengan memberikan bantuan
langsung kepada penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan
dasar orang yang tidak mampu atau yang berhak.

Selain itu infak, memberikan sebagaian hartanya dengan
sifat sukarela, mempunyai pengaruh sosial ekonomi yang signifikan
untuk  mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
Implementasi infak tersebut menolong dan membantu, serta
memperkuat peran masyarakat dalam mengisi dan membangun
kemandirian ekonomi, serta membantu golongan yang tidak
mampu yang berhak dan membutuhkan. Selain itu, infak bisa
dimanfaatkan guna dan untuk mendukung berbagai program
pembangunan sosial, ekonomi, pemberdayaan, kesehatan, serta
pendidikan yang akan memberikan kemanfaat an dan berfungsi
guna bagi masyarakat secara lebih luas.

5.3.4 Peran Zakat dan Infak pada Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi atau peranan zakat adalah berguna
meningkatkan keadaan dan pertumbuhan perekonomian
masyarakat sebenarnya sangat besar dan penting sekali, akan tetapi
hingga saat ini masih terdapat banyak masyarakat, rakyat atau
kaum muslim yang belum menyadari penting dan kontribusi
pemanfaatan dalam menunaikan kewajiban zakat. Beberapa faktor
yang menjadi sebab hal tersebt diatas, yaitu:

Kesatu, faktor tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang
peduli dan masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat
yang legal, dalam hal ini akibatnya masyarakat yang menunaikan
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zakat hanya langsung kepada mustahik (penerima zakat yang
berhak).

Kedua, masyarakat khususnya kaum muslimin yang belum
teredukasi dan tersosialisasi dengan baik, misalnya tentang tata cara
menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya akan ditunaikan
secara amanah atau untuk disalurkan.

Ketiga, masyarakat masih belum ikhlas dan masih ada sifat
kikir atau bakhil dalam pengelolaan harta benda, sehingga perlu
menumbuhkan kesadaran kepada kaum muslimin khususnya untuk
memperhatikan kewajiban yang dibebankan kepada manusia
terkait dengan zakat.

Peran dan kontribusi zakat dan infak bukan hanya untuk
mendorong pemerataan ekonomi atau keadilan ekonomi saja tetapi
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan
berkeadilan. Beberapa teknik zakat dan infak yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi:

1. Zakat dan infak akan meningkatkan daya beli masyarakat atau
orang miskin: dikarenakan dengan adanya zakat atau infak
yang mengalir ke golongan masyarakat yang kurang mampu,
maka akan berdampak pada peningkatan daya beli mereka
meningkat untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dalam
hal ini akan mendorong dan menopang fungsi permintaan
konsumsi bagi orang yang tidak mampu yang lebih besar dan
berpotensi mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sektor
ekonomi yang lebih baik.

2. Pengaruh zakat dan infak terhadap penguatan sektor mikro dan
kecil: Dikarenakan zakat dan infak bisa dimafaatkan dan
dialokasikan untuk membantu dan meningkatkan kemampuan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk
peningkatan modal usaha atau pelatihan yang berkelanjutan.
Dalam hal ini, dukungan peran zakat dan infak akan membantu
daya saing UMKM untuk berkembang, berdaya saing,
terciptakan lapangan kerja baru, perluasan jaringan Kerja,
digitalisasi UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi lokal dan nasional, bahkan
internasional.
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Pengaruh zakat dan infak terhadap upaya pengentasan
kemiskinan: dikarenakan bahwa zakat dan infak berkontribus
untuk mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan atau
pengangguran dengan memberikan sumbangan atau bantuan
langsung kepada golongan miskin atau golongan penerima
zakat yang membutuhkan dan berhak. Peran zakat dan infak
dengan mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran,
daya kerja, kesempatan ekonomi akan lebih merata dan tingkat
pendidikan masyarakat serta permasalahan kesehatan akan
lebih baik, yang pada akkhirnya akan mendukung pertumbuhan
dan peningkatan kemampuan ekonomi.

Pengaruh zakat dan infak terhadap peningkatan modal sosial
dimasyarakat: dikarenakan zakat dan Infak sangat membantu
dalam meningkatkan dan memperkuat kemampuan modal
sosial masyarakat khususnya golongan yang tidak mampu,
diantaranya misalnya rasa atau tingkat Kkepercayaan,
kebersamaan, empati sosial, solidaritas yang tinggi, serta
terwujudnya suatu jaringan sosial yang lebih luas. Modal sosial
yang kuat yang diciptakan dari zakat dan infak ini akan dapat
menumbuhkan dan memfasilitasi terwujudnya rasa kolaborasi,
silaturahim, sosial kultur, kebersamaan senasib
sepenanggungan, pertukaran pengetahuan, dakwah, kasih
sayang antar sesame serta adanya suatu kesempatan bisnis dan
usaha yang berpotensi dan daya saing dalam menghasilkan
pertumbuhan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengaruh zakat dan infak terhadap peningkatan investasi
dalam pendidikan dan kesehatan: dikarenakan zakat dan infak
bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk mendukung dan
meningkatkan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan,
zakat dan infak tersebut adalah merupakan investasi jangka
panjang pada SDM. Kondisi dan situasi masyarakat yang
mempunyai tingkat pendidikan akan meningkat dan kondisi
kesehatan masyarakat akan terjaga dan lebih produktif serta
inovatif, = sehingga akan meningkatkan dan mendorong
peningkatan ekonomi masa yang panjang dan akan datang.



5.3.5 Tantangan dalam Implementasi Zakat dan Infak

Dalam kaitanya dengan implementasi zakat dan infak
dimasyarakat, masih terdapat tantangan yang terjadi diantaranya
adalah:

1. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi adanya gap atau
kesenjangan regional: Tantangan utama pada pelaksanaan dan
pengelolaan zakat dan infak adalah mengatasi dan
mengantisipasi adanya gap atau kesenjangan regional. Dalam
hal ini, sebagian wilayah atau daerah dimungkinkan aka nada
yang lebih makmur daripada daerah atau wilayah yang lain,
sehingga hal ini bisa  menyebabkan kesenjangan dan
ketidakmerataan dalam penunaian amanah untuk distribusi
zakat dan infak. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah dan
lembaga zakat diharapkan dan perlu mengembangkan
mekanisme yang efektif daan efisien sebagai upaya bahwa
pendanaan dari zakat adalah untuk meningkatkan dana infak
dilaksanakan secara adil ke seluruh wilayah dan daerah untuk
pertumbuhan dan peningkatan ekonomi yang rata dan
berkeadilan disetiap tempat.

2. Upaya untuk manajemen dana yang akurat: Tantangan dalam
hal ini adalah penting bagi lembaga pengelola zakat dan infak
untuk mengelola dan mempunyai rasa amanah terhadap dana
dengan hati-hati, akuntabel serta transparan. Upaya dalam
penyaluran dana zakat dan infak yang akurat bisa menetapkan
bantuan tepat sasaran serta banyak menolong kondisi ummat
untuk memfungsikan sumberdaya yang dimiliki secara bijak
dan amanah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
keadilan sosial.

3. Upaya dalam tingkat koordinasi serta Kkolaborasi: Fungsi
koordinasi antar pihak yang baik mislanya pemerintah,
pemerintah daerah, LZ, dan organisasi sosial merupakan
elemen Kkeberhasilan untuk implementasi zakat dan infak
sebagai tools pemerataan ekonomi dan berkeadilan. Fungsi
kerjasama antar pihak akan memungkinkan dan penggabungan
sumber daya, potensi, peluang serta keahlian untuk
menghadapi masalah ekonomi yang kompleks dan mendukung
pertumbuhan ekonomi secara holistic dan lebih terintegrasi.
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4. Upaya melibatkan peran masyarakat: dalam hal ini dierlukan
adanya peran aktif masyarakat dalam implementasi dan
pengelolaan zakat dan infak yang amanah sehingga sangat
penting guna mencapai target dan tujuan pemerataan dan
pembangunan ekonomi. Sektor pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat dalam memahami dan mengelola zakat dan infak
dengan amanah diperlukan dalam meningkatkan dampak
positif pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan.

5.3.6 Peran Organisasi: Lembaga Zakat (LZ)

Peran organisasi pengelola zakat dalam hal ini adalah
lembaga amil zakat sangat penting (Anjelina et.al.,2020), oleh sebab
itu LZ adalah merupakan institusi atau lembaga pengelolaan dan
pendistribusian zakat, infak dan shodagah dapat secara optimal
mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar
pelaksanaan zakat, infak dan shodagah yang diberikan untuk modal
usaha tersebut benar-benar dikelola secara amanah dan baik serta
bertanggung jawab sehingga penerima zakat, infak dan shodagah
tersebut mendapatkan suatu pendapatan yang dapat meningkatkan
perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Mekanisme pengelolaan LZ yang dilakukan meliputi:

1. Planning (Perencanaan)
Perencanaan (planning) merupakan sejumlah aktivitas yang
ditetapkan sebelumnya guna dilakukan pada suatu periode
masa tertentu dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan oleh organisasi. Fokus pada perencanaan yang
dapat dilaksanakan oleh LZ adalah pada perbaikan dan
pembenahan manajemen kelembagaan dengan tujuan dan
target peningkatan grafik pertumbuhan dan peningkatan
ekonomi serta upaya membantu sesama masyarakat yang
memerlukan dari masa ke masa.

2. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah upaya pengaturan Kkerja secara
bersama sumber daya keuangan, fisik dan SDM pada
organisasi. Pengorganisasian adalah berupa penyusunan
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3.

struktur organisasi sesuai dengan target dan tujuan organisasi,
SDM dan lingkungan.

Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan pada pengelolaan LZ adalah ditekankan pada 2
(dua) yaitu: (1) pelaksanaan penggalangan dana ZIS
dilaksankan dengan memuat aktivitas dan program,
memperngaruhi hati para donatur, kerja sama dengan
perusahaan atau instansi. (2) Strategi penggalangan dana,
dalam hal ini pihak LZ masih terus mengalami perkembangan,
ide-ide atau gagasan yang potensial terus dicari untuk lebih
mengembangkan dan peningkatan program LZ ini, karena
program ini merupakan program kegiatan dan aktivitas yang
baru dan belum banyak masyarakat yang mengetahui, sehingga
perlu sosialisasi dan edukasi. Penetapan pendistribusian dan
pendayagunaan dana zakat, infak, serta sedekah dilakukan
berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus harian.
Pendistribusian zakat, infak dan sedekah direncanakan berupa:
(1) Program bantuan untuk sector pendidikan, (2) Program
bantuan untuk sector kesehatan, (3) Program bantuan untuk
sector pemberdayaan ekonomi, serta (4) Program bantuan
untuk urusan strategis berupa tanggap bencana.

Controling (Pengawasan)

Peran dan bentuk pengawasan di LZ adalah berupa dengan
pengumpulan atau penggalangan hasil pendistribusian secara
amanah atas laporan dari masing-masing pengurus setempat
dari seluruh bagian secara bulanan maupun periodik melalui
sistem informasi yang relevan. Pengawasan dalam hal ini
melibatkan perangkat yang berwajib, misalnya sector
kelurahan, aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat
dengan mengadakan Kkegiatan kegamaan dan sosial
kemasyarakatan. Dalam pengawasan yang dilakukan
secarainternal oleh LZ sebenarnya sudah cukup baik. Akan
tetapi, dalam pelaksanaan evaluasi mungkin perlu dilakukan
laporan secara berkala yang sifatnya adalah harian, mingguan,
bulanan atau tahunan, agar upaya untuk pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan internal oleh LZ dapat berjalan
secara efektif dan efisien.
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5.3.7 Peran Lembaga Zakat
Manajemen zakat merupakan suatu aktivitas atau kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian  dalam
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Peran
lembaga Zakat sangat penting dan mengacu pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, sehingga LAZ hendaknya dikelola secara optimal,
tanggungjawab, akuntabel dan transparan melalui laporan yang bisa
diaudit siapapun sehingga masyarakat percaya dan yakin untuk
memberikan harta yang dimiliki untuk disalurkan sebagaimana
mestinya.
Tujuan pengelolaan zakat adalah:
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

5.3.8 Strategi Pemberdayaan Zakat
Dalam membangun strategi pemberdayaan zakat dilakukan
berupa:

1. Melakukan wupaya dalam rangka meningkatkan Kkondisi
perekonomian melalui langsung yaitu menyalurkan modal
kerja aatau usaha. Strategi tersebut dimanfaatkan oleh mustahik
yang produktif menurut kemampuan dalam berusaha misalnya
melalui perdagangan, penyediaan jasa (tukang batu, penerima
upah bajak sawah, creator konten dan lainnya yang
memerlukan modal usaha atau kerja.

2. Melakukan upaya dalam rangka meningkatkan perekonomian
berupa melakukan pemberian skill dan ketrampilan melalui
pelatihan, workshop dan training kepada mustahik yang
berjiwa wirausaha dan produktif.

3. Melakukan upaya dalam meningkatkan fungsi perekonomian
berupa penyaluran modal kerja (usaha) yang digunakan oleh
mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dan
berwirausahan dalam meningkatkan usaha di bidang
perekonomian.
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4. Upaya peningkatkan perekonomian berupa membuka
lapangan kerja baru untuk para mustahik yang tak memiliki
kemampuan dalam mengurus wirausaha secara mandiri dan
dilakukan secara sendiri.

5.3.9 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Konsumtif

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan konsumtif
merupakan suatu bantuan langsung yang dikeluarkan pada ummat
atau masyarakat pra sejahtera (mustahik) yang berhak menerima
bantuan tersebut (bantuan kaum dhu’afa/fakir miskin). Bantuan
konsumtif yang dikeluarkan pada LZ berupa jumlah uang nominal
tertentu memiliki manfaat yang cukup besar. Penyaluran ini yang
dilakukan oleh mustahik dapat menggunakannya untuk memenuhi
kebutuhan dasar hidup dan bisa mengurangi persoalan ekonomi
seperti kemiskinan dan pangan, kesehatan serta lainnya. Sebab ada
kebutuhan-kebutuhan mustahik yang memang mendesak dan
berhak untuk memperolehnya.

5.3.10 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Produktif

Manajemen tentang perzakatan sekarang ini sangat penting
sebagai bentuk usaha untuk menumbuhkan kemakmuran kepada
masyarakat, melalui usaha dan pengembangan ekonomi produktif
berupa pengembangan modal kerja atau usaha yang dipunyai yang
mampu memberikan cadangan dana bagi masyarakat, berdaya guna
serta berhasil guna. LZ dalam menjalankan fungsi penanggulangan
kemiskinan melalui bantuan produktif telah memiliki program
pengembangan ekonomi kepada mustahik berupa dengan bantuan
usaha bergulir kepada yang berhak.

Usaha dalam pengembangan berupa bantuan produktif
penting disebabkan untuk pengembangan modal kerja yang akan
mampu meminimalisasi dan menurunkan kemiskinan serta
perubahan mental dari yang berhak menerima zakat (mustahiq)
menjadi orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) serta sebagai
cadangan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.  Untuk mencapai tujuan zakat produktif yang
berdayaguna perlu manajemen lembaga yang profesional serta
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amanah menjadi kunci kesuksesan program pengelolaan zakat

dengan regulasi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2014; dan

3. Peraturan Daerah tentang Zakat di Kabupaten/Kota.

5.4 Tantangan Dan Solusi Pengelolaan Zakat
Pelaksanaan pengelolaan dan kegiatan bidang zakat dan infak
masih terdapat dan mengalami turun naik pengelolaan di LZ. Untuk
mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
zakat dan infak berupa instrumen pemerataan ekonomi, ada
beberapa solusi serta rekomendasi yang bisa dilakukan melalui:

1. Tahapan untuk Pendidikan dan Sosialisasi: Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan LZ perlu untuk meningkatkan upaya
dalam menyediakan pendidikan dan sosialisasi mengenai
pentingnya zakat dan infak dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi yang merata. Program pendidikan bisa dilaksanakan
di berbagai tahapan dan tingkatan, mulai dari tingkat PAUD,
sekolah dasar, menengah hingga tingkat komunitas, untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
manfaat dan kewajiban tentang menunaikan zakat dan infak.

2. Tahapan untuk Penguatan Tata Kelola: LZ dalam hal ini, perlu
untuk lebih meningkatkan kelembagaan dan tata kelola LZ agar
lebih efektif, efisien, amanah serta transparan. Mekanisme
penggalangan dana, pengumpulan, distribusi, serta pelaporan
dana zakat dan infak perlu dan harus ditingkatkan agar
masyarakat lebih percaya bahwa dana zakat dan infak tersebut
dikelola dengan amanah, baik dan digunakan untuk tujuan
yang benar dan kepentingan masyarakat umum.

3. Tahapan untuk Penyusunan Program Unggulan LZ: Pemerintah,
pemerintah Daerah dan LZ perlu merancang dan menyusun
tentang program unggulan yang fokus pada penguatan sektor
ekonomi masyarakat, produktivitas, pengurangan
pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Program
ungguloan tersebut harus berdasarkan analisis data yang tepat
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dan akurat untuk mendaptkan hasil yang efektivitas dan
efisiensi dari pelaksanaan zakat dan infak kepada masyarakat.

4. Tahapan untuk Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Peningkatan
kerjasama atau kolaborasi antar LZ dengan pihak swasta bisa
menghasilkan sinergi yang kuat untuk mendorong peningkatan
dan pertumbuhan ekonomi yang merata di masyarakat.
Tahapan ini dilakukan melalui fungsi kemitraan dengan
perusahaan serta lembaga swasta, zakat dan infak bisa
digunakan untuk membantu dan mendorong program CSR
(Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan dan Perusahaan yang berkontribusi positif pada
masyarakat.

5. Tahapan untuk Pendekatan Berbasis Teknologi: Penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bisa meningkatkan
akurasi, efektif, efisiensi serta transparansi dalam implementasi
pengelolaan zakat dan infak. Di masa sekarang ini, perlu
penggunaan aplikasi mobile atau platform online bisa
memudahkan penggalangan, promosi dan pengumpulan dana,
sistem pelaporan, serta pemantauan penggunaan dana zakat
dan infak secara by sistem.

5.5 Simpulan

Peran dan kontribusi zakat dan infak yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian
ummat manusia atau masyarakat di Indonesia, agar bisa
meningkatkan kesejahteraan serta untuk mengurangi tingkat
kemiskinan di Indonesia seharusnya masyarakat sendiri. Kontribusi
zakat dan infak mempunyai fungsi dan peran penting yang
mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang merata
dari perspektif ekonomi Islam. Dengan adanya zakat, harta
kekayaan yang dipunyai oleh pemilik harta yang mampu disalurkan
pada golongan yang memelukan, membantu untuk mengantisipasi
dan mengurangi kesenjangan dan permasalahan ekonomi serta
kemiskinan. Untuk infak, merupakan suatu aktivitas dan tindakan
yang bersifat sukarela, berkontribusi untuk penguatan ekonomi
masyarakat serta dukungan pada sektor ekonomi yang prioritas dan
penting.
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Salah satu problem masyarakat atau keummatan yang
menjadi tantangan bagi fungsi lembaga dakwah Islam ialah problem
kemiskinan di Indonesia. Islam yang merupakan agama rahmatan lil
alamiin dan paling banyak penganutnya di Indonesia  menjadi
tanggung jawab umat Islam untuk menanggulangi dan mengurangi
kemiskinan di negeri ini. Sejalan dengan itu ummat Islam, yang
paling banyak mengalami kemiskinan. Padahal Islam mengajarkan
bahwa setiap muslim merupakan bersaudara, serta belum
sempurna keimanan seseorang muslim sebelum dia mencintai
saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Penanggulangan
kemiskinan merupakan prioritas dan agenda bersama umat Islam
Indonesia.

Meskipun terdapat beberapa kendala pada pengelolaan
penunaian zakat serta infak, edukasi, kerjasama, Kkolaborasi,
penguatan tata kelola, dan pendekatan berbasis teknologi (IT) dapat
mengurangi dan mengantisipasi hambatan tersebut. Pengelolaan
dan mengimplementasikan solusi yang tepat, diharapkan peranan
zakat dan infak memiliki potensi besar untuk menjadi sarana yang
efektif dalam pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan merata pada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai
keislaman yang berkeadilan sosial dan rahmat bagi semua alam.
Tujuan tersebut, akan terwujud masyarakat yang merata dan
berkeadilan, setiap individu mempunyai kesempatan untuk
berkontribusi, berkembang dan meningkatkan kemajuan ekonomi
dan kesejahteraan bersama.
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BAB 6
WAKAF DAN FILANTROPI DALAM
EKONOMI SYARIAH

Oleh Muhammad Zaid Alaydrus

6.1 Pendahuluan

Wakaf sudah dikenal sebelum zaman Rasulullah Saw. Dalam
tradisi Islam, wakaf tetap dikenal pada zaman Rasulullah Saw dan
berkontribusi besar dalam perkembangan masyarakat Islam pada
masa selama dan setelah kehidupan Rasulullah Saw (Baqutayan et
al, 2018). Masyarakat sebelum Rasulullah Saw juga
mengoperasikan sistem wakaf serupa untuk pengembangan dan
kebutuhan masyarakat mereka (Chabbal, 2020). Wakaf merupakan
salah satu pranata hukum Islam yang unik, karena selain berdimensi
ubudiyah, yaitu agar wakif mendapatkan ganjaran pahala amal
jariah, wakaf juga beraspek sosial, sebagai Islamic social finance atau
instrumen pemberdayaan sosial (Rusydiana & Rahayu, 2019).
Permasalahan sosial yang muncul di masyarakat seperti
kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kesehatan dan lain
sebagainya yang salah satunya dapat dicarikan solusinya melalui
wakaf (Furqon, 2014)

Islam menganjurkan untuk membantu satu sama lain untuk
memungkinkan dia mengatasi masalah pribadinya. Dengan
membentuk dana abadi, masyarakat dapat mengatasi tantangan
ketidakadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat
dicapai melalui percepatan usaha bisnis dan investasi, yang berarti
memiliki manfaat yang beragam tidak hanya untuk masyarakat
yang bersangkutan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Lembaga
wakaf pada masa awal Islam dimulai dengan pendirian masjid,
ladang, sumur dan lain sebagainya, didirikan untuk melayani dua
tujuan utama, salah satunya adalah untuk mendapatkan pahala
spiritual bagi pendonor, sementara di sisi lain memberikan banyak
manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pada umumnya.
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Untuk mengelola wakaf secara efektif, diperlukan strategi
yang kuat dan berkelanjutan, yang akan memastikan distribusi
pendapatan yang adil kepada penerima manfaat yang bersangkutan.
Hal ini karena lembaga wakaf adalah urusan komunal yang
dirancang untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat sesuai
dengan kekhasannya. sedangkan di sisi lain adalah memberikan
banyak manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pada umumnya.

Wakaf sebagai sebuah kerangka sistem ekonomi-sosial tidak
kekurangan konsep dalam Islam, ini bisa dilihat dalam berbagai
literatur-literatur (Orbay, 2016). Bahkan wakaf telah berhasil
dipraktekkan dalam era Islam (Ahmad Dallal, 2010). Dunia Barat
telah mengakui sistem wakaf sebagai salah satu solusi dalam
masalah sosial-ekonomi (Nizamoglu, 2016) Namun sekarang ada
perkembangan yang lebih baru yang berupaya menghubungkan
perkembangan wakaf sebagai kerangka bisnis dan kewirausahaan,
yang pada dasarnya adalah berasal dari prinsip penciptaan
kekayaan (Amuda, 2013).

Wakaf dikonseptualisasikan dengan baik dalam konteks
model bisnis, korporasi serta kewirausahaan sosial, tetapi model
yang bisa diterapkan dari wakaf kewirausahaan berbasis bisnis
belum dikembangkan lebih lanjut dan dipraktekkan. Isu sentral dari
wakaf dalam kewirausahaan saat ini masih sulit disematkan
dibawah luasnya postulat teoretis daripada aplikasi praktisnya.
Namun demikian, teori merupakan hal sangat penting di urutan
pertama untuk membentuk ide dasar tentang sesuatu (Iman, 2017)

Dalam beberapa dekade ini pengembangan wakaf produktif
telah dilakukan di beberapa negara. Turki mengembangkan wakaf
properti, antara lain dengan mendirikan hotel, pabrik, fasilitas
budaya komersial, rumah untuk bisnis, asrama mahasiswa, rumah
dan apartemen, berbagai industri, dan properti lainnya (Prasetia&
Huda, 2017). Dewan Wakaf Arab Saudi mengembangkan wakaf
melalui hotel, tanah, bangunan rumah untuk penduduk, toko, kebun
dan tempat ibadah. Di Yordania, wakaf dikembangkan secara
produktif dan hasilnya digunakan antara lain untuk memperbaiki
perumahan di sejumlah kota, membangun rumah petani dan
mengembangkan lahan pertanian (Hasanah, 2008). Di sisi lain,
wakaf di Mesir dan Kuwait dikelola secara profesional untuk
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mengembangkan perekonomian umat (Khalosi, 2002; Busharah,
2012; Khalil et al, 2014). Pengelolaan aset wakaf di Malaysia yang
dilakukan oleh Johor Corporation diarahkan pada kegiatan investasi
di berbagai sektor ekonomi. Sedangkan di Singapura, pengelolaan
seluruh aset wakaf oleh badan wakaf, WAREES (Waqaf Real Estate
Singapore), didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat (Karim,
2010).

Dalam catatan sejarah, pada abad kedua Hijriah, umat Islam
mulai mengenal wakaf tunai atau wakaf uang. Imam Az-Zuhri (wafat
124 H-764 M) merupakan salah seorang ulama terkemuka dan
peletak dasar tadwin alhadits yang memfatwakan bolehnya wakaf
dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwabh, sosial, dan
pendidikan umat Islam. Wakaf uang juga telah lama dipraktikkan di
kerajaan Ottoman pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Manfaat
wakaf uang tertinggi digunakan sebagai modal pemerintah,
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Aziz, 2017).

Di Bangladesh, wakaf uang dipraktikkan sebagai model
setoran wakaf melalui Social Investment Bank dan Islamic Bank
Bangladesh Limited (Fauza, 2015). Namun, Praktek wakaf uang
masih kalah populer dibandingkan dengan wakaf harta tidak
bergerak. Rusydiana dan Alparisi (2016) menunjukkan bahwa topik
penelitian tentang wakaf masih didominasi oleh harta non
tunai/uang (62%) disusul dengan wakaf tunai/uang (38%). Bahkan
hasil penelitian oleh (Mohsin, 2013; Bahroni, 2012; Ahmad &
Hassan, 2015; dan Harun et al, 2016) menunjukkan bahwa potensi
wakaf uang dalam pembiayaan tidak hanya dalam bidang
keagamaan tetapi juga dalam pembiayaan untuk berbagai barang
dan jasa yang dibutuhkan secara global, seperti pendidikan,
kesehatan, kepedulian sosial dan kegiatan komersial, infrastruktur
dasar, dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi kebanyakan
orang, sehingga dapat dikatakan bahwa wakaf telah mampu
mengatasi banyak masalah sosial ekonomi. Sedangkan (Cizakca,
2000) menjelaskan bahwa kepedulian umat Islam dalam masalah
pembangunan sosial ekonomi dan peran lembaga wakaf adalah
untuk memecahkan masalah tersebut.

Wakaf uang mempunyai fleksbilitas dibandingkan jenis
wakaf lain dikarenakan secara jumlah nominal sangat fleksibel
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berapapun besarnya, secara lokasi dan waktu teknologi digital juga
tidak terikat lokasi dan waktu, mudah dilakukan konsolidasi, untuk
mendapatkan jumlah tertentu yang berdampak maksimal bagi
Maugquf alaih, dengan digital technology (e-banking) menjadi sangat
mudah dan berbiaya sangat murah dalam penunaian, tersedianya
instrumen perbankan syariah (deposito) atau melalui surat
berharga sukuk (wakaf linked sukuk), atau lainnya pengelolaan
wakaf uang lebih aman (harta wakaf) dan terjamin (hasil
pengelolaan).

Hal ini merupakan wujud dari upaya pengelolaan wakaf
yang lebih terstruktur dan terorganisir secara kelembagaan.
Menurut undang-undang, harta benda wakaf tidak hanya terfokus
pada harta tidak bergerak (berupa tanah dan bangunan) tetapi juga
berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki kandungan
ekonomi produktif, seperti uang, saham, obligasi (sukuk) dan lain-
lain. instrumen. Wakaf harta bergerak ini disebut sebagai wakaf
uang (wakaf al-nuqud).

Peluang untuk mendigdayakan perwakafan di Indonesia
mempunyai peluang yang sangat besar dikarenakan besarnya
populasi umat Islam di Indonesia dan menjadi negara dengan
jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Menurut
laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi
muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa.
Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi
penduduk Indonesia (Dataindonesia, 2022). Populasi usia produktif
penduduk Indonesia juga sangatlah besar (87%), masyarakat
Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang dermawan dan
kepedulian kegamaannya juga sangat baik. Menurut Badan Wakaf
Indonesia (BWI) potensi wakafuang di Indonesia mencapai Rp180
triliun per tahun. (KNKS, 2021). Potensi tersebut akan efektif jika
pengelolaannya dilaksanakan dengan serius, dan potensi tersebut
akan menjadi angan-angan jika dikelola dengan tidak serius.

Di Indonesia melalui Undang-undang nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf, dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006,
dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga
negara independen tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam
rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

78



BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang
selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah
ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih
baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih
besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial,
pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur
publik.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis
dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun
pengawasan terhadap para nadhir untuk dapat melakukan
pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan
kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada
umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat,
persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti
khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan
masyarakat, maupun dalam arti luas yang mencakup aspek
kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi pada
umumnya.

6.2 Konseptual Wakaf

Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata waqafa
yang menurut bahasa arab berarti menahan atau berhenti,
ungkapan wagqfu al-syai’ yang pada dasarnya berarti menahan
sesuatu, Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan
ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala
sesuatu. (Mohamed, 2022). Kata waqafa semakna dengan Kkata
habasa-yahbisu yang bermakna, terhalang untuk menggunakan
(Munandar, 2022). Dalam hukum Islam, wakaf adalah menyerahkan
suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau
nazhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan
pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya
digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. (Syakur
etal, 2022).

Wakaf menurut ulama Kklasik diwakili oleh ulama-ulama
mazdhab. Menurut Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan
materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau
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mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk
tujuan kebajikan. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan
manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan
cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu
akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
keinginan wakif. Syafiiyah mengartikan wakaf dengan menahan
harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-
‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh
wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh
syariah. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang
sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan
manfaat yang dihasilkan. (Dul Manan, 2017)

Golongan ini (klasik) mensyaratkan harta yang diwakafkan
harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain), dalam arti harta
yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil
manfaatnya secara berterusan. Pada definisi tersebut juga dijelaskan
bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti
ditangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi
pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya
terjadi keatas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset
hartanya.

Adapun wakaf menurut ulama kontemporer adalah sebagai
berikut:

1. Imam Ibn Qudamabh,

Beliau adalah salah seorang ulama mazhab Hanbali
mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana: = Juisd
dedla) JuiS 5 JsY yaitu “Menahan  asal  harta  dan
menyedekahkan manfaat yang dihasilkan”. Pada definisi
tersebut dapat kita nyatakan bahwa wakaf adalah dengan
menahan benda wakaf (mauquf alaih) tidak mesti berpindah
kepemilikan, dan tidak harus selamanya, sert amenyedekahkan
manfaatnya sehingga jika manfaatnya dapat diperuntuukkan
bagi umat (orang lain) maka hal tersebut juga termasuk wakaf.

2. Nazih Hammad dan Munzir Qahaf.

Nazih Hammad, mendefinisikan wakaf sebagai akad
menahankan asset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada
sabilillah. Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad
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menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka
waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-
ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan
kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus. (Dul
Manan, 2017)

Sementara dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004
tentang wakaf, disebutkan bahwa:"Wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya  guna  keperluan ibadah  dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah” (BWI, 2004)

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap
diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah,
bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk
diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka
belakangan. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus
menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika
telah menghasilkan. Orang yang pertama melakukan
perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan
sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu
dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu
wakaf tersebut mendatangkan aspek ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak
pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah
lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari
masyarakat, seperti kuburan, masjid dll. Munculnya Undang-
undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang
perwakafan di Indonesia.

6.3 Jenis-jenis Wakaf
Wakaf mempunyai berbagai jenis berdasarkan kriteria yang
dijadikan acuannya (Syaputri Febrina Sari, 2021), yaitu
1. Berdasarkan Peruntuan
a. Wakaf ahli (wakaf Dzurri/wakafalal aulad)
yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan
jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan
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lingkungan Kkerabat sendiri. Wakaf ahli atau biasa
disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang
dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf
ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab
yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di
beberapa negara, amalan wakaf ahli ini sudah dihapus
seperti di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak dan Libya.
Wakaf ahli ini dihapus karena beberapa faktor seperti
tekanan dari penjajah, wakaf ahli dianggap melanggar
hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap kurang
memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat
umum. Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu
juga di Singapura, Malaysia dan Kuwait. Hal ini
dianggap karena bisa mendorong orang-orang untuk
berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam
Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 Pasal 30. Di
dalam Undang-Undang dituliskan bahwa, ‘Wakaf ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan
bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan
hubungan darah (nasab) dengan Wakif' ‘Dalam hal
sesama Kkerabat dari wakaf ahli telah punah, maka
wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi
wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh
Menteri berdasarkan pertimbangan BWL.

. Wakaf Khairi (kebajikan)

Merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan
agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan
umum).

. Wakaf musytarak

Merupakan wakaf yang mana penggunaan harta wakaf
tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh
keturunan si pewakaf. Wakaf Musytarak merupakan wakaf
yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan
masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan digunakan
oleh masyarakat luas. (BWI, 2021)



2. Berdasarkan Jenis Harta

a. Benda tidak bergerak
Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf
berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda
tidak bergerak. harta-harta yang dimaksud adalah
bangunan, hak tanah, tanaman dan benda-benda yang
berhubungan dengan tanah.

b. Benda bergerak selain uang
Ada juga wakaf benda bergerak selain uang yaitu benda-
benda yang bisa berpindah seperti kendaraan.

3. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai dan cash wakaf).
4. Berdasarkan Waktu

a. Muabbad, wakaf yang diberikan untuk selamanya

b. Mu’aqqot, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu
tertentu

5. Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

a. Mubasyir/dzati ; harta wakaf yang menghasilkan
pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara
langsung seperti madrasah dan rumah sakit.

b. Istitsmary, yaitu harta wakaf yang ditunjukan untuk
penanaman modal dalam produksi barang-barang dan
pelayanan yang dibolehkan syara’ dalam bentuk apapun
kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan
pewakaf.

Menurut Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf
bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah,
bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda
wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga,
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16).
Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi
menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah
pengelolalaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai
untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun
benda bergerak. (BWI, 2004)
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6.4 Koseptual Wakaf Uang

Praktik wakaf biasanya berpusat pada barang tidak bergerak
seperti bangunan atau tanah. Namun, banyak donatur yang tidak
mampu membeli aset untuk berpartisipasi dalam wakaf. Oleh
karena itu, Wakaf uang telah menjadi pilihan yang baik bagi para
donatur yang tidak memiliki asset tetap melainkan memiliki aset
bergerak yaitu uang tunai untuk disumbangkan. Dengan demikian,
semua lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatan amal yang
berkelanjutan melalui wakaf tunai selama mereka mau
melakukannya secara sukarela hanya karena ridho Allah SWT
(Mohsin, 2008). Praktek wakaf uang dapat dikategorikan menjadi
dua, yang pertama disebut langsung, misalnya menyalurkan uang
wakaf untuk membangun kembali harta wakaf yang lama. Wakaf
uang bentuk tidak langsung dimana dananya diinvestasikan dalam
suatu proyek tertentu yang diperbolehkan dan mendistribusikan
keuntungannya (Mohsin, 2013).

Sejumlah besar ulama saat ini menerima bahwa partisipasi
dalam wakaf dalam bentuk uang tunai menjadi penting (Mohsin,
2008). Namun, dari tahun ke tahun, peran wakaf dalam bidang
sosial ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Praktek uang tunai wakaf bukanlah fenomena baru. (Saifuddin,
2014) menyoroti empat implementasi penting dari wakaf uang : i)
Dapat diakses karena hanya membutuhkan sejumlah kecil uang
tunai, yang memungkinkan mereka yang tidak mampu untuk
memberikan aset; ii) Membuat dana cadangan untuk lembaga
pendidikan yang menghadapi masalah arus kas; iii) Menghasilkan
dana untuk peningkatan aset Wakaf (tanah Wakaf); dan iv)
Mendorong lembaga-lembaga Islam agar lebih mandiri.
Selanjutnya, Wakaf wuang dapat digunakan untuk tujuan
pembiayaan.

Praktik wakaf telah dikenal dari awal Islam muncul, bahkan
di masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf,
hanya saja istilah yang digunakan bukanlah wakaf melainkan
derma. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat
sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan
sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam datang.
Sebagaimana dijelaskan oleh M. Syafii Antonio yang mengutip hadist
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yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat
124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-
hadist memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk
pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.
Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai
modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai
wakaf.

Paradigma pengelolaan wakaf sesungguhnya sudah
dicontohkan Nabi Muhammad saw yang memerintahkan
sahabatnya Khalifah Umar agar mewakafkan sebidang tanahnya di
Khaibar, Substansi dari perintah Nabi tersebut adalah menekankan
pentingnya eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara
profesional. Sedangkan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan
kebaikan umum. Pada zaman keemasan Islam dahulu, wakaf
merupakan sumber keuangan penting bagi pembangunan negara.
Pada zaman keagungan Islam, sektor-sektor pendidikan, kesehatan,
kebajikan, penelitian, dan sebagainya disumbangkan melalui
sumber dana wakaf. Wakaf telah digunakan untuk pembangunan
infrastruktur  seperti jalan raya, jembatan, dan sistem
pengairan/irigasi. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan
sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemahaman yang paling mudah dicerna dari perintah Nabi
Saw. tersebut adalah bahwa substansi dari ajaran wakaf itu tidak
semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana
benda tersebut memberikan manfaat kepada sasaran wakaf. Dan
nilai manfaat benda wakaf akan bisa diperoleh secara optimal jika
dikelola secara produktif. Wakaf terus dilaksanakan di negara-
negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini
tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang bearsal dari
agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat
bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak
benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dalam bahasa Arab, Wakaf adalah kata tunggal dan
jamaknya adalah Awkaf yang berarti menghentikan, melestarikan,
atau menahan (Shukor, Anwar, Aziz, & Sabri, 2017). Dalam konteks
Islam, Wakaf secara sederhana diartikan sebagai menahan harta
(mal) dan membatasi konsumsinya serta mengekstrak hasilnya
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untuk kepentingan tujuan yang mewakili filantropi/kebenaran
(Qudamah 1998; Kahf, 1999; Mahamood, 2006). Wakaf adalah
menganugerahkan harta untuk tujuan filantropi mencari pahala dari
Allah (Kahf, 2003). Dua contoh wakaf yang menonjol adalah harta
tidak bergerak dan bergerak (Mahamood, 2006). Wakaf adalah
pemberian yang dilakukan oleh orang kaya untuk melayani orang
yang membutuhkan. Pada dasarnya, empat pihak yang
berkontribusi dengan harta wakaf
sebagai berikut (Khademolhoseini, 2008): Wagqif (wakaf); Nadzir
(pengelola wakaf); (dalam hal wakaf tunai, Nadzir wajib memelihara
dananya dengan cara menjaga jumlah aslinya) Mawquf 'alaih
(Penerima Manfaat); dan Mawquf (harta atau uang tunai sebagai
harta).

Wakaf adalah salah satu komponen penting dalam Islam
dalam mengurangi kemiskinan melalui pemberian kebutuhan
primer untuk meningkatkan kesejahteraan universal umat dan atau
memiliki dinamisme ekonomi yang kuat untuk membuka jalan
pertumbuhan untuk memfasilitasi pertumbuhan masyarakat (Aliyu,
2019; Kahf, 1999). Selain hubungan antara manusia dengan Allah
SWT, wakaf juga berkaitan dengan urusan sesama manusia (Aliyu,
2019). Menurut Nadwi, (2015) lembaga wakaf memiliki dua tujuan.
Di satu sisi, memberikan hadiah abadi bagi pendonor. Di sisi lain, itu
untuk kepentingan keseluruhan masyarakat pada umumnya. Alam,
Shahriar, Said & Monzur-E-Elahi (2018) menekankan bahwa
melalui lembaga wakaf dapat mengangkat taraf hidup umat. Selain
itu, mengurangi kemiskinan dan kesulitan di antara yang
membutuhkan dan orang-orang miskin.

Dalam sejarah Islam, Wakaf telah mengalami perkembangan
yang luar biasa, sejak awal kemunculannya pada zaman Nabi
Muhammad hingga saat ini. Disebutkan, Wakaf pertama dalam
Islam adalah masjid Quba di Madinah, didirikan ketika kedatangan
Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M (Laldin, 2005). Sepanjang
masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin dan periode berikutnya
dari kegiatan-kegiatan Wakaf yang memerintah Islam diperpanjang
lebih lanjut. Wakaf jenis ini mengacu pada jenis Wakaf yang pada
hakikatnya menyangkut tujuan keagamaan, filantropi, keturunan
keluarga dan pendidikan. Sejak awal, banyak lembaga pendidikan
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yang dibiayai dengan dana wakaf, misalnya ada 60 sekolah wakaf
yang didirikan oleh harta wakaf di Palestina. Apalagi Suriah dan
Turki (40 di antaranya telah didirikan oleh gubernur Ayubite (Kahfi,
2003) Universitas al-Azhar di Kairo sendiri dibiayai oleh sejumlah
Wakaf (didirikan pada Oktober 975 M) (Aliyu, 2019).

Melihat perkembangan wakafang terjadi pada zaman Nabi
dan para sahabat, dan juga tradisi yang mengakar dalam tradisi
Islam, kita melihat bahwa wakaf sudah familiar dan berjalan dalam
tradisi masyarakat Islam. Meskipun tidak secara langsung
menunjukkan subjek dari wakaf, tetapi hal itu mendorong tindakan
kebajikan dan kebaikan. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an
yang merujuk pada wakaf secara tegas, tetapi kegiatan wakaf dapat
dikaitkan dengan banyak ayat yang menunjukkan filantropi dan
amal (Qur'an, 1:280; Al-Qur'an, 3:116 ; Qur'an; 5:35 Qur'an; 2:276;
Qur'an 2:261; Qur'an 2:110; Qur'an 73:20; Qur'an 2:43; Qur'an 3:92;
Qur'an, 2:273). Terlebih lagi, Islam memiliki beberapa (hadits)
diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw yang menunjukkan
pentingnya wakaf dan kontribusi wakafnya.
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BAB 7
PENGELOLAAN RESIKO DALAM
EKONOMI SYARIAH

Oleh Wilda Tri Handayani

7.1 Pendahuluan

Keuangan syariah merupakan salah satu wujud penerapan
ekonomi syariah yang memberikan sebuah tatanan sistem ekonomi
bagi perekonomian. Dalam implementasinya keuangan syariah
berwujud lembaga keuangan syariah yang memiliki produk
keuangan berbasis akad syariah. Ekonomi syariah adalah system
ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar
syariah, bersumber dari ajaran agama islam nilai dan prinsip
syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan,
termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Secara umum
ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia
memenuhi kebutuhan yang relative terbatas dan bagaimana dapat
memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya
yang terbatas.

Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan
menentukan barang barang yang akan dibeli dengan pendapatan
yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia
mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu
untuk meraih keuntungan yang maksimum. Dimana nantinya
dalam penerapan ekonomi syariah di butuhkan suatu pengelolaan
risiko untuk perekonomian syaraiah yang berlaku saat ini.

Salah satu tujuan pengelolaan risiko adalah menyediakan
informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat
melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi
dampaknya. Pengelolaan risiko atau manajemen risiko ini adalah
usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber
risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak
risiko bisa diminimalisasi. (Shyhabuddin Qalyubi, 2007 :271)
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Salah satu visi dari budaya kerja adalah memandang hidup
ini sebagai misi yang selalu membawa risiko. Selalu ada
konsekuensi, sebagai akibat dari eksistensi kita yang diadakan
berada dan mengada di muka bumi ini. Agar segala resiko yang
dihadapi melahirkan hasil atau akibat yang sesuai dengan misi
hidup, maka adalah kewajiban setiap muslim untuk melakukan
antisipasi dengan melakukan kalkulasi, berhitung, dan membuat
estimasi serta perencanaan. Hidup ini adalah risiko, harus memihak
, maka alasan untuk menghindarkan diri dari setiap tantangan,
bukankah lebih nikmat apabila kita memperoleh sebuah risiko yang
sudah memang direncanakan dan diperhitungkan
sebelumnya.(Tasmara, 2003)

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumberdaya merupakan
komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas ekonomi. Hal
ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit
diprediksi. Tidak ada pun seorang didunia ini yang tahu dengan
pasti apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan mungkin satu
detik kedepan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan
risiko. Seandainya seluruh aktivitas ekonomi di dunia bebas dari
resiko, kehidupan ekonomi akan menjadi sangat sederhana , karena
jika hasil akhir dari setiap aktivitas sudah diketahui sejak awal,
kehidupan menjadi sesuatu yang membosankan . Tidak ada
dinamika dan perubahan yang membuat peradaban manusia
berputas. (Masyhud, 2004).

Dengan arus globalisasi yang luar biasa derasnya yang
diakselerasi oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi
dan komputasi yang tak terbayangkan sebelumnya, sektor
keuangan menjadi sektor dengan eksposur risiko yang sangat tinggi.
Lalu lintas dana bisa berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu
negara ke negara lain, dan lainnya. Persepsi investor dan pelaku
sektor keuangan terhadap risiko dan imbalan yang diperolah, dan
konsekuensinya aliran dana yang mengikutinya, bisa drastis dalam
waktu singkat. Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam
melaksanakan fungsi intermediary dan pelayanan jasa keuangan,
sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya sebuah
distribusi risiko yang efisien. (masyhud, 2004).
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Penerapan manajemen risiko dari nol adalah tidak mudah.
Untungnya ada model yang dapat dicontoh. Kelompok industri lain
mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat
mapan, layak, dan teruji. Industri penerbangan, industri petrokimia,
dan industri militer adalah contoh eksponen eksponen ahli dalam
menajemen resiko operasional. (Muhamad, 2004).

7.2 Pengelolaan Risiko

Risiko adalah bahaya atau ancaman yang berkemungkinan
suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak
berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai . Kata risiko sering kali
digunakan dikalangan masyarakat saat ini bahkan dalam kehidupan
sehari hari penggunaan kata risiko sudah kerap kali di dengar akan
tetapi pengertian dari penggunaan ini berbeda dilihat dari bentuk
kegiatan yang dikerjakan. Misalnya risiko yang datang dari aktifitas
yang dilaukan untuk memperoleh kehidupan lebih baik, seorang
harus bekerja. Dimana aktifitas ini memberikan keuntungan
finanasial, Kkarir, dan prestise dan secara bersama sama
mengorbankan waktu untuk bersenang senang , gangguan
kesehatan, hingga hilangnya pekerjaan. Pengorbanan yang dialami
itulah yang disebut sebagai risiko.

Risiko juga bisa dijadikan peluang karena sisi yang
berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Dengan maksud
sebagai berikut, guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka
diperlukan suatu tujuan, untuk menuju ketujuan tersebut
diperlukan sebuah tindakan atau aktifitas yang mana dalam setiap
kegiatan memiliki resiko yang dampaknya berlawanan. Sebaliknya
aktifitas memberikan peluang yang di dapat dari risiko pasar modal
atau saham yang dimana apabila memperbesar pengeluaran maka
pendapatan yang kita dapat akan lebih besar hal ini bisa menjadi
peluang untuk mendapatkan return lebih (Ferry N . Indroes, 2011)

Risiko juga berhubungan dengan ketidakpastian . Dimana
ketidakpastian yang terjadi berasal dari tujuan visi dan misi
perusahaan yang ingin dicapai sehingga menyebabkan kurangnya
informasi yang menyangkut perihal yang akan terjadi. Hal yang
harus dihadapi oleh lembaga atau perusahaan karena akan
membawa dampak kerugian atau mungkin saja akan
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menguntungkan. Ketidapastian yang bisa menguntungkan ini bisa

disebut dengan kesempatan. Sedangkan yang berdampak

merugikan dikenal dengan istilah risiko. Kondisi yang tidak pasti itu
timbul karena berbagai sebab, antara lain :

1. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai
kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu main besar
ketidakpastiannya.

2. Keterbatasan informasi yang diperlukan.

3. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik
mengambil keputusan.

Pengelolaan risiko atau bisa juga disebut dengan
manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan
sistematik dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap,
menentapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan
risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.
Pengelolaan risiko merupakan pengetahuan yang badan
teorinya terbilang sedang naik daun, oleh sebab itu banyak
ditemukan kontradiksi dalam pengertian tentang konsep risiko.
Dimana kontradiski ini disatu pihak disebabkan oleh teoritis
alam manajemen risiko mencoba meminjam difinisi risiko yang
dipergunakan dalam bidang lain.

Pengelolaan risiko adalah proses pengukuran atau penilaian
risiko yang digunakan untuk pemgembangan strategi
pengelolaannya. Yang mana stategi yang diperoleh diambil dari
memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko,,
mengurangi efek negatif yang di keluarkan risiko, dan menampung
dalam arti pengelolaan sebagian dari risiko. Dalam manajemen
risiko ada yang disebut menajemen risiko tradisional dimana dalam
manajemen tradisional berfokus pada risiko risiko yang timbul oleh
penyebab fisik atau legal seperti kebakaran, kematian serta
tuntutan hukum. Selain itu ada juga menajemen risiko keuangan
disisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola menggunakan
instrumen instrumen keuangan.

Jadi pengelolaan risiko adalah suatu ilmu yang mengkaji
tentang teori atau praktik yang mengendalikan, mengidentifikasi,
mengukur, mengelola dan pengawasan yang dilakukan sebuah
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organisasi atau lembaga keuangan yang berguna untuk
meminimalkan risiko yang akan terjadi yang membuat tercapainya
tujuan perusahaan. (Herman, 2002)

7.3 Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Pengelolaan Risiko
Sasaran  pengelolaan risiko adalah mengidentifikasi
mengukur memantau danmengendalikan jalannya kegiatan
usaha lembaga keuangan, dengan tingkat risiko yang wajar
secara terarah teringtegrasi, dan berkesinambungan. Dengan
demikian pengelolaan risiko berfungsi sebagai filter terhadap
kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar
manejemen risiko berfungsi, sebagai berikut :
1. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan

keputusan.

2. Menunjang efejtifitas perumusan kebijakan sistem manajemen
dan bisnis.

3. Menciptakan early warning system untuk meminimumkan
risiko bisnis.

4. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan
kesehatan lembaga keuangan.

5. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan
kompetitif.

6. Memaksimalkan kualitas aset.

Menetapkan arah dengan mengkaji ulang secara berkala yang

mengikuti perubahan strategi perusahaan.

8. Menetapkan limit umumnya mencakuop pemberian kredit,
penempatan non kredit, asset liability management, tranding
dan kegiatan lain seperti deriavatif dan lain lain.

9. Menetapkan kecukupan prosedur pemeriksaan untuk
memastikan adanya integrasi pengukuran rasio kontrol sistem
pelaporan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan produser
berlaku.

~

Tentunya dengan memiliki tujuan yang jelas manajemen
risiko sangat penting untuk dipahami lebih dalam sebagai tolak
ukur program yang akan dijalankan, senagai informasi dan
batasan dana yang akan dikeluarkan untuk meminimalkan
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risiko yang akan terjadi serta menjaga tujuan yang sudah
direncanakan agar berjalan sesuai yang diinginkan (Amir dKkk,
2010). Pengelolaan risiko merupakan bentuk kegiatan yang
memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan
mengurangi potensi adanya risiko yang akan terjadi atau
menganggulangi risiko yang telah terjadi atau menanggulangi
risiko yang telah terjadi hal ini membuat sangat perlunya
manajemen risiko untuk sebuah organisasi maupun lembaga
keuangan, manfaat yang bisa perusahaan peroleh dengan
melaukan menajemen risiko antara lain :

1. Menjamin pencapaian tujuan, dimana pengelolaan risiko
merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik sehingga
menciptakan keberhasilan. Keberhasilan suatu lembaga
ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan
berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan
perusahaan. Untuk menggapai tujuan tersebut seorang
pengelola atau manajer di tuntut untuk memahami keadaan
sekitar yang dianggap sebagai rintangan yang mungkin terjadi.
Dengan memahami menajemen risiko dengan baik akan bisa
menjamin suatu tujuan yang ingin dicapai, karena bisa
memahami sesuatu masalah yang miungkin timbul yang
disebabkan oleh adanya ketidakpastian.

2. Memperkecil kemungkinan bangkrut, setiap perusahaan tidak
memiliki jaminan bahwa sebuah usaha yang dikembangkan
tidak akan bangkrut, karena setiap perusahaan pasti memiliki
keungkinan bangkrut . Dengan menjalankan manajemen risiko
dengan baik akan bisa mengurangi bahkan sanggup menangani
berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi
sehingga memperkecil keungkinan bangkrut. Dengan demikian
existensinya perusahaan akan lebih lama dipertahankan.

3. Meningkatkan keuntungan perusahaan, pengelolaan risiko yang
dikelola dengan baik mampu meningkatkan keuntungan
perusahaan. Melalui memperkecil kerugian yang akan
menambah  keuntungan yang mana mengantisipasi
kemungkinan risiko yang akan datang dan segera di tangani
apabila terjadi risiko. Dengan tingkat risiko yang menurun hal
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ini membawa kabar baik untuk proses produksi untuk
menambah keuntungan pendapatan lembaga keuangan.

4. Memberikan keamanan pekerjaan, yang mana ini tentunya
sesuatu harus dijaga dan juga aset perusahaan kemampuan
memahami dan menangani risiko merupakan keharusan bagi
setiap pimpinan atau manajer. Pekerjaan juga salah satu risiko
yang harus dihadapi oleh manajer yang mana manajer harus
dapat menangani risiko dengan baik tidak saja dapat
menyelamatkan perusahannya dari kemungkinan rugi taoi juga
dirinya. Apabila perusahaan yang ditangani dapat semaksimal
mungkin terhindar dari kemungkinan rugi sehingga
perusahaan dapat menikmati kemajuan dan karirnya pun akan
semakin naik seirama dengan majunya perusahaan atau
lembaga. (Roony, 2004)

Berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan
manajemen risiko terhadap perusahaan makan secara implisit
sudah terkandung didalamnya satau atau lebih sasaran yang
mungkin akan dicapai manajemen risiko seperti :

1. Survival

2. Kedamaian pikiran

3. Memperkecil biaya

4. Menstabilkan pendapatan peruusahaan

5. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan

6. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan\

7. Merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap

karyawan dan masyarakat.

Dalam prakteknya tidak semua hal yang dicantumkan
diatas sebagai objektif dan suatu program manajemen risiko.
Karena menajemen atau pengelolaan risiko merupakan
pengelolaan fungsional didalam perusahaan, maka obyektif
utama manajemen risiko harus menyokong objektif perusahaan
yang bersangkutan. Jadi penetapan tujuan atau obyektif
manajemen risiko itu terkait dengan proses manajemen
perusahaan secara keseluruhan. Untuk memperoleh manfaat
yang memaksimalkan dari program itu maka diperlukan
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rencana, mendefinisikan dengan jelas tujuan yang hendak
dicapai merupakan pedoman bagi penanggung jawab program

dan

evaluasi hasilnya. (Abas Salim, 2012)

Tujuan dari pengelolaan risiko itu sendiri adalah :

1.
2.

3.

4,
5

Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
Memastikan keuangan tidak mengalami kerugian yang bersifat
unacceptable.

Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat
uncontrolled.

Mengukur eksposur dan pemusatan risiko

. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

7.4 Jenis Jenis Pengelolaan Risiko

Secara umum, risiko risiko yang melekat pada aktifitas

fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke
dalam tiga jenis risiko, yaitu :

1.
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Risiko pembiayaan, merupakan fasilitas yang diberikan untuk
memudahkan dalam membantu masyarakat dengan
memberikan bantuan pembiayaan pada usaha yang akan
dikerjakan dengan menyediakan dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak pihak yang merupakan dificit unit. Kegiatan
pembiayaan ini sangat rentan akan risiko, tetapi tanpa kegiatan
ini tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya.

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang
disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam
memenuhi kewajibannya.  Dalam ekonomi syariah risiko
pembiayaan mencakup risiko produk dan terkait pembiayaan
koporasi. Jadi risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan
nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan
tepat waktu sesuai dengan kesepatan. Risiko pembiayaan bisa
muncul dalam banking book dan trading book bank dalam hal
itu, risiko pembiayaan bisa muncul pada saat nasabah gagal
memenuhi  kewajiban untuk membayar utangnya/
tanggungannya secara penuh pada waktu yang telah disepakati.
Sedangkan dalam tranding book risiko yang berasal dari
nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya pembiayaan
dalam kontrak.



2.

Risiko pasar, adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan
oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan
tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang.
Perubahan tingkat suku bunga apat menyebabkan
berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan
kinerja bank menurun. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang
terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh lembaga akibat
adanya pergerakan variabel pasar berapa suku bunga dan nilai
tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku
bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko
likuiditas.

Risiko operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan
oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal,
human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal
yang mempengaruhi operasional bank. (Adiwarman, 204)

7.5 Proses Pengelolaan Risiko

Dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan

tindakan sari seluruh identitas terkait didalam organisasi.
Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan
defini manajemen risiko yang telah dikemukakan yaitu
identifikasi, kuatifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi,
serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

1.

Identifikasi, pengidentifikasian risiko sering pula disebut
mendiagnosis risiko., merupakan proses penganalisisan untuk
menenmukan secara sistematis dan secara berkesinambungan
risiko yang menantang perusahaan. Identifikasi dan pemetaan
risiko meliputi : menetapkan kerangka kerja untuk
implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan
definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi
mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian
ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat
diterima.

. Pengukuran risiko, pengelolaan risiko perlu diukur untuk

menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh
informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi
peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.
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3.

Pemantauan risiko, pemantauan dan pengkajian risiko dan
kontrol sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi
harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah
diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan
pengkajian dengan mengevaluasi serta mentindak lanjuti hasil
evaluasi terhadap kerangka manajemen risiko yang terintegrasi
ke dalam strategi risiko keseluruhan.

Pengendalian risiko, sesudah  pengelolaan risiko
mengidentifikasikan dan mengukur serta memantau risiko
yang dihadapi perusahannya, maka ia harus memutuskan
bagaimana menangani risiko tersebut. Ada beberapa
pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan, memitigasi
risiko dan menahan risiko. (Fery N Idroes, 2011)

7.6 Ekonomi Syariah

Adapun secara istilah pengertian ekonomi syariah

dikemukakan oleh para ahli daintaranya sebagai berikut :

1.

102

Ekonomi syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu
merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan
distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan
maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk
menciptakan keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang
berkesinambungan (M.Umer Chapra. 2001)

Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat yang
diilhami oleh nilai nilai islam (Muhammad Abdul Manan. 1992)
ekonomi syariah adalah merespon pemikir muslim terhadap
tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam usaha ini mereka
dibantu oleh Al Quran dan Sunnah, akal dan pengalaman
(Muhammad Nejatullah al Siddiq. 2004)

Ekonomi syariah adalah pengetahuan tentang penerapan
perintah perintah dan tata cara yang ditetapkan syariat untuk
mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan
sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia
yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada
Allah dan masyarakat. (S.M Hasanuzzaman (1991) dalam
M.Dawam Rahardjo, 201)



5. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku
ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama islam
dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam
rukun imam dan rukun islam (Veithzal Rivai dan Antoni Nizar
Usman. 2012).

6. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan
oleh orang perorang. Kellompok orang badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka
memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak
komersial menurut prinsip syariah (Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES)).

7. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan
prinsip prinsip islam (Masterplan Ekonomi Syariah di Indonesia
201 2014)

8. Ekonomi syariah diartikan sebagai semua sektor inti
perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural
dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis
sesuai dengan nilai nilai islam. (Global Islamic Economy Report.
2013).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat
disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan
tentang  perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupanya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang yang
berlandaskan kepada syariah islam. Ekonomi syariah dapat
dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan
prinsip prinsip islam. Prinsip prinsip islam yang dimaksud
adalah prinsip prinsip yang bersumber dari AL Quran dan
Sunnah.

7.7 Nilai Nilai Dasar Ekonomi Syariah

1. Nilai kebutuhan, nilai ini berangkat dari filosofi dasar yang
bersumber dari Allah, tujuannya pun untuk mencari keridhoan
Allah, sementara dalam prosesnya juga senantiasa dalam
kerangka syariatNya. Kegiatan ekonomi yang meliputi
permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan
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penukaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai nilai ilahiah
dan selaras dengan tujuan ilahiah pula.

Esensi dasar yang terkandung dalam kegiatan ekonomi tidak
terlepas dari nilai nilai ibadah dalam makna yang luas.
Seseorang yang menjalankan usaha sebagai implementasi
perintah tuhan untuk memanfaatkan dan memakmurkan dunia
adalah menifestasi khalifah dan tidak terlepas dari nilai ibadah.
Dikarenakan sasaran akhirnya adalah menunaikan perintah
dan mengejar keridhoanNya. Penyembahan yang mencakup
pengertian khusus, seperti shalat puasa, haji, sedekah dan
seterusnya, serta segala aktivitas positif dalam kehidupan, juga
akan bernilai ibadah.

Nilai akhlak, memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi.
Menempatkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari kegiatan ekonomi merupakan ciri pembeda dengan
sejumlah sistem ekonomi lainnya yang cenderung
menempatkan moral dibawah kepentingan ekonomi. Pelaku
ekonomi senantiasa meyadari bahwa dalam proses produksi,
distribusi, dan konsumsi, tetap mengacu pada kepantasan dan
tidak melampaui batas. Standar syariah selalu mewarnai pola
perilakunya, mengalahkan peran nafsu yang selalu
mengarahkan kepada keserakahan mengalahkan segala cara,
mengabaikan hak hak dan kepentingan orang lain karena
disominasi kepentingan sendiri.

Nilai kemanusiaan, merupakan bagian dari nilai ilahiah yang
telah memuliakan dan mengangkat manusia sebagai khalifah
bumi. Tujuan dan orientasi ini merupakan bagian fundamental
dalam fitrah kemanusiaan. Berdasarkan pada nas nas ilahiah,
manusia akan mendapatkan arahan, berusaha memahami,
menafsirkan, dan menyimpulkan hukum dengan melakukan
analogi dari nas nas tersebut. Selanjutnya, manusia pun
mengusahakan aplikasi nas nas itu dalam realitas kehidupan
dan berusaha menstransformasikan dari tataran pemikiran
ketataran aplikasi. Oleh karena itu, manusia dalam kerangka
ekonomi merupakan sasaran dan sarana.

Nilai keseimbangan / pertengahan (tawazun), posisi nilai
keseimbangan dalam ekonomi syariah bagaikan manusia yang



hidup karena adanya ruh yang melekat dalam jasadnya. Posisi
ruh sangat istimewa dan menunjukkan keilmuan yang tinggi.
Implementasi nilai keseimbangan dalam kegiatan ekonomi,
dimaksudkan sebagai kondisi yang bernilai pertengahan dan
berkeadilan.

7.8 Karakteristik Ekonomi Syariah

Yusuf al qardhawi (199) menjelaskan bahwa ekonomi
syariah adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan,
berwawasan kemanusiaan, berakhlak  dan ekonomi
pertengahan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui
bahwa terdapat empat karakteristik ekonomi syariah menurut
Yusuf al Qardhawi sebagaimana yang ada pada tabel di bawah
ini.

Tabel 7.1. karakteristik ekonomi syariah menurut yusuf al
qardhawi

1 Igtishad rabbani | Ekonomi  syariah  adalah
(ekonomi ke tuhanan) ekonomi yang bersumber dari
ajaran yang datang dari Allah
Swt dengan tujuan untuk
mencapai ridha Allah Swt. Al
Quran dan Sunnah sebagai dua
rujukan utama dalam syariah

menjadi dasar dalam
pengembangan ekonomi
syariah
2 Iqtishad akhlaqi | Ekonomi syariah adalah
(ekonomi berakhlak) ekonomi yang memposisikan

ekonomi dan akhlak sebagai
bagian yang tidak terpisah.
Setiap  kegiatan  produksi
distribusi dan konsumsi harus
memperhatikan aspek akhlak
sehingga falah sebagai tujuan
akhir dalam ekonomi syariah
dapat tercapai.
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3 Igtishad insani
(ekonomi kerakyatan)

Manusia dalam  ekonomi
syariah adalah tujuan sekaligus
sasaran dalam setiap kegiatan
ekonomi, hal tersebut
dikarenakan manusia sudah
dipercayakan Tuhan sebagai
khalifah di muka bumi. Dengan
demikian ekonomi syariah

sangat memperhatikan
pembangunan ekonomi yang
memberikan kemanfataan

sebanyak banyaknya bagi
manusia.

4 Igtishad washathi
(ekonomi pertengahan )

Ekonomi  syariah  adalah
ekonomi yang memperhatikan
aspek keseimbangan antara
dunia dan akhirat, antara
individu dan sosial, antara
sekarang dan masa depan.

Washathiniyyah artinya
pertengahan atau
keseimbangan merupakan

nilai utama dalam ekonomi
syariah dan merupakan ruh
atau jiwa dari ekonomi syariah.

Sumber : mustafa edwin nasution dkk (200) dan Rozalinda (2014).

7.9 Tujuan EKkonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah

berbeda dengan ekonomi

konvensional. Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman (2012)
menjelaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah membantu
manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat atau
falah. Adapun Rozalinda (2014) menjelaskan bahwa tujuan
ekonomi syariah adalah sebagai berikut :
1. Membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi suatu negara

secara kaffah.
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Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem
ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis.

Menghidupkan nilai nilai islam dalam seluruh kegiatan ekonomi
dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme
hedonisme.

Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan
dan solidaritas negara negara muslim dalam satu ikatan risalah
islamiyah.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Secara spesifik, Havis Aravik (201) berpendapat bahwa

tujuan ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi sebagai
berikut :

1.

Mewujjudkan kehidupan ekonomi manusia yang makmur dan
selalu dalam taraf lebih maju, dengan jalan melaksanakan
produksi barang dan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang
cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani, rohani serta
kebutuhan spiritual dalam rangka memenuhi taraf
kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara serasi dan
seimbang. (QS. Al Qashas: 77, An Nisa: 29 30)

Mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang adil dan
merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa,
kesempatan, kekuasaan dan pendapatan masyarakat secara
jujur, terarah dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan
pemerataan (QS. Al Israa: 2 27, An Nisa : 29).

Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan
menghindarkan gangguan gangguan inflasi dan depresiasi atau
stagnasi, namun tidak menghambat laku pertumbuhan
ekonomi masyarakat, dengan jalan mengendalikan tingkah laku
masyarakat yang membawa kearah kegoncangan ekonomi.
Mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai
dan maju dalam suasana kekeluargaan sesama umat, dengan
jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai memupuk harta
ataupun sikap sikap lemah terhadap gejala gejala yang negatif
(QS Al Alaq 7).

Mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin
kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa,
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memilih sistem dan organisasi produksi, maupun memilih
sistem demokrasi sehingga tingkat partisipasi masyarakat
dapat dikerahkan secara maksimalkan dengan meniadakan
menguasaan berlebih dari kelompok masyarakat.

6. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan
kerusakan di bumi sehingga kelestarian dapat dijaga sebaik
baiknya, baik alam, fisik, kultural, sosial maupun spiritual
keagamaan.

7. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relative
mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari
kelompok kelompok masyarakat lain (QS. Hud : 1)

Tujuan ekonomi syariah merupakan bagian integral dari
tujuan syariah yang lebih luas dalam rangka mencapai
kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk mencapai falah tersebut
, kebutuhan material , non material dan spiritual harus dipenuhi
karena merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan
dalam literatur islam dikaji secara khusus. Sesungguhnya
merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat
penghidupan umat adalah tuntutan dalam syariah, karena itulah
Umar Bin Khathab Radhiyallahu Anhu bertanya tentang harta
dan makanan kaum muslimin (Al Haritsi, Jaribah Bin Ahmad ,
2003).

Imam abu hamid al ghazali, seorang ulama pembaharu
terkemuka yang sangat dihormati pada abad lima hijriyah,
mengklasifikasikan maqashid al syariah ini menjadi lima
kategori utama. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh imam
abu ishap al shatibi (790 H atau 1388 M) hampir tiga abad
kemudian. Al Ghazali sebagaimana dijelaskan Umar Chapra
(2008) menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah
mencapai kesejahteraan masyarakat yang terletak pada
perlindungan terhadap agama. Apasaja yang dapat memastikan
perlindungan terhadap lima hal tersebut menjadi kepentingan
umum dan diusahakan untuk mengadakannya, apa saja yang
mencederai kelima hal tersebut berlawanan dengan
kepentingan masyarakat dan diusahakan untuk
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menghilangkannya (Umar Chapra,. 2008 dalam Rizal A. Djaafara,
dkk. 2012).

7.10 Prinsip Prinsip EKonomi Syariah

Menurut Yafe dalam Arfin Hamid (2007) bahwa secara
prinsip terdapat empat pilar sebagai dasar dari transaksi
ekonomi syariah, yaitu tauhid : keseimbangan, kehendak bebas,
dan pertanggung jawaban. Adapun Rozalinda (2014)
berpendapat bahwa terdapat lima prinsip dalam ekonomi
syariah yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan
individu, dan keadilan. Sedangkan pusat pengkajian dan
pengembangan ekonomi islam menjelaskan bahwa prinsip
prinsip pokok yang membangun struktur atau kerangka
ekonomi syariah sebagai berikut.
Kerja ( resource utilization)
Kompensasi ( compensation)
Efisiensi (efficiency)
Profesionalisme (professionalism)
Kecukupan (sufficiency)
Pemerataan kesempatan (equal opportunity)
Kebebasan (freedom)
Kerja sama (cooperation)
Persaingan ( competition)
10 Keseimbangan (equilibrium)
11. Solidaritas (solidarity)
12. Informasi simetri (Symmetric information)

OO W

Adapun hal hal yang diharamkan untuk dilaukan pelaku
ekonomi diantaranya adalah kegiatan yang mengandung unsur
riba, gharar, maysir, ihtikar, riswah, bai najasy, bai najasy dan
tallagi rukban. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel
dibawah ini :
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Tabel 7.2. hal hal yang dilarang dalam kegiatan ekonomi syariah

1

Riba

Penambahan dari harta pokok atau
modal, baik dalam transaksi jual beli
maupun pinjam meminjamkan secara
batil atau bertentangan dengan prinsip
muamalah dalm islam

Contoh kasus : anton mnyertakan modal
pada usaha yang dikelola oleh rudi
sebesar 4.000.000, anton menentapkan
jasa sebesar 1 persen per bulan dari
modal pokok yang disertakan. Apa yang
dilaukan anton adalah riba karena sisa 1
persen disandarkan kepada modal
pokok  yang disertakan tanpa
mempertimbangkan untung rugi usaha
yang dikelola oleh rudi. Dikatakan tidak
riba ketika nisbah keuntungan anton
ditetapkan berdasarkan hasil usaha rudi
(profit sharing atau revenue sharing ),
bukan disandarkan kepada modal
pokok.

Taghrir gharar

Ketidakpastian atau melakukan sesuatu
secara membabi buta tanpa
pengetahuan yang mencukupi, atau
mengambil risiko sendiri dari suatu
perbuatan yang mengandung risiko
tanpa mengetahui dengan persis apa
akibatnya, atau memasuki kancah risiko
tanpa memikirkan konsekuensinya nya.
Taghrir dapat terjadi dalam kuantitas,
kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Contoh : dewi membeli suatu produk
kepada doni sebesar 1 milyar, keputusan
dewi didasarkan atas kepercayaan
kepada doni, dewi tidak melihat terlebih
dahulu spesifikasi barang yang ia akan
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dibeli karena dewi dan doni sudah
bersahabat selama 1 tahun. Tindakan
dewi mengandung unsur gharar karena
ada ketidapastian dari sisi kualitas dan
waktu penyerahan pada saat dilaukan
transaksi.

Maysir

Maysir atau qimar secara harfiah
bermakna judi (spekulasi). Maysir
adalah setiap kegiatan yang didalamnya
diisyaratkan sesuatu berupa materi yang
diambil dari pihak yang kalah untuk
pihak yang menang.

Contoh : feri membeli kupon seharga
rp.-400.000 kepada  penyelenggara
kegiatan. Panitia mengadakan undian
dengan cara tertentu untuk menentukan
tiga angka yang akan keluar. Angka yang
keluar cocok dengan kupon yang dibeli
oleh pembeli dinyatakan sebagai
pemenang. Tindakan yang dilaksanakan
feri mengandung maysir yang dilarang
dalam ekonomi syariah.

[htikar

Mengambil keuntungan diatas
keuntungan normal dengan cara
menjual lebih sedikit barang untuk
harga yang lebih tinggi atau monopoly’s
rent seeking.

Contoh : dede adalah ditributor produk
x, suatu ketika karena perubahan musim,
barang yang biasa diperjualbelikan oleh
dede mengalami peningkatan harga.
Dede memiliki stok barang yang banyak
di gudang yang ia miliki. Agar memiliki
keuntungan yang besar. Dede hanya
mengeluarkan sedikit barang ke pasar
sehingga stok dipasar terbatas dan harga
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secara berangsur naik, akhirnya dede
mendapatkan keuntungan yang berlipat.
Tindakan yang dilaksanakan dede
mengandung ihtikar yang dilarang
dalam ekonomi syariah.

Riswah

Pemberian yang diberikan oleh seorang
kepada orang lain atau pejabat, dengan
maksud meluluskan sesuatu perbuatan
yang batil (tidak benar menurut syariah)
atau membatilkan perbuatan yang hak.
Contoh : toni adalah seorang pengusaha,
ia ikut serta dalam Kkegiatan lelang
pembangunan staion sepak bola di
jakarta yang akan di bangun oelh
pemerintah, agar perusahaan toni
menjadi pemenang tender, toni
memberikan uang sebesar
rp.40.000.000 kepada panitia tender.
Tiindakan yang dilakukan toni termasuk
riswah dan dilarang dalam ekonomi
syariah.

Bai'najasy

Rekayasa permintaan atau transaksi
ketika penjual menyuruh orang lain
memuji barang atau menawar barang
dengan harga tinggi agar orang lain
tertarik pula untuk membeli.

Contoh : budi seorang penjual barang
elektronik disalah satu pasar di jakarta.
Agar pengunjung pasar tertarik untuk
membeli dengan harga tinggi . Budi
meminta tono dan roni untuk berpura
pura sebagai pembali dengan harga
tertentu danmemberikan sejumlah uang
sebagai upah dan modal untuk membeli
barang dari toko budi . Setelah tono dan
roni membeli barang dari toko budi ,
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pengunjung pasar tertarik dan ikut
memborong barang yang dijual budi
pada harga tertentu yang ditargetkan
budi. Tindakan yang dilakukan budi
termasuk bai’ najasy dan dilarang dalam
ekonomi syariah

Tadlis

Penipuan yang dilakukan oleh seorang
pelaku  ekonomi terhadap pelaku
ekonomi lainnya dalam suatu kegiatan
ekonomi. Tadlis dapat terjadi dalam
kuantitas, kualitas, harga dan waktu
penyerahan.

Contoh : icha adalah seorang pedagang
jeruk di pasar tradisional. Agar
mendapat keuntungan yang berlipat,
icha memodifikasi timbangan sehingga
takaran barang yang diperjualbelikan
tidak sesuai dengan jumlah yang
sesungguhnya. Tindakan yang dilaukan
icha termasuk tadlis dan dilarang dalam
ekonomi syariah.

Tallaqi rukban

Rekayasa penawaran dengan cara
mencegah masuknya barang ke pasar
dan mencegah penjual dari luar kota
untuk mengetahui harga pasar yang
berlaku.

Contoh : gozali adalah seorang tengkulak
sayuran. Suatu ketika terjadi panen
sayuran di suatu perkampungan yang
menjadi pusat pertanian. Deri adalah
salah seorang petani yang akan panen
sayuran. Sebelum deri menjual sayuran
kepasar di pusat kota. Gozali mendatangi
deri dan memberikan informasi tentang
stok dan harga sayuran yang berlaku di
pasar. Gozali memodifikasi informasi
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No

Larangan

Deskripsi

tentang harga yang sesungguhnya
berlaku dipasar dengan harapan deri
dapat menjual sayuran kepada gozali
dengan harga murah sehingga gozali
bisa mendapatkan keuntungan yang
berlipat ketika ia menjualnya dipasar
yang ada di pusat kota. Tindakan yang
dilaukan gozali termasuk tallaqgi rukban
dan dilarang dalam ekonomi syariah.

Sumber : berbagai sumber diolah penulis.
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BAB 8
PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM
EKONOMI SYARIAH

Oleh Putri Rizka Citaningati

8.1 Pendahuluan

Setiap negara di dunia memiliki ukuran kemiskinannya
masing-masing. Secara garis besar, kemiskinan nasional suatu
negara digambarkan oleh keadaan ekonomi dan sosial kelompok
masyarakat suatu negara yang berada pada ambang batas moneter
dimana kebutuhan minimum seseorang tidak dapat terpenuhi
(World Bank, 2018). Lebih lanjut, World Bank (2018)
mendefinisikan Masyarakat miskin sebagai kelompok Masyarakat
yang tidak mempunyai pendapatan atau konsumsi yang cukup pada
setiap aspek konsumsi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan kemudian
dibagi pada berbagai jenis konsumsi tertentu seperti miskin pangan,
miskin sandang, miskin Kesehatan dan lain sebagainya. Dimensi
kemiskinan biasanya dapat diukur dengan mengukur kesehatan
melalui tingkat malnutrisi dan kemampuan membaca kelompok
masyarakat (tingkat buta huruf).

Lebih luas, seseorang dikategorikan sebagai masyarakat
miskin adalah ketika menghadapi suatu situasi dimana sudah tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Kemiskinan
terjadi ketika aspek primer dan sekundernya tidak bisa terpenuhi.
Aspek primer meliputi tidak memiliki pengetahuan dan skill,
sedangkan pada aspek sekundernya adalah lemahnya jaringan
sosial yang dimiliki, rendahnya sumber keuangan dan fasilitas
Masyarakat seperti kurangnya gizi, kualitas air yang buruk,
ketidaklayakan tempat tinggal dan tidak memiliki kebebasan politik
(Khaleel, 2016).

Kemiskinan masih menjadi salah satu problematika besar
yang banyak dihadapi oleh berbagai negara berkembang, seperti
Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh
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pemerintah yang secara langsung melibatkan masyarakat sendiri
sebagai pelaku utama yang merasakan dampak kemiskinan tersebut
secara langsung. Berdasarkan data (World Bank, 2023) yang tersaji
pada grafik 1 di bawah, diketahui bahwasannya selama 8 tahun
terakhir, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan persentase
setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 2019 berada pada
persentase terendahnya yakni 9,4% dari popluasi nasional yaitu
sekitar 24,8 juta penduduk. Selama periode tersebut berbagai upaya
pengentasan kemiskinan telah dilakukan pemerintah seperti
pembangunan inklusif dengan mengadakan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, peningkatan kualitas pendidikan melalui
Program Indonesia Pintar dan peningkatan mutu kesehatan
Masyarakat melalui Program Indonesia Sehat (Wulandari et al,
2022).

Gambar 8.1. Grafik Rasio Kemiskinan berdasarkan Garis
Kemiskinan Nasional (Tahun 2013-2022 % dari populasi nasional)
Sumber: World Development Indicators (2023)

Pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali meningkat
akibat dampak krisis global yang disebabkan oleh Pandemi Covid-
19 yang hampir melanda seluruh negara di dunia, termasuk di
dalamnya Indonesia. Pada tahun 2020 angka kemiskinan naik
menjadi 9,8% yakni sekitar 26,4 juta penduduk dan terus meningkat
hingga paruh waktu tahun 2021 menjadi 10,1% atau sekitar 27,54
juta penduduk masuk dalam kategori miskin di Indonesia. Angka
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tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat
banyaknya Perusahaan yang gagal bertahan selama pandemi Covid-
19 yang menyebabkan PHK masal dan berdampak pada tidak
adanya pendapatan yang diperoleh Masyarakat (Suryahadi, Al Izzati
and Suryadarma, 2020). Salah satu sektor yang terdampak akibat
pandemic Covid-19 ini adalah sektor UMKM, keterbatasan mobilitas
Masyarakat menyebabkan banyak UMKM mengalami kerugian
hingga gulung tikar. Selama pandemi Covid-19 berlangsung baik
peran pemerintah dan lembaga swasta sangat penting dalam
menjaga roda perekonomian agar tetap berputar.

Ekonomi Islam hadir sebagai jawaban dalam berbagai
permasalahan perekonomian di dunia. Peran ekonomi Islam dalam
membantu pengentasan kemiskinan telah sejak lama dilakukan.
Mulai dari pendirian bank syariah, lembaga keuangan mikro
syariah, lembaga keuangan non-bank seperti Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai
aplikasi financial technology yang saat ini sedang banyak
dikembangkan untuk mendukung dalam memberikan pembiayaan
mikro di Masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan mikro
melalui instrumen keuangan syariah Zakat, Infak, Sedekah dan
Wakaf (ZISWAF). ZISWAF menjadi salah satu alternatif dana yang
dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun lembaga keuangan
syariah lainnya dalam memberdayakan masyarakat agar terlepas
dari rantai kemiskinan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai
peran ZISWAF dalam mengentas kemiskinan, maka akan dibahas
terlebih dahulu tentang kemiskinan dalam pendekatan Islam pada
Al-Qur’an dan Hadits.

8.2 Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan menjadi salah satu akar permasalahan sosial
yang membutuhkan waktu yang panjang dan banyak upaya untuk
menyelesaikannya. Pengentasan  kemiskinan menjadi hal
menantang yang saat ini masih selalu diupayakan untuk segera
dituntaskan. Sebagaimana dalam pesan Al-Qur’an, bahwa kegiatan
membantu sesama adalah suatu kewajiban. Melalui fondasi
berlandaskan  konsep Islam  Rahmatanlilalamin  menjadi
representasi nyata dalam membentuk kepedulian antar manusia.
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Kemiskinan bukanlah permasalahan baru yang timbul
di masyarakat, melainkan sudah ada sejak lama dimana sejarah
manusia dimulai yang didefinisikan tentang bagaimana seorang
manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila
melihat kondisi terkini, negara Muslim memiliki variasi tingkat
kekayaan dari negara paling kaya hingga negara paling miskin. Di
antara negara Muslim berkembang tersebut banyak di antaranya
yang tergolong sebagai negara miskin. Hal ini yang kemudian
memicu perdebatan, apakah tidak ada bentuk kepedulian antara
sesama umat Muslim? Dimana negara Muslim yang sangat kaya
dapat membantu negara Muslim lainnya yang membutuhkan. Oleh
karena itu kemiskinan dalam Islam menjadi ancaman serius yang
harus segera diselesaikan. Lantas bagaimana Islam memandang
kemiskinan itu sendiri? Dalam ekonomi Islam, kita mempunyai
lebih dari satu definisi mengenai masyarakat miskin. Berlandaskan
dalil utama umat Muslim yaitu Al-Quran, Hadits Nabi menjadi modal
bagi para cendekiawan Muslim dalam mendefinisikan kemiskinan
dan memberikan upaya dalam mengentasnya.
Secara Bahasa, kemiskinan berasal dari Bahasa Arab yang
berarti kemiskinan yang ekstrem, sebagaimana dalam firman Allah
SWT dalam Q.S Al-Balad (90) ayat 16,

o/; % ° ~ "//Qa/
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Arti: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya menjadi suatu
kewajiban bagi seorang Muslim untuk memberikan makan bagi
mereka yang kelaparan dalam kondisi kesusahan, dimana salah satu
yang berhak diantaranya adalah anak-anak yatim-piatu. Hal ini
ditegaskan kembali Ketika Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang
suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah
dia menyambung tali silaturahmi” (Hadis Riwayat Bukhari dan
Muslim). Lebih lanjut, kemiskinan dalam Al-Qur;an juga
digambarkan sebagai seseorang yang tidur di tanah, atau tidak
memiliki tempat (rumah) untuk berlindung. Mereka di antaranya
adalah orang yang tidak punya rumah, gelandangan, anak jalanan
yang biasanya dipaksa untuk bekerja dan lain sebagainya.
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Kata fakir juga berasal dari Bahasa Arab yakni al-faqru
atau al-ihtiyaaj yang berarti membutuhkan (need/require). Hal
tersebut telah dijelaskan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam
Q.S Al-Qashash (28) ayat 24,

(D58 = L A ERTWE o5 06 Ja JIdsF G aas

Arti: “Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong)
keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa:
"Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu
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kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".

Apabila sebelumnya kita mendefinisikan miskin sebagai
seseorang yang memiliki harta (uang) namun tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasar. Lebih lanjut, Sheikh An-Nabahani
dalam kitabnya Nidzamul Iqtishadi fil Islam, mengkategorikan
seseorang sebagai fakir adalah ketika seseorang tersebut tidak
mempunyai harta begitu pula penghasilan untuk memenuhi
kebutuhannya. Hal ini yang kemudian menjadi perbedaan mendasar
yang memisah kategori miskin dan fakir. Dimana ini sudah
dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 60 yang
menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat atau
siapa saja yang dikategorikan sebagai mustahik, dan dua di
antaranya adalah al-furaqa atau orang-orang fakir dan al-masakin
(orang-orang miskin).
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Arti: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
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dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kemiskinan, baik dari perspektif apapun, merupakan suatu
realitas yang memerlukan pemahaman yang akurat. Namun, dalam
masyarakat Barat yang menganut sistem ekonomi Kapitalis,
pandangan mereka mengenai kemiskinan jauh lebih berbeda
(Abidin, Bakar and Sahlan, 2013). Mereka melihat kemiskinan
sebagai sebuah kondisi ketidakmampuan yang mutlak dalam
memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Di dalam pandangan
mereka, karena kebutuhan terus berkembang seiring
perkembangan barang dan jasa, maka mereka percaya bahwa upaya
untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga mengalami perubahan
dan variasi yang signifikan.

Pendekatan Islam terhadap kemiskinan jelas berbeda dari
pandangan Barat yang mengaitkannya dengan perkembangan
ekonomi dan geografis. Dalam konteks pandangan Islam,
kemiskinan dianggap sebagai masalah universal yang tidak
memandang asal-usul geografis atau agama individu. Dengan kata
lain, Islam menekankan bahwa hakikat kemiskinan tetap serupa,
apakah itu di Eropa, Amerika, atau di negara-negara Islam.

Pandangan Islam menekankan bahwa hukum dan
mekanisme untuk mengatasi masalah kemiskinan harus konsisten
dan tidak berubah, berlaku sama di seluruh dunia. Oleh karena itu,
upaya penyelesaian masalah kemiskinan dalam pandangan Islam
tetaplah konstan dan tidak mengalami variasi berdasarkan lokasi
geografis atau kepercayaan agama. Ini mencerminkan keyakinan
[slam bahwa kemiskinan adalah realitas yang dihadapi oleh seluruh
umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama mereka.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan dipahami sebagai
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia secara
menyeluruh. Hukum Islam telah memberikan definisi konkret untuk
kebutuhan primer ini, yang mencakup tiga aspek utama: sandang
(pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).
Pandangan ini didasarkan pada ayat dalam Al-Quran, khususnya
dalam Surat Al-Bagarah (2) ayat 233,
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Arti: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat tersebut, Allah SWT memberikan pedoman
mengenai bagaimana seorang ayah harus memenuhi kebutuhan
dasar keluarganya, termasuk istri dan anak-anak. Ayat ini
menekankan pentingnya menyediakan sandang, pangan, dan papan
untuk anggota keluarga. Dengan demikian, Islam menegaskan
bahwa pemenuhan kebutuhan primer ini adalah tanggung jawab
sosial dan moral, dan memandang kemiskinan sebagai
ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan ini. Oleh
karena itu, sistem sosial dalam Islam memiliki peran yang penting
dalam mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa kebutuhan
dasar semua individu terpenuhi.
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8.3 Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Syariah

Konsep mashlahah untuk mencapai falah sebagai prinsip
dari konsep kesjahteraan ekonomi syariah mempunyai peranan
penting untuk diterapkan pada setiap kegiatan perekonomian untuk
menghindari  ketidakadilan yang mungkin terjadi. Islam
menganjurkan umatnya untuk melakukan berbagai aktivitas dunia
berdasarkan akhlak (perilaku baik) sehingga setiap aktivitas selalu
dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Hal ini dimaksudkan agar upaya
mencapai kepentingan duniawi tidak berjalan curang, melanggar
berbagai aturan atau merugikan pihak lainnya, namun harus
dilakukan dalam batas kewajaran dan menghormati orang lain. Oleh
karena itu, dalam kegiatan ekonomi Islam harus dijiwai dengan
akhlak yang mulia.

Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha sukses. Sejumlah
sahabat rasul juga melakukan hal serupa. Di sisi lain, kritik ditujukan
kepada mereka yang tidak berusaha dan lebih mengandalkan belas
kasih orang lain. Namun Islam mempunyai prinsip dalam
menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu batasan-batasan yang boleh
dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang tujuannya
tentu saja untuk mencapai Kkesejahteraan umum. Dimana
kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kesejahteraan secara
holistik yang tidak hanya membawa kebaikan bagi kehidupan
manusia di dunia namun juga memberikan kebaikan bagi
kehidupan manusia di akhirat. mashlahah merupakan esensi
kebijakan syariah dalam menyikapi dinamika sosial, politik, dan
ekonomi.

Mashlahah adalah konsep dalam muamalah (urusan dunia)
yang menekankan pada kemaslahatan yang diatur sesuai dengan
prinsip-prinsip syari'ah (hukum Islam). Dalam konteks ini,
kemaslahatan tidak hanya terbatas pada keuntungan materi dan
tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi konvensional.
Sebaliknya, maslahah mencakup berbagai dimensi dalam
kehidupan, termasuk spiritual, sosial, dan ekonomi, dan tujuannya
adalah untuk mencapai falah (Widiastuti et al,, 2022).

Falah adalah kesuksesan atau kebahagiaan sejati, yang tidak
hanya mencakup kesejahteraan di dunia, tetapi juga kesejahteraan
di akhirat. Dalam pandangan Islam, mencapai falah adalah tujuan
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utama kehidupan manusia. Hal ini dapat dicapai dengan
mengamalkan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dalam semua
aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Fuadi et al,
2021). Dalam konteks ekonomi Islam, maslahah mengacu pada
prinsip-prinsip yang mencakup aspek etika, keadilan, dan
kesejahteraan sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini dan
menjauhi praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, individu dan
masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dunia dan meraih
kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi, keselarasan antara mashlahah
dan falah adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, di mana
tujuan akhir adalah mencapai kesejahteraan dan keberkahan yang
mencakup kehidupan di dunia dan di akhirat.

8.4 Peran ZISWAF dalam Pengentasan Kemiskinan

Islam mengajarkan manusia untuk saling mencintai,
menghormati, mendukung, dan mengadopsi kedermawanan atau
amal dari ajarannya, termasuk melalui program Zakat, Infak,
Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). ZISWAF merupakan akronim yang
berasal dari kata zakat, infaq, shadagah dan wakaf yang merupakan
bentuk sedekah dalam Islam yang saling berinteraksi. ZISWAF
mempunyai potensi yang besar sebagai sarana pembiayaan sosial
bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya, selain itu dapat menjunjung tinggi kemanusiaan,
menghilangkan kemiskinan, keserakahan, materialisme,
mensucikan jiwa dan menciptakan kedamaian hidup, serta
mengatasi permasalahan sosial ekonomi.

Peran tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dan
mengatasi permasalahan perekonomian yang terjadi di masyarakat
khususnya umat Islam. Pandemi Covid-19 yang muncul dalam 2
tahun terakhir menjadi kendala terbesar dalam segala aktivitas,
terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Banyak negara yang
mengalami kerugian akibat pandemi ini, termasuk Indonesia.
Dimana seluruh distribusi terhenti, konsumsi terus meningkat,
namun produksi terhenti karena pembatasan yang diberlakukan
pemerintah. Akibat pandemi tersebut, tidak sedikit masyarakat yang
mengalami kemiskinan, dan hal ini terjadi hampir di seluruh
belahan dunia. Dengan munculnya kemiskinan, banyak terjadi

125



kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi orang lain,
khususnya Masyarakat (Umi Khusnul Khotimah, 2020).

Komunitas merupakan elemen terbesar dalam pengelolaan
ZISWAF. ZISWAF tidak dapat berfungsi tanpa masyarakat karena
masyarakat merupakan aktor yang berada di bawah kendali
ZISWAF yaitu sebagai penerima dan penyalur dana. Dana ZISWAF
disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk
delapan ashnaf (kelompok yang berhak menerima zakat) yaitu fakir,
fakir miskin, gharim, amil, muallaf, rigab, fi sabilillah, dan ibnu sabil.
Peran ZISWAF sangat penting dalam perekonomian, sosial, budaya
dan pendidikan Indonesia. Masa pemulihan pascapandemi seperti
saat ini, diharapkan umat Islam yang memiliki harta lebih dapat
meringankan beban saudara-saudaranya dalam bentuk ZISWAF.

Dari sinilah banyak gerakan sosial yang dilakukan untuk
kepentingan kehidupan masyarakat miskin dan kepuasan
konsumsinya. Gerakan sosial ini meliputi bantuan sosial langsung
dari negara, bantuan sosial dari lembaga sosial, dan bantuan
langsung dari individu yang mempunyai kekayaan lebih. Pasca
pandemi yang melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir,
perekonomian nasional Indonesia perlu bangkit dengan bantuan
semua sektor, salah satunya dengan mengoptimalkan gerakan sosial
melalui ZISWAF. Komunitas sosial adalah kelompok sosial atau
orang-orang yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan
masyarakat dan kesejahteraan sesama manusia . Hal ini sangat
penting untuk diketahui, agar masyarakat lebih termotivasi untuk
menjalankan program ZISWAF dengan cara menyalurkannya ke
masyarakat sosial agar terdistribusi dengan baik, sehingga proses
stabilisasi perekonomian Indonesia pasca pandemi menjadi lebih
baik dan masyarakat akan semakin sejahtera (Anon., 2018).

Peran ZISWAQ secara general

Potensi ZISWAF sangat besar untuk mengentaskan
kemiskinan, zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan.
Untuk mewujudkan dana zakat produktif diperlukan kerjasama
seluruh lapisan masyarakat, bantuan pengurus yang profesional
dengan pemahaman penuh mengenai tanggung jawab sosial sebagai
upaya mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, serta mensejahterakan mereka. mekanisme
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dan kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi
mustahik di masa pandemi covid-19. la menemukan, tidak semua
mustahik menggunakan dana zakat produktif 100 persen untuk
mengembangkan usahanya sesuai harapan, melainkan untuk
memenuhi kebutuhan pokok. Mustahik khususnya lebih
membutuhkan pemenuhan dengan manfaat jangka pendek untuk
menopang kehidupannya.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kinerja ZISWAF,
dengan meningkatkan religiusitas masyarakat. masyarakat secara
internal melalui dakwah para ulama mengenai penerapan ZISWAF.
Dari sisi eksternal dengan meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan ZISWAF, dan meningkatkan partisipasi
pemerintah dalam sosialisasi peraturan mengenai ZISWAF, serta
memberikan akreditasi Pengelolaan Zakat, Infag, Amal dan Wakaf
serta Sanksi bagi lembaga yang melakukan pelanggaran. Salah satu
penyebab  kemiskinan disebabkan oleh tingginya angka
pengangguran.

Konsep distribusi zakat produktif kepada masyarakat miskin

Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang
erat. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia
menggerakkan hati nurani masyarakat yang lebih mampu
membantu masyarakat miskin. juga menganalisa bahwa kontribusi
LAZISMU dalam menghadapi dampak pandemi dengan berbagai
program antara lain pemberian beasiswa, penyaluran sembako,
bantuan panti asuhan dan lain-lain, semua itu dilakukan sesuai
dengan prosedur peraturan dan protokol kesehatan LAZISMU di
masa pandemi. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah
diuraikan di atas, secara umum terdapat persamaan dalam
pembahasan mengenai implementasi ZISWAF di masyarakat.

Konsep Keadilan pada ZISWAF Prinsip keadilan sesuai
dengan hukum Islam, karena Islam menghendaki keadilan dalam
segala hal. ZISWAF merupakan bagian dari mekanisme keagamaan
yang menitikberatkan pada prinsip keadilan melalui semangat
pemerataan pendapatan. Dana ZISWAF diambil dari harta orang-
orang yang mempunyai kelebihan kekayaan dan disalurkan kepada
orang-orang yang membutuhkan, namun tujuan ZISWAF bukan
untuk memiskinkan orang-orang kaya. Hal ini disebabkan karena
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harta yang dikeluarkan untuk zakat mempunyai kriteria-kriteria
tertentu yang telah ditentukan menurut syariah, karena di dalam
harta yang dimiliki seseorang itu terdapat beberapa hak milik orang
lain yang harus diberikan kepada kelompok atau kelompok tertentu
yang memerlukannya agar dapat dicairkan. menjadi berkah.

I[slam tidak hanya mengatur zakat tetapi juga mendorong
pelaksanaan infaq, shadagah dan wakaf. Pemerintah mempunyai
peranan penting dalam mengatur pengelolaan ZISWAF,
sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
namun pemerintah tidak berhak memaksa setiap orang untuk
melaksanakannya, karena pelaksanaannya bersifat sukarela, yang
berasal dari hati seseorang dan dilakukan dengan penuh keikhlasan
dengan mengharap ridha Allah SWT. Zakat bersifat wajib dan
dilaksanakan dengan cara tertentu, atas nama orang tertentu,
diambil dari dana tertentu dengan syarat tertentu, dengan
pembayaran tertentu, dibayarkan pada waktu tertentu dan
dibagikan kepada orang-orang tertentu yang berhak memilikinya.
Konsep pembiayaan Qardh melalui dana wakaf uang

Qardh dalam dana wakaf merupakan sunnah halal dan tidak
dilaksanakan secara khusus seperti zakat. Ketika zakat mempunyai
nishab, maka shadaqah dan infaq tidak mengetahui nishab.
Shadagah dan infaq diberikan oleh setiap mukmin yang mempunyai
penghasilan tinggi atau rendah, baik luas maupun sempit, dan dapat
diberikan kepada siapa saja. Infaq diberikan dalam bentuk nyata
sedangkan sedekah dapat diberikan dalam bentuk nyata maupun
tidak nyata. Allah SWT menjelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 134
yang artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (harta), baik
di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai
orang-orang yang berbuat baik.” Sedangkan wakaf adalah harta
milik seseorang atau sekelompok orang yang hakikatnya abadi atau
tidak habis bila digunakan.

Harta tersebut dilepaskan oleh pemiliknya, maka harta
tersebut tidak dapat diambil alih. dihibahkan, diwariskan, atau
diperdagangkan. Kemanfaatan harta tersebut adalah untuk
kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ZISWAF
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merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat menganjurkan agar
setiap warga masyarakat saling berbagi dan memberi. Perilaku
memberi dan berbagi bersifat sukarela dan amal, tujuannya adalah
untuk memberikan ruang bagi setiap orang yang benar-benar
membutuhkan, dan memberi juga dapat meningkatkan
kesejahteraan setiap orang. Masyarakat yang mempunyai harta bisa
dititipkan sebagai salah satu bantuan bagi masyarakat miskin yang
sangat membutuhkan dalam bentuk ZISWAF, namun tidak ada yang
peduli, termasuk pemerintah.

Dalam implementasi ZISWAF, masyarakat merupakan
elemen terpenting dan diperlukan.Masyarakat mempunyai dua
peran sekaligus, yaitu dapat menjadi penyedia ZISWAF dan juga
penerima manfaat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi
rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, antara
lain faktor agama, psikologis, sosial, peraturan pemerintah dan
atribut lembaga zakat. Faktor religiusitas, artinya religiusitas
responden tidak hanya terbatas pada pengetahuan saja, namun
sudah pada tataran pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
Motivasi pembayaran ZISWAF ke lembaga zakat dan wakaf juga
mencerminkan religiusitas yang tinggi. Sedangkan faktor psikologis
adalah faktor internal yang bersifat motivasi diri tanpa adanya
paksaan dari pihak manapun.

Apabila persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap
seseorang dalam hal umum adalah positif, maka cenderung
tindakan yang diambil oleh individu tersebut juga akan bersifat
positif. Faktor sosial, termasuk dukungan dan motivasi dari
keluarga, teman-teman sebaya, dan lingkungan sosial, dapat
memainkan peran yang signifikan dalam membentuk perilaku
individu. Namun, dalam konteks pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak,
Sedekah, dan Wakaf), faktor ini tidak selalu cukup untuk mendorong
individu untuk berkontribusi.

ZISWAF adalah anjuran keagamaan yang berasal dari nilai-
nilai agama, terutama dalam Islam. Dalam hal ini, penting untuk
memahami bahwa ketika seseorang memiliki pemahaman yang
kuat mengenai agamanya dan keyakinan yang mendalam terhadap
nilai-nilai agama tersebut, maka individu tersebut cenderung
terdorong untuk mengamalkan ajaran agama, termasuk kewajiban
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berkontribusi pada ZISWAF. Dorongan dari keluarga dan kelompok
sosial dapat memperkuat sikap positif terhadap ZISWAF, tetapi
tanpa pengetahuan agama dan keyakinan yang kuat, dorongan ini
mungkin tidak akan cukup untuk mendorong seseorang untuk
berkontribusi secara signifikan. Dengan kata lain, ZISWAF bukan
hanya tentang faktor sosial, tetapi juga sangat terkait dengan
pemahaman, keyakinan, dan praktik agama individu. Mereka yang
memiliki pengetahuan agama yang baik dan keyakinan kuat dalam
ajaran agama mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif
dalam kegiatan ZISWAF, karena mereka melihatnya sebagai sebuah
tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Dengan demikian, pemanfaatan dana ZISWAF (Zakat, Infak,
Sedekah, dan Wakaf) dalam pengentasan kemiskinan merupakan
suatu pendekatan yang kompleks yang memandang dana ZISWAF
sebagai alat yang tidak hanya menyediakan bantuan finansial
kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, tetapi juga
sebagai instrumen untuk mencapai perubahan sosial yang lebih
mendalam. Dana ZISWAF, ketika dikelola dan didistribusikan secara
bijaksana, dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan
memberdayakan komunitas yang rentan dan melibatkan mereka
dalam proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas ekonomi, akses
pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Lebih dari sekadar mengatasi
gejala kemiskinan, pemanfaatan dana ZISWAF yang komprehensif
menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di mana individu yang
dulunya miskin dapat menjadi agen perubahan dalam komunitas
mereka, mendukung pencapaian falah (kebahagiaan sejati)
sepanjang hidup mereka, yang seiring berjalan dengan pengurangan
kemiskinan, juga mencakup transformasi sosial dan keadilan.
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BAB 9
KEWIRAUSAHAAN DALAM EKONOMI
SYARIAH

Oleh Risti Lia Sari

9.1 Pengertian Kewirausahaan dalam Ekonomi
Syariah

Kewirausahaan dalam ekonomi islam mempuntai arti suatu
kegiatan dalam ekonomi islam, yaitu berwirausaha dengan
berlandaskan prinsip - prinsip syariah yang bertujuan untuk
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dikarenakan di dalam
Islam kegiatan kewirausahaan itu adalah suatu kegiatan yang
berinteraksi dengan sosial, diantara lainnya adalah berinteraksi
dengan penyedia barang, pelanggan dan lain - lain. Maka dari itu, di
dalam kegiatan berwirausaha harus memperhatikan beberapa hal
diantaranya ada keberkahan di dalamnya. Yang dimaksud
keberkahan di berwirausaha adalah, selain wirausaha dalam
melakukan usahanya tujuannya untuk mencapai profit atau laba
yang banya, tetapi ada sisi lain yang juga harus diperhatikan, yaitu
adalah membangun hubungan yang baik kepada pelanggan agar
pelanggan tersebut merasa loyal, yaitu dengan dengan cara
menerapkan prinsip-prinsip sayriah yang antaranya adalah tidak
berbuat bohong, tidak mendholimi, tidak melakukan suap terhadap
penuyedia barang atau bahan baku bahkan kepada pelanggan.
Selain itu dalam berwirausaha, diharapkan dapat mencapai falah,
yaitu keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan secara sosial
(Aditi, 2018).
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9.2

Prinsip - Prinsip Kewirausahan dalam Ekonomi
Syariah

Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah mempunyai

bebrapa prinsip yang diantaranya adalah :

1.
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Kejujuran

Prinsip kewirausahaan kejujuran adalah salah satu kunci di
dalam berwirausaha, karena di dalam berwirausaha apabila
kita bersikap jujur, akan berdampak pada loyalitas
pelanggan, dan apabila pelanggan tersebut dapat bersikap
loyal terhadap pelaku wirausaha, pastinya pelaku
wirausaha tersebut akan merasa ada keberkahan di dalam
kegiatan usaha tersebut.

Keadilan

Prinsip kewirausahaan keadilan merupakan prinsip yang
dibutuhkan di dalam pelaku usaha, karena dengan bersikap
adil, akan dapat menambah loyalitas pelangggan. Contoh
salah satu sikap keadilan didalam berwirausaha antara lain
adalah tidak adanya riba, tidak boleh berbohong atau jujur,
tidak boleh mendholimi, tidak boleh melakukan suap, tidak
boleh melakukan spekulasi atau sesuatu yang kurang jelas,
tidak boleh melakukan riswah, tidak boleh melakukan
gharar dan lain-lain.

Kesejahteraan

Prinsip kewirausahaan kesejahteraan merupakan prinsip
yang dibutuhkan di dalam berwirausaha, karena dengan
mencapai kesejahteraan pelaku usaha dapat melakukannya
secara luas, yaitu dengan cara selalu membuat loyal
pelanggannya, memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai
dengan permintaan produknya, melayani dengan prinsip
syariah dan lain-lain.

Tidak adanya Riba

Prinsip kewirausahaan dengan tidak adanya riba salah satu
prinsip penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Karena
dengan adanya penghapusan riba, pelaku usaha bias
mendapatkan modalnya dengan cara melakukan
pembiayaan usaha pada lembaga keuangan, dengan akad
mudhorobah, yaitu nantinya keuntungan dari hasil usaha



tersebut akan dibagi dua antara peminjam modal dengan
pemberi modal, di dalam perbandingan keuntungannya
tergantung kesepakatan mereka berdua. Selain itu apabila
pelaku usaha ingin mendapatkan modal dengan cara
melakukan pembiayaan di lembaga keungan, dan tidak
dengan melakukan riba, berarti pelaku usaha sudah
melaksanakan prinsip keadilan, dan sekaligus menerapkan
prinsip di dalam ekonomi islam. Bahkan manfaat lainnya,
tidak merusak tatanan perekonomian ataupun tatanan
dalam berwirausaha (Darojat & Darojat, 2013).

9.3 Karakteristik Kewirausaahn dalam Ekonomi

Syariah
Karakteristik kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah antara
lain adalah :
1. Iman dan Takwa

Karakteristik kewirausahaan syariah Iman dan Takwa
merupakan karakteristik yang dibutuhkan dalam berwirausaha
[slam, Iman itu artinya percaya dan Takwa adalah implementasi
dari kepercayaan tersebut. Iman dan Takwa menjadi kunci
utama bagi pelaku usaha, yaitu dengan mencapai kebahagiaan
dunia dan akhirat. Hal tersebut terdapat pada surat Ash-Shaff
ayat 10-11 yang artinya “hai orang-orang yang beriman
sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat
menyelamatkanmu dari azab yang pedih yaitu kamu beriman
kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan
harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu
mengetahuinya” (Friana, 2015).

Memprioritaskan Prinsip Halal

Karakteristik kewirausahaan sayriah memprioritaskan prinsip
halal adalah salah satu indiaktor sukses di dalam berwirausaha.
Contohnya apabila dalam berwirausaha, dari modalnya kita
tidak boleh menggunakan riba, kemudian di dalam proses
produksinya, bahannya juga harus bahan yang halal, tidak
mengandung yang haram, setelah dalam memproduksi barang,
barangnya akan ditentukan harga, dan barang tersebut harus
dipasarkan, dengan cara yang halal, contohnya apabila
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menawarkan barang kepada komsumen, harus sesui dengan
yang ditawarkan, dalam arti tidak berbohong atau mendholimi
konsumen tersebut. Jadi apabila dalam pelaku usaha dari
mendapatkan modal, memproduksi barang dan memasarkan
memepriorotaskan  kehalalan, akan berdampak pada
kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal tersebut terdapat pada Al-
Quran Surat Al-Maidal ayat 88 yang berbunyi “ Dan makanlah
makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejekikan
kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamunberiman
kepadaNya” (Iriyanto & Iriyanto, 2008).

Tidak Berlebihan atau Ishraf

Karakteristik kewirausahaan syariah tidak berlebihan atau
ishraf adalah salah satu karakteristik yang akan berdampak
bagi pelaku usaha dalam mencapai kebahagiaan dunia dan
kahirat. Dalam berwirausaha syariah, dianjurkan tidak boleh
bersikap berlebihan atau bersikap ishraf, contohnya apabila
dalam mendapatkan profit pelaku usaha tidak diperbolehkan
mempergunakan hasil usaha atau profitnya secara berlebihan,
Karena dalam Ekonomi Islam harus digunakan semana
mestinya dengan mempertimbangkan kebutuhan, bukan
keinginan, yaitu keuntungan atau profit tersebut selain
digunakan untuk kebutuhan konsumsi, juga harus diguankan
untuk biaya tabungan, investasi bakan untuk pendistribusian
ZISWAF. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran Surat Al-A'raf
Ayat 31 yang berbunyi “ Hai anak adam pakailah pakaianmu
ayng indah di setiap masuk masjid, makan dan minumlah
dengan jangan berlebihan, dan sesungguhnya Allah tidak
menyukai olrang-orang yang berlebihan”

Meniatkan Ibadah Kepada Allah

Karakteristik kewirausahaan syariah meniatkan ibadah kepada
Allah juga salah satu karakteristik untuk emncapai kesuksesan
seorang pelaku usaha, kartena di dalam setiap segala kegiatan
perekonomian, harus meniatkan untuk ibadah kepada Allah
SWT. Di dalam kegiatan usaha dianjurakan untuk meneladani
sifat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap jujur (shiddiq),
dapat dipercaya (amanah), komunikatif (tabliq) dan cerdas /
bijaksana (fathonah). Hal ini terdapat pada Al-Quran Surat Al-



Jumuah Ayat 10 yang berbunyi “ apabila telah ditunaikan sholat,
maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia
Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agak kamu beruntung”
(Munaroh, 2016).

5. Berpengalaman secara luas
Karakteristik kewirausahaan syariah dengan
berpengalaman secara luas itu sangat diperluakna
padaseorang pelaku usaha, karena di dalam berwirausaha
seorang pelaku usaha harus berpengalam atau berwawasan
luas, dengan tujuan agar supaya bias mensejahterakan
pelanggan di dunia dan akhirat. Karena dengan berwawasan
dan berpengalaman yang luas pelaku wusaha dapat
meminimalisir semua bentuk resiko dan memrancang dan
memepertahankan peluang yang tujuannya untuk
mengembangkan usaha tersebut, hal ini terdapat pada Al-
Quran surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi “ bacalah dengan
menyebut nama Allah yang menciptkan, Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah, dan
Tuhanmulah yang Maha Pemurah denagn perantara Kalam
dia mengajar kepada manusi yang tidak diketahuiNya”.

6. Membangun Hubungan Baik dengan Relasi
Karakteristik kewirausahaan syariah dengan membangun
hubungan baik dengan relasi adalah salah satu tujuan dalam
memupuk rasa loyalitas pelanggan, karena ketika kita
menciptakan hubungan yang baik dengan relasi contohnya
pelanggan, penyedia barang, pelanggan tersebut akan
merasa dihormati, dibutuhkan serta akan terjadinya saling
emmburtuhkan yang harmonis (Prasetyani, 2006).

9.4 Peran Wirausaha dalam Ekonomi Syariah
Ada beberapa peran wirausaha dalam Ekonomi Islam yang
antara lain adalah
1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Peran wirausaha syariah dalam menciptakan lapangan kerja
itu salah satunya adalah dengan membuat usaha produk,
kemudian di dalam usaha tersebut berinteraksi dengan
sumber daya manusia antaranya penyedia barang,
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suppliyer, tenaga kerja bahkan pelanggan atau konsumen.
Dengan pelaku usaha berhubungan dengan sumber daya
manusia tersebut, berarti salah satunya kita dapat
menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu tenaga kerja, dengan
pengusaha memperkerjakan tenaga kerja sebagai karyawan,
otomatis pelaku usaha memberi kesempatan sumber daya
manusia untuk bekerja.

Menciptakan Inovasi dan Pembangunan Ekonomi

Peran wirausaha syariah dalam menciptakan inovasi dan
pembangunan ekonomi itu dengan cara menciptakan
produk tersebut agar supaya lebih diminati oleh pelanggan
atau konsumen yaitu dengan cara memberikan inovasi
produknya. Sebagai contoh produk itu apabila pelaku usaha
hanya menciptakan produk yang sama dari tahun ketahun,
pelanngan akan merasa bosan dan akan mengalami
penurunan loyalutas, tetapi beda apabila seorang pelaku
usaha, memproduksi produknya dengan selalu menciptkan
inovasi, pelanngan atau monsumen akan merasa semakin
tinggi loyalitasnya. Kemudian pelaku usaha dalam
menciptakan pembangunan ekonomi itu juga salah satu
epran seorang wirausaha, karena dengan menciptakan
pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan cepat
meningkat. Karena pertumbuhan ekonomi dikatakan bagus
atau men ingkat itu apabila di Negara tersebut terdapat
sektor riil yang tinggi, yaitu adanya kewirausahaan yang
sesaui dengan prinsip syariah (Prawirokusumo, 2003).
Distribusi Kekayaan yang Merata

Peran wirausaha sayriah denagn distribusi kekayaan yang
merata salah satu contohnya adalah, bahwa di dalam
ekonomi islam, kekayaan tidak boleh bergerak pada
beberapa orang saja, melainkan semua golongan harus
merasakan kekayaan tersebut. Untuk dapat kekeyaan
tersebut itu dapat merata, atau tidak hanya berada pada
beberapa orang saja, salah satunya dengan cara kerjasam
dalam islam atau yang sering disebut Syirkah, yaitu bagi
seorang yang memiliki modal, tetapi tidak mempunyai
kemampuan untuk melakukan usaha, dapat bekerjasama



dengan seorang yang mampu melakukan usaha, tetapi tidak
mampu untuk mengeluarkan modal usaha, kedua pelaku
usaha tersebut bekerjasama untuk melakukan usaha,
produk dan keuntungan disepakati mereka berdua.
4. Menerapkan Nilai-Nilai Islam

Peran wirausaha syariah dalam menerapkan nilai-nilai yang
antara lainny adalah menerapkan atau meneladani sifat
Rasulullah SAW, yaitu dengan sifat jujur, tolong menolong
(taawun), tidak berbohong, tidak mengecewakan pelanggan,
tidak menggunakan riba, amanah, dapat dipercaya dan lain
sebagainya (Antonio, 2001).

9.5 Motif Berwirausaha dalam Ekonomi Syariah

1. Berwirausaha mendapatkan keuntungan
Berwirausaha salah satu tujuannya di dunia adalah
mendapatkan keuntungan, laba ataupu profit, tetapi tidak
hanya profit atau keuntungan yang dipikirkan sebagi wirausaha
syariah, antara lainnya harus mementingkan kemaslahatan
umat, yaitu harus ada keberkahan didalam wirausahanya,
dengan memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan,
permintaan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan,
menepati janji pada pelanggan agar pelanggan tersebut dapat
mencapai loyaliats yang tinggi dan pelaku usaha akan
mendapatkan atau merasakan kebahagiaan di dunia dan
akhirat.

2. Berwirausaha adalah suatu hobi
Sebagai pelaku usaha atau wirausaha syariah dalam melakukan
usaha tersebut harus menjadikan suatu hobi, karena dengan
suatu hobi, seorang pelaku usaha akan dapat merasakan
bahagia atau senang dalam melaksakan wirausaha tersebut.
Dengan hobi pekerjaan berwirausaha akan dilaksnakan dengan
santi tapi serius, dan memepertimbangkan prinsip-prinsip
dalam ekonomi islam, dan dampaknya pelaku usaha nanti akan
dapat mencapai atau meraskan kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Berwirausaha mendapat keberkahan
Sebagai pelaku usaha atau wirausaha syariah selain ingin
mendapatkan keuntungan dan sebagai hobi, tapi dengan
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9.6

mencapai keberkahan, berkah disini bukan hanya kesenangan
atau loyalitas pelanggan, tetapi dengan keberkahan antara
pelaku usaha dengan pelanggan itu sama sama memberikan
kontribusi, yaitu pelaku usaha dapat merelakan barang
produknya untuk dijual, yang didalamnya ingin mendapat
keuntungan, kemudian bagi pelanggan atau konsumen
merelakn sejumlah uangnya untuk mendapatkan barang yang
dibutuhkan, setelah pelanggan menemukan barang yang
dibutuhkan, pelanggan akan merasa terpenuhi kebutuhannya
(Kartajaya, 2006).

Membangun Etos Kerja Wirausaha Syariah
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

membangun etos Kerja seorang pelaku usaha, yang antaranya
adalah:

1.
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Percaya Diri

Dalam membangun etos Kkerja wirausaha syariah salah
satunya adalah dengan menciptakan sikap percaya diri,
karena sikap percaya diri daalm kegiatan berwirausaha
semua akan berjalan dengan lancar, contohnya apa bila
pelaku usaha sudah percaya diri memproduksi produk
sampai memasarkan ke pelanggan, pastinya pkonsumen
atau pelanggan juga akan ikut eprcaya kepada pelaku usaha
tersebut. Apa bila pelanngan sudah mempercayai produk
yang dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut, nantinya juga
akan membuat pelanggan tersebut puas dan mengalami
loyal yang tinggi.

Istigomah dan Konsisten

Sikap istigomah atau konsisten di dalam membangun etos
kerja wirausaha syariah sangat penting, dikarenakan dalam
berwirausaha istigomah atau konsisten itu akan berdampak
pada kepuasan pelanggan, sebagai contoh ketika seorang
pelaku usaha tersebut istiqomah dan konsisten di dalam
memproduksi barang dengan cara atau prosedur yang ada,
tidak akan mengecewakan pelanggan. Dengan sikap
istigomah dan konsisten, pelaku usaha juga akan cepat
mendapatkan ekuntungan yang lebih, dikarenakan,



pelanggan akan selalu loyal terhadap pelaku usaha tersebut
(Tumbunan, 2012).

. Berfikir Positif

Berfikir positif dalam membangun etos kerja wirausaha
syariah juga sangat penting, karena di dalam Ekonomi
Islam, berfikir yang posistif dampaknya juga pada hasil
usaha atau profit yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena
prasangka baik kita InsyaAllah seperti yang sudah
ditakdirkan oleh Sang pencipta yaitu Allah SWT. Itu artinya,
apabila pelaku usaha berfikir yang positif khusunya akan
berjalan denagn lancar kegiatan wirausahanya, nantinya
dampaknya juga akan kepada profit dan keberkahan di
dunia dan akhirat.

. Sifat Ulet

Sifat ulet di dalam membangun etos kerja sangat tepat
dibutuhkan, karena apabila seorang pelaku usaha bersifat
ulet dan tidak mudah menyerah, usahanya akan bertahan
lama. Ketika dalam kegiatan berwirausaha bertahan lama,
juga akan mempengaruhi keuntungan yang lebih tinggi
serta pelanggan akan menjadi loyal.

. Dapat Memanfaatkan Waktu dengan Tepat

Untuk membangun etos kerja wirausaha syariah juga dapat
memanfaatkan waktu yang tepat, contohnya ketika pelaku
usaha ingin memproduksi barang atau produk pasti
memanfaatkan moment atau waktu yang tepat, apakah pada
saat memproduksi barang atau produk tersebut memang
tepat pada pangsa pasar, apakah pelanngan memang sedang
membutuhkan barang tersebut atau tidak, kemudian pada
waktu memasarkan barang tersebut, apakah pangsa
pasarnya tepat atau tidak. Karena apabila pelaku usaha
tidak memanfaatkan waktu denagn tepat, akan berpengaruh
terhadap laba atau profit yang diperoleh pelaku usaha
bahkan berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut

. Berorientasi Keberkahan

Untuk membangun etos kerja wirausaha syariah adalah
denagnberorientasi  keberkahahan.  Karena  denagn
berorientasi keberkahan pelaku usaha akan merasakan
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kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karenaketika pelaku
usaha dalam berwirausaha selain ingin mendapatkan
keuntungan juga ingin mendapatkan keberkahan,
dampaknya akan ke pelanggan yanga akan menjadi loyal
(Wilantara, 2016).

9.7 Bentuk - Bentuk Kewirausahaan dalam

Ekonomi Syariah
Di dalam kewirausahaan sayriah terdaapt beberapa bentuk,

yang diantaranya adalah :

1.
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Enterpreneurship

Enterpreneurship adalah suatu bentuk kewirausahaan yang
kegiatannya adalah mengolah atau emmeproduksi sumber
daya yang dimiliki, dengan tujuan mencari keuntungan atau
profit

Intrapreneurship

Intrapreneurship adalah seorang pelaku usaha yang
bergabung di dunia perusahaan atau suatu badan usaha
yang memberikan suatu idea tau gagasan, kemudian idea
tau gagasan tersebut dikembangkan, sehingga pelau usaha
tersebut  mendapatkan  profit atau  nilai  dari
mengembangkan idea tau gagasan tersebut.
Technopreneurship

Technopreneurship adalah suatu bentuk kewirausahaan
yang kegiatannya berkolaborasi antara entrepreneurship
dengan seorang manager, yang di dalam berwirausaha
meliabtkan teknologi, sehingga dari melibatkan teknologi
tersebut pelaku usaha akan dapat miningkatkan profit atau
laba yang tinggi, dibandingkan dengan tidak melibatkan
teknologi.

Sociopreneurship

Sociopreneurship adalah suatu bentuk Kkewirausahaan
dengan prioritas melibatkan atau lebih mengutamakan daya
yang dimanfaatkan sebagai solusi permasalahan secara
sosial, sehingga dapat memberikan dampak pada
masyarakat luas, contohnya  wirausaha  denagn
memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, sehingga



masyarakat yang kurang mampu tersebut akan dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mandiri (Suyatna,
2017).
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BAB 10
EKONOMI SYARIAH DAN KEUANGAN
MIKRO

Oleh Misdawita

10.1 Pendahuluan

Keuangan mikro merupakan suatu kegiatan sektor keuangan
dengan memiliki fungsi untuk menghimpun dana kemudian
memberikan pinjaman serta pembiayaan skala kecil melalui
prosedur yang tidak rumit bagi kelompok masyarakat dengan
penghasilan rendah atau keluarga miskin. Keuangan mikro memiliki
tujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok
marginal, khususnya perempuan dan masyarakat miskin pedesaan,
untuk mendorong kemandirian. Selain itu keuangan mikro juga
bertujuan untuk mendorong masyarakat miskin untuk memulai
usahanya. Memberdayakan masyarakat pedesaan dengan mengajari
mereka keterampilan dasar sehingga mereka dapat memulai usaha
dan menghasilkan uang (Baskara, 2013).

Keuangan mikro muncul karena adanya kebutuhan
masyarakat berpengahsilan rendah dan UMK atau usaha mikro kecil
untuk mendapatkan akses layanan dalam jasa keuangan. Dimana,
layanan tersebut bertujuan untuk mendapatkan peluang usaha
serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Terdapat dua tujuan
utama atas terbentuknya lembaga keuangan mikro. Pertama
menjadi lembaga yang mandiri serta efisien. Lembaga yang memiliki
tujuan ini disebut sebagai lembaga yang memiliki orientasi
komersial. Kedua, ikut berkontribusi dalam wusaha untuk
menanggulangi  kemiskinan.  Lembaga  yang  bertujuan
menanggulangi kemiskinan ini disebut sebagai lembaga yang
berorientasi sosial. Keuangan mikro syariah Indonesia
menyeimbangkan antara kedua tujuan yang berbeda orientasi
tersebut dengan membentuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT
ini berjalan dengan memiliki tujuan komersil pada tamwil-nya dan
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juga memiliki tujuan sosial pada kegiatan maal-nya dengan ara
seimbang. Sumber daya BMT berupa modal komersial serta dana
sosial dari masyarakat yang dikelola serta dimanfaatkan untuk
membatu masyarakat di wilayah itu sendiri (KNEKS, 2019).

Undang-Undang No.1 tahun 2013 mendefinisikan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan yang khusus
didirikan dengan tujuan memberikan jasa dalam pengembangan
usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau
pembiayaan dalam usaha skala mikro dan kecil kepada anggota dan
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya bertujuan untuk
mencari keuntungan (Baskara, 2013).

Di Indonesia, LKM berkembang menjadi lembaga dengan
prinsip syariah selain sebagai perbankan.. Lembaga keuangan mikro
syariah (LKMS) adalah jenis yang sama dengan LKM, tetapi
dibedakan dengan adanya prinsip syariah yang diterapkan pada
produk, kontrak, dan operasinya. Baik perbankan maupun LKMS
harus terhindar dari masyir, gharar, dan riba dalam praktik
ekonomi islam. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan dan
melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. (Jenita,
2017).

10.2 Konsep Keuangan Mikro Syariah

Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai jasa keuangan
dan/atau penyediaan produk dalam skala mikro, misalnya tabungan
mikro,kredit mikro, asuransi mikro dan transfer mikro, yang
diberikan dengan konsisten kepada masyarakat berpenghasilan
rendah, kelompok sosial yang terpinggirkan, atau rumah tangga
berpenghasilan rendah yang tidak dan belum memiliki kemampuan
menggunakan layanan  sistem keuangan formal. Perbedaan
mendasar sistem keuangan formal dengan keuangan mikro
terdapat pada pendekatan tentang agunan. Pada keuangan mikro
agunan berlandaskan tanggung jawab karena masyarakat
berpenghasilan rendah tidak mempunyai aset yang dibutuhkan
untuk dijadikan agunan, serta pendekatan personal.

Keuangan mikro secara umum diadakan dalam bentuk
kredit kecil atau pinjaman kecil yang tersedia untuk masyarakat
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berpendapatan rendah melalui program khusus yang dibentuk guna
memenuhi kebutuhan serta untuk memperbaiki kesejahteraan
mereka. Program keuangan mikto yang baik memiliki ciri-ciri antara
lain pinjamannya kecil, memiliki jangka waktu pendek, menerapkan
konsep yang tidak rumit dalam menilai peminjam an investasinya
mudah dipahami, proses pencairan tidak lama, pinjaman dapat
diulang kembali setelah pembayaran tepat waktu, serta layanan

waktu dan lokasi yang dimilki nyaman (Khan and Ahmed, 2008).

Terdapat sebelas prinsip utama di dalam keuangan mikro
menurut (CGAP (2004) yaitu sebagai berikut:

1. Subjek di dalam keuangan mikro adalah orang
berpendapatan rendah yang membutuhkan berbagai
layanan keuangan. Selain pinjaman, mereka juga
membutuhkan layanan pengiriman uang, asuransi dan yang
terpenting layanan tabungan.

2. Keuangan mikro merupakan suatu cara yang dapat
mengentaskan kemiskinan. Masyarakat berpenghasilan
rendah memakai jasa keuangan dengan tujuan menaikkan
penghasilan keluarga, membangun aset, serta melindungi
keluarga mereka.

3. Substansi dari keuangan mikro adalah membentuk sistem
keuangan yang melayani orang berpendapatan rendah.
Keuangan mikro dapat diintegrasikan ke sistem keuangan
negara untuk dapat berguna secara optimal.

4. Keuangan mikro membutuhkan kondisi keuangan yang
berkelanjutan untuk dapat melayani orang berpendapatan
rendah secara optimal. Keberlanjutan adalah salah satu
kunci keberhasilan lembaga keuangan mikro, sehingga
mereka dapat membiayai berbagai jasa dan operasionalnya
dan menjadi lembaga yang tidak bergantung dengan dana-
dana swasta atau yang lainnya. Apabila lembaga keuangan
mikro dapat memposisikan dirinya untuk mandiri dan
sustain secara keuangan, maka dapat mengurangi biaya
transaksi serta mendorong kualitas dan kuantitas pelayanan
yang lebih baik bagi nasabahnya.

5. Keuangan mikro memiliki tujuan untuk membangun
lembaga keuangan lokal yang permanen yang dapat
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menghimpun simpanan domestik, mengolahnya menjadi
pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya.

6. Layanan utama yang cocok untuk orang-orang
berpendapatan rendah tidak hanya kredit mikro. Jenis
dukungan lain dapat mendorong mereka memiliki
pendapatan atau sarana pembayaran yang lebih baik
sehingga mereka dapat hidup sejahtera.

7. Plafon suku bunga dapat menyulitkan orang berpendapatan
rendah untuk mendapatkan Kkredit. Situasi ini membuat
banyak pinjaman kecil lebih mahal daripada mengajukan
beberapa pinjaman besar. Plafon suku bunga mencegah
lembaga keuangan mikro menutupi biaya mereka, dan
dengan demikian menghambat pasokan kredit untuk orang
miskin.

8. Pemerintah membuat layanan keuangan dapat terakses oleh
masyarakat miskin bukan untuk menyediakannya secara
langsung. Pemerintah dapat menetapkan lingkungan
kebijakan yang mendukung kemajuan keuangan mikro.

9. Dana donor bukan menjadi pesaing tetapi seharusnya
melengkapi modal sektor swasta. Untuk mempersiapkan
lembaga yang dapat menggunakan pendanaan swasta, maka
donor harus memberikan dukungan awal yang sementara
saja.

10. Hambatan utama dalam keuangan mikro yaitu kurangnya
institusi dan manajemen yang kuat.

11. Transparansi kerja pada keuangan mikro sangat penting
untuk dapat mengukur kinerja lembaganya. Pelaporan
dapat membantu pemangku kepentingan menilai biaya dan
manfaat, serta kinerja LKM pun dapat ditingkatkan.

10.3 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Masyita dan Ahmed (2013) menyatakan bahwa institusi
keuangan mikro syariah yang paling sesuai dengan preferensi
masyarakat saat ini untuk menerapkan aspek dari sisi kepatuhan
syariah adalah BMT. BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat
Tamwil, yang menggabungkan ide-ide Baitul Maal dan Baitul
Tamwil. BMT terdiri dari dua lembaga: Bait al-Maal, yang berfungsi
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sebagai lembaga sosial (ta'awun), dan Bait at-Tamwil, yang
berfungsi sebagai lembaga bisnis (tijary), yang masing-masing
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, sehingga
berdasarkan hal tersebut secara otomatis sumber dan pemetik
manfaat dana juga berbeda. Oleh karena itu, BMT merupakan
lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk melakukan dua
kegiatan secara sinergis dalam operasi kelembagaan: aspek bisnis
dansosial. Secara umum, Bait al-Maal dan Bait at-Tamwil adalah
dua fungsi utama BMT. (Sudarsono, 2007) :
1. Bait al-Maal
Secara harfiah Bait al-Maal memiliki arti tempat atau rumah
menyimpan/mengumpulkan harta, karena dalam bahasa
arab Bait al-Maal terdiri dari kata "bait" yang memiliki arti
rumah dan "almaal” yang memiliki arti harta.
Dalam arti yang luas, Bait al-Maal tidak hanya berarti rumah
untuk mengumpulkan harta, tetapi juga suatu tempat di mana
harta tersebut harus diurus dan digunakan dengan cara yang
sesuai dengan syariah. Bait al-Maal tidak bekerja untuk
keuntungan. Fungsi sosialnya adalah mengoptimalkan ZISWAF
untuk membangun masyarakat yang memiliki hal untuk
mendapatkannya.
2. Bait at-Tamwil
Bait at-Tamwil asal katanya dari bahasa arab juga yang
memiliki arti organisasi yang menangani harta. Bait at-
Tamwil merupakan bentuk kata aktif dari al-Maal, dan
berhubungan dalam pengembangan harta dengan cara
mengelola harta secara ekonomi. Oleh karena itu, harta yang
dikelola di Bait at-Tamwil harus dikelola secara bisnis dan
produktif, dan fungsi ekonomi (at-tijary merupakan fungsi
Bait at Tamwil yang bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan. Akibatnya, sumber harta didalam Bait at-
Tamwil memiliki perbedaan dengan sumber harta didalam
Bait al-Maal.

BMT berkegiatan mengumpulkan dana yang bersumber dari
anggota serta memberikannya kepada pelaku UMK. Sistem hasil
digunakan oleh BMT untuk bekerja sama. Bagi hasil merupakan
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jenis perjanjian kerja sama dengan cara membagi keuntungan dan
kerugian dari bisnis. Dalam kerjasama BMT dan pelaku UMK,
penghitungan untuk bagi hasilnya didasarkan pada perolehan
keuntungan atau rugi di pelaku usaha yang telah mendapatkan
dana. Sebaliknya, dalam kerjasama BMT dan penyimpan dana,
dasar penghitungan bagi hasilnya didasarkan pada perolehan
keuntungan atau rugi pada BMT (Amalia et al,, 2016).

Gambar 9.1 berikut menunjukkan cara sederhana BMT
berputar dana sebagai lembaga keuangan mikro syariah.:

— Penggalangan Operasional BMT Penyaluran
Dana {Funding) g | Dana (Financing)
L
Modal Sisa Mudharabah
Dasar: Hasil pembiayaan
| - Setoran  [* ysana [*—] SHV total Bagi Hasil
Pokok (SHU) 4 Bagi
- Penyerta- dibagi- ™| Hasil Musyarakah
an Modal kan Pembiayaan
bersama Bagi
Simp. Sukarela Hasil
Bagi Hasil
- Simp. Mudharabah Bagi Murabahah
=1 basa 1 Hasi i Kepemilikan e
- Samp. Pendidikan barang jatuh
- Smp. Hep tempo
- Smp. Umrah
- Simo. Kurban, di BBA
Kepemilikan e
Simp. Sukarela barang
— Titipan | Bonus Ly | ——| Infak In—l s i
- Simpanan Wadi'ah
Amanahv'ZIS Qard al-Hasan |/
- Sampanan Wadi'ah Pinjaman
v kebajikan
Biaya Operasional Pool Pendapatan

Gambar 10.1. Sistem Perputaran Dana Pada BMT
(Sumber : Amalia, 2016)

Gambar 10.1 di atas menunjukkan bahwa pengumpulan
dana BMT bersumber dari modal dasar para pendiri dan
selanjutnya dari simpanan sukarela para anggota. Menurut UU No.
17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pembelian lembar modal
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dan, dana setoran pokok dianggap sebagai dana para pendiri.
Selanjutnya, dana yang dikumpulkan oleh para pendiri digunakan
untuk membiayai pelatihan pengelola dan menyediakan kantor
dengan perangkat administrasi dan perlengkapannya. Selama BMT
belum menghasilkan pendapatan yang memadai, modal ini juga
digunakan untuk biaya operasional BMT. LAZ, BAZ, yayasan, dan kas
masjid dapat memberikan dana selain dari para pendiri.

Selanjutnya, BMT memberikan dana kepada UMK dalam
bentuk pembiayaan: a) Pembiayaan mudarabah, yang merupakan
pembiayaan modal dengan mekanisme bagi hasil; b) Pembiayaan
musyarakah, yang merupakan pembiayaan bersama dengan
mekanisme bagi hasil; dan c) Piutang murabahah, yang merupakan
kepemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh
tempo; d) Piutang ba'i bi tsaman‘@jil, yang berarti
kepemilikan sesuatu dengan pembayaran cicilan setiap bulan; dan
e) Pinjaman Qardh Al-Hasan, yang berarti pinjaman tanpa
tambahan pengembalian selain biaya administrasi.

BMT bertugas untuk menjadi pihak pertama yang memberi
tahu orang-orang tentang praktik ekonomi syariah, yaitu
bertransaksi secara islami, jujur, dan tidak boleh mencurangi
timbangan. Kedua, membantu bisnis kecil dengan dana dan
pelatihan, ketiga, mengurangi ketergantungan pada rentenir dan
Keempat, memastikan distribusi ekonomi yang adil di masyarakat.
Namun, prinsip-prinsip utama yang ditetapkan oleh BMT adalah
sebagai berikut: (Ridwan, 2004):

1. Mengimplementasikan prinsip syariah dan muamalah
dalam kehidupan nyata dengan berpegang teguh pada
Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

Keterpaduan yang mendorong prinsip-prinsip etika dan
moral yang terus berubabh, adil, dan berkembang.
Kebersamaan

Profesionalisme

Kekeluargaan

Kemandirian

I[stigamah, Konsisten dan berkelanjutan.

N

No s W
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10.4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah Lainnya
10.4.1 Koperasi Syariah

Koperasi adalah kumpulan orang yang lemah yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bekerja sama untuk
memastikan bahwa setiap anggota dapat melakukan tugasnya
sebagai anggota dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan
manfaat mereka terhadap organisasi. (Firdaus dan Widyasastrena,
2017). Koperasi, menurut Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), adalah
usaha bersama yang didasarkan pada tolong-menolong untuk
meningkatkan nasib penghidupan ekonomi. Berdasarkan prinsip
"seorang untuk semua dan semua untuk seorang’, semangat
bantuan ini didorong oleh keinginan untuk membantu orang lain.
(Asti, 2015).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh
orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk
menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan
ekonomi, sosial, dan budaya. (Isrososiawan, 2014).

Selanjutnya, muncullah koperasi syariah dimana koperasi
syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya berfokus pada
pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil
(syariah). Koperasi syariah, yang juga dikenal sebagai Koperasi Jasa
Keuangan Syariah (KJKS), berkembang pesat di Indonesia untuk
memenuhi kebutuhan para anggotanya. Bank, koperasi jasa
keuangan syariah, dan unit jasa keuangan syariah diizinkan untuk
mengumpulkan dana dari anggota dan masyarakat umum dalam
bentuk tabungan, simpanan berjangka, dan pembiayaan
mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan
algadr. Selain itu, koperasi jasa keuangan juga diizinkan untuk
mengumpulkan dan menyebarkan zakat, infak, dan sedekah kepada
masyarakat umum.Termasuk juga waqaf yang diawasi secara
terpisa (Syamsiyah et.al,, 2019).

Koperasi Syariah Indonesia adalah koperasi sekunder yang
beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh
Indonesia. Koperasi syariah adalah transformasi dari konvensional
melalui pendekatan yang mengikuti contoh ekonomi Rasulullah dan

152



para sahabatnya. Koperasi syariah bekerja di bidang pembiayaan,
investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih
dikenal sebagai koperasi jasa keuangan syariah. Dalam koperasi
umum, barang jual beli disebut murabahah dan barang simpan
pinjam disebut mudharabah.  Selain perubahan nama, sistem
operasional yang digunakan juga berubabh, beralih dari konvensional
(biasa) ke sistem syariah yang mengikuti aturan Islam. (Bahagia
dan Ridwan, 2022). Koperasi syariah tidak hanya berusaha untuk
memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, tetapi mereka juga
berusaha untuk membawa keadilan dan persaudaraan ke dunia.
Untuk mencapai keadilan, pendapatan dan kekayaan didistribusikan
secara merata kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka.

10.4.2 Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah

PT. Pemodalan Nasional Madani (PNM) adalah BUMN yang
didirikan oleh pemerintah untuk mendorong usaha mikro kecil. Dan
salah satu layanan yang ditawarkannya adalah Unit Layanan Modal
Mikro (ULaMM) Syariah.

Karena unit usaha ULaMM Syariah bukan lembaga
perbankan, kegiatan ini berfokus pada penyaluran pembiayaan dan
tidak menghimpun dana dari masyarakat. (Hidayatullah, 2011).

ULaMM tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga
membantu dan membina nasabah UMK dengan pelatihan dan
konsultasi. Ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan
mendapatkan lebih banyak modal, termasuk dari lembaga keuangan
lain. Diharapkan dengan kehadiran ULaMM, lembaga keuangan lain
dapat menawarkan alternatif kepada pelaku UMK. Karena ULaMM
berfokus pada nasabah mikro yang memiliki pinjaman kecil.

Proses pembiayaan ULaMM Syariah adalah sebagai berikut:
awalnya adalah verifikasi, penaksiran biaya, serta analisis kemudian
pengikatan, pencairan, dan administrasi kemudian pembayaran
angsuran dan pengawasan serta pelaporan; dan tahap terakhir,
pelunasan dan pelepasan jaminan (PNM, 2009). Salah satu unit
bisnis PT. PNM (Persero) adalah ULaMM Syariah, yang berdasarkan
prinsip Islam. Bagi ULaMM syariah, produk pendapatan utama
adalah pembiayaan (Amalia et al, 2016).
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ULaMM Syariah adalah lembaga penyalur pembiayaan yang
dalam pelaksanaannya sesuai Kketentuan prinsip islam dan
berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha
UMKM. Kesepakatan tertulis antara ULaMM Syariah dengan
nasabah tertulis hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak
sesuai dengan prinsip islam. Jenis pembiayaan ULaMM Syariah
menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan berbasis jual beli
dengan menyatakan harga perolehan barang dan margin
keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual.

10.4.3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank
Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak
dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor
Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.
BPR Syariah memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama
masyarakat di pedesaan yang terdiri dari kelompok
ekonomi lemah.

2. Menurunkan tingkat wurbanisasi melalui penambahan
lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan

3. Meningkatkan ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi
untuk meningkatkan pendapatan perkapita sehingga semua
orang memiliki kualitas hidup yang baik.

BPR dan BPRS jika dilihat hampir memiliki banyak
kesamaan karena BPRS berdiri karena berdirinya BPR sebelumnya.
Yang membedakan BPR dan BPRS adalah prinsip operasional: BPR
dapat menjalankan kegiatan operasinya secara konvensional atau
syariah, sementara BPRS lebih sering menggunakan prinsip
konvensional pada setiap kegiatan. (Meriyati dan Hermanto, 2021).

BPRS dan Bank Syariah berbeda dalam lingkup kegiatan
mereka. BPRS hanya beroperasi di satu wilayah, sedangkan
Bank Syariah dapat beroperasi di seluruh dunia. Kegiatan BPRS
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dan BPR sama, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak
diperbolehkan. Sementara BPRS hanya berfokus pada
menghimpun dan menyalurkan dana, Bank Syariah memiliki
lebih banyak kegiatan daripada BPRS. Namun, karena karakter
operasionalnya yang unik, BPRS dapat berkonsentrasi untuk
melayani masyarakat pedesaan dan UMK

Kegiatan operasional BPRS adalah:

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan,
yang dapat mencakup: tabungan yang didasarkan pada
prinsip wadiah atau mudarabah; deposito berjangka yang
didasarkan pada prinsip mudarabah; atau bentuk lain yang
didasarkan pada prinsip wadiah atau mudarabah.

2. Menyalurkan dana melalui transaksi jual beli berdasarkan
prinsip seperti mudarabah, istisna, ijarah, salam, dan jenis
jual beli lainnya. Selain itu, menyalurkan dana melalui
pembiayaan hasil berdasarkan prinsip mudarabah,
musyarakah, dan jenis pembiayaan lainnya, serta melalui
pembiayaan tambahan berdasarkan prinsip rahn dan gard.
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BAB 11

PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
SYARIAH

Oleh Supriani Sidabalok

11.1 Pendahuluan

Ekonomi dan keuangan syariah saat ini mengalami
pertumbuhan pesat di tingkat internasional dan nasional.
Pembentukan lembaga keuangan syariah yang berbeda di beberapa
negara menunjukkan hal ini. (KNKS, 2019). Selain itu, peningkatan
permintaan produk halal dan industri keuangan syariah dari
negara-negara yang mayoritas muslim maupun non-muslim
mendorong perkembangan ini.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan populasi muslim di
seluruh dunia yang mencapai 1,9 miliar pada 2019 dan diperkirakan
akan meningkat dua kali lipat dari total populasi dunia. (Bank
Indonesia, 2021). Pada tahun 2050, Pew Research Center
memperkirakan bahwa populasi Muslim akan mencapai 3 miliar
pada tahun 2060, naik 70% dari tahun 2015, mewakili 31,1% dari
total populasi dunia. 60% dari populasi ini akan berasal dari
kelompok usia 15 hingga 59 tahun, dan 24% dari kelompok usia di
bawah 15 tahun. (Pew Research Center Religion & Public Life,
2015).

Kondisi ini pasti akan berdampak positif pada kemajuan
ekonomi syariah di masa depan. Industri keuangan syariah di
seluruh dunia terus mengalami pemulihan setelah pandemi. Jumlah
aset perbankan syariah di seluruh dunia meningkat 6,5% dari tahun
2019 sebelum pandemi, mencapai 1,411 miliar dolar AS. Tren
positif dalam pembiayaan dan dana perbankan syariah, yang
masing-masing mencapai 957 miliar dolar AS dan 1,188 miliar dolar
AS, juga menunjukkan pemulihan sektor. (Bank Indonesia, 2021).
Ketangguhan ini adalah hasil dari upaya negara-negara anggota OKI
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untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor
keuangan, terutama dalam era digitalisasi sektor tersebut. Selain itu,
lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan
Islamic Financial Services Board (IFSB) memainkan peran penting
dalam pengembangan ekonomi syariah baik di Indonesia maupun di
seluruh dunia.

11.2 Lembaga Internasional

Secara defenisi, lembaga internasional didefinisikan sebagai
gabungan negara atau unit fungsi yang memiliki tujuan bersama
yang ditetapkan dalam perjanjian atau charter dan saling
bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, organisasi
atau lembaga internasional juga dapat didefinisikan sebagai
organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar beberapa
kesamaan oleh anggota masyarakat internasional untuk mencapai
perdamaian dalam tata hubungan internasional (Imam, Firdaus, &
Yogyakarta, 2021).

Organisasi dan lembaga, sebagai subjek hukum
internasional, menyatukan negara-negara untuk saling bekerja
sama. Saat ini, organisasi internasional berkembang dengan cepat
secara kuantitatif dan kualitatif. Hal ini disebabkan oleh minat yang
meningkat dari negara-negara di seluruh dunia untuk menciptakan
suasana hubungan internasional yang lebih kondusif, aman dan
damai.

Hadirnya lembaga internasional juga akan semakin
memudahkan tercapainya suatu tujuan sehingga sangat penting
bagi setiap negara untuk bergabung membentuk organisasi
internasional untuk mencapai tujuan bersama (Ade Tiara Puteri
Cornelez, 2018). Demikian halnya dengan perkembangan ekonomi
syariah yang sangat signifikan dalam tatanan ekonomi internasional
tidak terlepas dari peranan lembaga internasional. Lembaga
internasional memainkan peran yang sangat penting dalam
pengembangan ekonomi syariah, apakah di Indonesia maupun di
seluruh dunia, baik ketika gagasan awal terbentuknya ekonomi
syariah hingga penguatan ekonomi syariah itu sendiri sehingga
berkembang dan diterapkan di hampir seluruh negara di dunia.
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11.2.1 Islamic Development Bank (I1sDB)

Islamic Development Bank adalah sebuah lembaga keuangan
pembangunan multilateral yang berfokus pada pembiayaan syariah
untuk pembangunan infrastruktur. Lembaga ini bekerja untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara-negara
Muslim dan komunitas Muslim global dengan menggunakan prinsip
syariah. Lembaga ini dikhususkan dalam rangka memenuhi
kebutuhan terhadap akses sumber daya keuangan yang sesuai
dengan prinsip syariah bagi negara-negara yang tergabung dalam
Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gagasan mengenai IsDB
dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi yang pertama kali
dibicarakan pada Konferensi Menteri Keuangan Islam Kedua di
Jeddah pada tahun 1974 (Pericoli, 2020). Lembaga ini melakukan
banyak hal, seperti memberikan bantuan modal dan kredit hibah
untuk proyek produktif serta mendukung pertumbuhan ekonomi
dan sosial perusahaan di negara anggota IsDB.

Selain itu, lembaga ini juga menyediakan dana khusus untuk
membantu komunitas Islam di negara-negara yang bukan anggota
IsDB dalam upaya membantu kemajuan ekonomi dan sosial di
negara tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan IsDB meliputi
kegiatan baik di sektor publik dan swasta. Seperti memberi bantuan
untuk mengatasi kemiskinan; bantuan teknis untuk meningkatkan
kapasitas usaha; kerja sama ekonomi dan perdagangan antar negara
anggota; pembiayaan perdagangan dan UKM; investasi ekuitas
langsung di lembaga keuangan Islam; program penelitian dan
pengembangan sumberdaya serta program pendidikan.

IsDB beroperasi berdasarkan tiga prinsip utama: suku bunga
pinjaman dilarang, risiko keuangan dibagi antara penyedia dan
pelanggan, serta investasi hanya pada perusahaan yang menjual
barang dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pinjaman tanpa
bunga diberikan kepada pemerintah untuk membiayai proyek
pembangunan infrastruktur dasar, pertanian, dan kesehatan dalam
jangka panjang. Mereka tidak membayar suku bunga, tetapi mereka
harus membayar biaya layanan—tidak lebih dari 2,5% per tahun—
untuk biaya administrasi yang dikeluarkan bank (Hernandez &
Vadlamannati, 2017). Dengan mempertimbangkan bahwa 15
negara anggota IsDB adalah negara berpendapatan rendah dan 18
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negara anggota adalah negara berpendapatan menengah ke bawabh,

Bank berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

bantuan luar negeri. Ini adalah bagian dari Strategi Sepuluh Tahun

(2016-2025) dan Agenda 2030.

Berikut ini menunjukkan peran IsDB dalam pengembangan
ekonomi syariah :

1. Berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah
dengan menyebarkan ide dan gagasan tentangnya melalui
seminar, buku, dan metode lainnya. Jurnal IsDB, The Islamic
Economic Study (IES), didirikan pada tahun 1414 Hijriah
(1993), adalah salah satu pelopor publikasi ilmiah dan
paling dihormati dalam bidang ekonomi Islam dan
keuangan Islam. Jurnal ini menerbitkan penelitian
terkemuka di semua bidang ekonomi Islam dan keuangan.
Jurnal ini sangat penting bagi mahasiswa, profesional,
ekonom, dan akademis.

2. Merupakan lembaga keuangan syariah tertua yang
memberikan landasan bagi lembaga keuangan syariah
lainnya pada seluruh negara di dunia.

11.2.2 Islamic Financial Services Board (IFSB)

Islamic Financial Services Board (IFSB) dibentuk pada tanggal
4 November 2002 sebagai hasil dari diskusi yang diadakan pada
sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, pada 21
April 2002. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh beberapa
otoritas moneter atau Bank Sentral dari Indonesia, Iran, Kuwait,
Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development
Bank (IsDB).

Lembaga berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia dan dipimpin
langsung oleh Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D., seorang bankir
senior dari Sudan. Kelahiran lembaga ini sudah lama ada, dan
awalnya muncul pada Consultative Meeting for Islamic Financial
Products di Praha Ceko pada 23 September 2000. Setelah beberapa
pertemuan penting dan komitmen dari negara pendiri, akhirnya
IFSB didirikan pada tahun 2002. Organisasi-organisasi ini
memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Islam
seperti :
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1. Sebagai badan yang mengawasi lembaga keuangan syariah
baik perbankan maupun non-perbankan syariah di negara
lain sehingga prosedur pelaksanaan konerja serta produk
dan jasa pelayanan yang diberikan diakui secara global.
Dengan standar yang sama, diharapkan lembaga keuangan
syariah di manca negara dapat saling mendukung serta
bekerja sama antara satu negara dengan negara lain. Saat ini,
terdapat sekitar 200 lembaga keuangan Islam khususnya
perbankan syariah yang berkembang di 48 negara termasuk
Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat, dengan aset
keuangan sekitar 170 miliar USD.

2. IFSB akan berfungsi sebagai penghubung sekaligus pihak
yang bekerja sama dengan lembaga internasional dalam
penetapan standar di bidang moneter dan pencapaian
ketahanan ekonomi global. IFSB juga akan mengembangkan
standar dan prinsip dasar untuk mengawasi, mengatur, dan
menerapkan syariah Islam secaara menyeluruh pada
lembaga keuangan Islam di dunia. Salah satu tugas penting
yang dilakukan adalah menciptakan standar operasional
yang sesuai dengan standar Basel Accord II. Basel Accord
merupakan seperangkat peraturan perbankan internasional
yang dikeluarkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan
Perbankan. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa
peraturan dan penetapan persyaratan pengungkapan baru
untuk menilai kecukupan modal bank. Basel Accord II
sendiri hanya akan diawasi oleh Bank for International
Settlements (BIS) yang berbasis di Basel, Swiss.

3. Lembaga ini juga bertugas menjaga dan meningkatkan
kesehatan serta stabilitas industri jasa keuangan Islam
melalui dengan mengeluarkan standar kehati-hatian global
dan prinsip-prinsip penting yang menjadi panduan bagi
sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan
asuransi. Selain itu, IFSB juga mengembangkan penelitian
dan koordinasi intensif terkait masalah industri keuangan
[slam, menyelenggarakan seminar, dan konferensi bagi para
pengambil kebijakan.
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11.2.3 International Institute of Islamic Thought (IIIT)

International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah
lembaga nirlaba yang awalnya bergerak pada sektor pendidikan
dan budaya dengan fokus pada konsep Islam. Organisasi ini
berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1981 atau 1401 H,
dengan kantor pusat berada Herndon, Virginia dan memiliki
cabang hampir di seluruh dunia. Organisasi ini bertujuan untuk
membangun masyarakat melalui pendidikan dan budaya.
Mereka ingin menggabungkan aspek keagamaan Islam dengan
kemanusiaan serta etika Islam dengan moralitas.

Perkembangan ekonomi Islam di seluruh dunia
menyebabkan lembaga ini juga ikut berpartisipasi dengan
mengembangkan  ide-ide  tentang  ekonomi  syariah,
menyebarluaskan informasi tentang ekonomi syariah, dan ikut
terlibat dalam menetapkan standar keuangan Islam. Salah satu
program standarisasi ekonomi syariah adalah dengan The
Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan
sertifikasi keahlian keuangan syariah yang diakui secara global.
Adapun di Indonesia, IIIT bekerja sama dengan Karim Business
Consulting untuk menstandarisasi keahlian ekonom syariah. IIIT
juga berfokus pada melakukan penelitian berbasis data untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di negara Muslim dengan
cara mengaplikasikan hasil penelitian ini pada bidang
pengajaran, rekomendasi kebijakan, publikasi dan terjemahan,
dan rancangan strategis.

11.2.4 Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance

(AAOIFI)

AAOIFI merupakan lembaga non-profit internasional yang
bertanggung jawab untuk  menetapkan, menerbitkan, dan
mengembangkan standar sistem industri keuangan Islam global,
yang mencakup sistem akunting dan audit keuangan untuk lembaga
keuangan syariah di dunia. Organisasi ini telah mengeluarkan
seratus standar pada aspek pencatatan akuntansi, audit, etika, dan
pengelolaan keuangan Islam internasional.

Organisasi ini didirikan di tahun 1991 dan memiliki kantor
pusat di Bahrain. Setiap negara yang memiliki lembaga keuangan
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syariah menjadikan standar lembaga ini sebagai benchmark atau
tolak ukur akuntansi dan audit keuangan syariah. AAOIFI didukung
lebih 45 negara termasuk otoritas bank sentral, lembaga keuangan,
firma akuntansi, audit serta firma hukum pada setiap negara.
Organisasi ini didirikan oleh Bank Dunia dan Badan Moneter
Bahrain. AAOIFI berkomitmen untuk mewujudkan sistem keuangan
syariah yang bersih, terbuka, serta berkelanjutan. Target AAOIF
adalah:
1. Memastikan bahwa operasi pasar dan pelaporan keuangan
[slam diatur sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
2. Membuat standar untuk sektor keuangan Islam untuk
mendukung pertumbuhan industri keuangan global.

AAOIFI  menerbitkan  peraturan pencatatan serta
pengawasan keuangan yang menjadi panduan bagi lembaga
perbankan dan non-perbankan syariah di Indonesia. Dewan
Syariah Nasional baru saja ini mengesahkan Standar Akuntansi
Perbankan Syariah, yang mengikut pada standar AAOIFI. Semua
lembaga keuangan Islam terkemuka dunia telah mengikuti standar
ini, yang secara bertahap memperbaiki praktik keuangan Islam di
negara bersangkutan.

Adapun tujuan AAOIFI adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan konsep akuntansi, audit, manajemen, dan etika
yang terkait dengan aktivitas lembaga keuangan Islam
dengan mempertimbangkan standar serta praktik
internasional yang sejalan dengan syariat Islam.

2. Mempromosikan pemahaman tentang akuntansi, audit,
manajemen, dan praktik etis berkaitan dengan lembaga
keuangan Islam yang diimplementasikan melalui pelatihan,
penerbitan buletin, laporan tahunan, dan hasil penelitian.

3. A. Membuat standar akuntansi dan penerbitan yang
mendukung lembaga keuangan Islam untuk
mengharmonisasi kebijakan dan praktik akuntansi.

B. Menjaga dan meningkatkan standar kualitas serta
keseragaman pelaksanaan audit dan manjemen pada semua
lembaga keuangan Islam dengan menyediakan dan
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menerbitkan standar audit dan manajemen yang tidak multi
tafsir.

C. Menyebarluaskan praktik etika yang baik yang bagi
lembaga keuangan Islam dengan menyediakan dan
menerbitkan kode etik yang dipakai seluruh lembaga
berkenaan.

4. Menciptakan konsep dan penerapan yang selaras di antara
dewan pengawas syariah untuk mencegah konsep dan
praktik yang tidak konsisten dan berseberangan. Tujuan ini
dicapai melalui penyediaan, penerbitan, dan penafsiran
standar dan aturan syariah terkait investasi, pembiayaan,
maupun asuransi.

5. Mengambil kesepakatan diantara badan pengatur lembaga
keuangan Islam, perusahaan akuntansi dan auditor untuk
mematuhi persyaratan, pedoman serta standar lainnya yang
ditetapkan AAOIFL

6. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan, seperti
program pengembangan profesional dalam bidang
akuntansi syariah, audit, etika, manajemen syariah, dan
bidang terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan wawasan dan mendorong profesionalisme
yang lebih baik di bidang perbankan dan keuangan syariah.
AAOIFI sendiri juga bekerja sama dengan lembaga lain
melakukan pelatihan, ujian, dan sertifikasi.

7. Melakukan aktivitas tambahan seperti sertifikasi kepatuhan
terhadap standar AAOIFI dalam upaya meningkatkan
kesadaran dan penerimaan standar AAOIFI dalam bidang
akuntansi, audit, manajemen, dan syariah.

Untuk mencapai tujuan diatas, AAOIFI beroperasi
berdasarkan dengan prinsip syariah secara menyeluruh untuk
seluruh aspek kehidupan. Hal ini juga disesuaikan dengan
lingkungan di mana lembaga keuangan Islam tersebut berkembang.
Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan
keyakinan pengguna laporan keuangan yang disusun lembaga
keuangan Islam terhadap informasi yang disusun dan
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mendorong mereka untuk berinvestasi dan menggunakan
layanan mereka.

11.2.5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organisation of
Islamic Cooperation (OIC) merupakan tempat di mana negara-
negara muslim di seluruh dunia bekerja sama antar satu dengan
yang lain. Lembaga ini dibentuk di Rabat, Maroko, pada 12 Rajab
1389 H, atau 25 September 1969, oleh sejumlah pemimpin negara
Islam. OKI awalnya dibentuk akibat adanya kekhawatiran negara-
negara Islam dengan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam di
dunia. Selanjutnya OKI berkembang menjadi wadah kerja sama
antar negara muslim dunia dalam aspek politik, ekonomi, sosial
kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada pertemuan 38 dewan
kementerian luar negeri di Astana, Kazakhstan, pada 28 Juni 2011,
OKI mengubah namanya yang semula Organisasi Konferensi Islam.
OKI saat ini memiliki 57 negara anggota dan satu perwakilan tetap
di PBB (Puri & Yumitro, 2022).

Tujuan didirikannya OKI antara lain :
1. Meningkatkan kerja sama antara anggota OKI
2. Mengkoordinasikan kerja sama pada negara anggota OKI
3. Menjaga kestabilan perdamaian dan keamanan di seluruh
dunia
4. Menjaga tempat suci umat Islam
5. lkut serta membantu perjuangan untuk mendirikan negara
Palestina yang independen dan berdaulat.

Dalam hal pengembangan ekonomi syariah OKI memberikan
peran sebagai berikut :

1. Membangun kerja sama antara setiap anggota OKI, seperti
dalam rantai nilai halal internasional dan layanan
pembayaran lintas batas.

2. Bekerja sama untuk mengendalikan risiko di industri digital
sehingga pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan
dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah.

3. Dengan mengadopsi program yang dibuat oleh bank sentral
di Asia Tenggara, negara anggota OKI dapat bekerja sama
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dalam pembentukan Cybersecurity  Resillience and
Information Sharing Platform (CRISP).

4. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
pengetahuan tentang keuangan dan ekonomi syariah.
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BAB 12

TANTANGAN DAN PELUANG
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH
DI MASA DEPAN

Oleh M. Rizwan

12.1 Pendahuluan

Bagir al-Shadr mengatakan, persoalan yang menjadi
perhatian penting oleh manusia modern adalah persoalan eksistensi
sistem mana yang relevan dalam membangun tatanan kehidupan
bersosial oleh manusia itu sendiri. Ini adalah masalah paling
kompleks dan pelik yang selalu mereka hadapi sejak mereka
memulai kehidupan sosial. Karena kehidupan bermasyarakat
didasarkan pada gotong royong, maka dibutuhkan suatu sistem tata
hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Relevan dan
konsistennya sistem ini terhadap sifat dan karakteristik manusia,
semakin besar pula jaminan pertumbuhan dan solidaritas
masyarakat manusia dalam arti sebenarnya.

Diantara sistem hukum kehidupan yang sangat dibutuhkan
umat manusia adalah sistem ekonomi, sebagai suatu sistem pada
prinsipnya berkaitan dengan pertanyaan seputar pola harga,
distribusi pendapatan, kesempatan kerja, keuangan, perdagangan,
dan lain-lain.

Sistem ekonomi Kkapitalis dan sosialis merupakan sistem
yang sudah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat modern sejak
lama. Baik sistem ekonomi sosialis yang fokus pada terlalu besarnya
peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat (kemudian runtuh
seiring dengan tumbangnya rezim komunis di Uni Soviet), maupun
sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan ketimpangan
kekayaan antar warga negara. Kemiskinan dan kerajaan membuat
banyak orang mempertimbangkan untuk terus mencari sistem
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ekonomi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan akibat
kegagalan kedua sistem tersebut.

Sejarah menunjukkan bahwa, dalam persaingan jangka
panjangnya, sistem ekonomi kapitalis mampu mengesampingkan
apa yang disebut sistem, sehingga dunia lekat dengan sistem
tersebut. Namun saat ini, kenyataan juga membuktikan bahwa
sistem ekonomi Kkapitalis bukanlah sistem yang benar-benar
dibutuhkan umat manusia. Karena akibat sistem persaingan bebas
yang berkembang dalam dunia ekonomi kapitalis, maka dunia telah
menjadi arena “perang”, bahkan “pembunuhan”, dimana seseorang
atau  kelompok tertentu mempunyai kebebasan untuk
mengeksploitasi orang lain, sampai-sampai apa yang diterimanya
tidak sesuai dengan keinginannya. kemakmuran. dan kebahagiaan
bagi manusia, namun terjadi konflik bahkan peperangan di antara
mereka. Kami telah menemukan banyak bukti bahwa sistem yang
tadinya sangat diagung-agungkan justru memenuhi dunia dengan
“permusuhan”, yang berarti mereka semakin menjauh dari
kebahagiaan dan perdamaian sejati. Menghadapi kenyataan
tersebut, masyarakat dunia kini mulai mempertimbangkan sistem
alternatif, adalah Ekonomi Islam. Dan munculnya Ekonomi Islam
bukanlah gabungan atau campuran ekonomi kapitalis dan ekonomi
sosialis, melainkan sistem perekonomian yang mandiri.

Ekonomi Islam tidak meletakkan masyarakat menjadi pusat
(antroposentrisme), melainkan sebagai hamba Allah Ta’aala (Al-
Khaliq), yang wajib taat dan patuh serta menjalankan perintah
berupa tugas yang disampaikan kepada manusia (khalifah). Oleh
karena itu, aktivitas perekonomian dilakukan harus memiliki nilai-
nilai harta benda, kebebasan, keadilan dan persaudaraan serta
keseimbangan dan persatuan berdasarkan landasan Islam. Pada
mulanya ekonomi Islam termasuk konsep ekonomi yang didirikan
oleh sebagian masyarakat dalam konteks keagamaan Islam,
disambut dengan sikap apriori dan pesimis, bahkan kadang-kadang
dengan sikap sinis. Tampaknya sikap apriori, pesimis, dan sinis ini
berasal dari kurangnya pengetahuan dan kerangka fikir yang kaku
yang digunakan untuk memahami ekonomi Islam. Para ahli sosial-
ekonomi dan kemanusiaan mulai berminat dalam melakukan
penelitian  mendalam  tentang ekonomi Islam  karena
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pertumbuhannya yang cepat dan unik, serta karena lembaganya
bersaing dengan institusi konvensional.

12.2 Konsep Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi Islam berawal pada tahun 738 M -
1932 M, ditandai dengan munculnya pemikiran seperti ‘Abu Yusuf
melalui Buku Al-Kharaj (Handbook of Property and Tax) dan ‘Abu
Ubaid Al-Qosim melalui bukunya Al-Amwal (The Wealth). Pada
1058-1466 M, Ibnu Khaldun menulis Buku Al-Muqaddimah. Setelah
masa tersebut, perkembangan ekonomi Islam memasuki fase
kontemporer yang dimulai pada tahun 1930-an sampai sekarang.
Pada masa tersebut juga, pengembangan ilmu ekonomi Islam
berlangsung pada bidang pemahaman yang mendalam terkait
dengan ekonomi pemerintah, keuangan, perbankan, serta teori dan
praktiknya (Karim, 2007).

Sebagai intisari keilmuan, ekonomi Islam membutuhkan
landasan ilmiah, filsafat, metodologi, dan teori untuk
mengkonstruksi kumpulan pengetahuan. Ada 3 (tiga) sumber
pengetahuan dan epistemologi Islam: Wahyu Allah Ta'aala (al-
wahy), pengetahuan nalar oleh manusia (al-agl), dan observasi
pengalaman hidup manusia (al-anfus) atau fenomena natural alam
(al-afaq). Metodologi ekonomi Islam mempelajari prinsip, metode,
dan standar yang digunakan untuk membuat teori yang sesuai
dengan epistemologi dan perspektif Islam (Cahlanang Prandawa et
al, 2022).

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan ekonomi
berdasarkan perspektif Islam yang memberikan pedoman dalam
kegiatan sosio-ekonomi menurut pandangan keadilan dan
keseimbangan. Maksudnya ialah ekonomi Islam merupakan sistem
perekonomian yang mengutamakan prinsip keseimbangan dan
keadilan, ketika tujuan utama ialah kesejahteraan bersama dan
bukan keuntungan individu yang mengedepankan sifat kapitalis.

Perekonomian Islam menganut dua prinsip utama: pertama,
prinsip dasar tidak boleh berubah; Kedua, permasalahan praktis
bersifat politis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dirangkum
sebagai berikut:
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Kepemilikan alam itu adalah milik Allah ‘Azza wa Jalla dan
hambanya yaitu manusia bertanggung jawab mengendalikannya.
Pesan tersebut dilihat dalam Al-Quran yang artinya “Kepunyaan
Allah segala yang ada di langit dan di bumi (li Allahi ma fi al-
samawati wa ma fi al-ardh).” Dapat dikonsepkan bahwa Ekonomi
[slam ialah sebuah pengetahuan yang mencoba
mempertimbangkan, mengerjakan dan mengevaluasi sebuah
masalah ekonomi sesuai dengan koridor Islam.

Setiap manusia yang terhimpun dalam masyarakat
menerima jaminan kecukupan. Surah Al-Lahb berbicara tentang hal
ini, antara lain, berkata, "Tahukah kalian orang-orang yang
mendustakan agama?.” Dalam Surah Al-Zariyat : 19, disebutkan,
"Dan mereka yang dalam hartanya terdapat hak tertentu untuk
orang (miskin) yang berminta, dan mereka yang tidak punya (yang
tidak mau berminta)," itulah orang yang suka menghardik anak
yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Kemudian, Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, "Barangsiapa yang memiliki
keturunan yang lemah, datanglah kepadaku, karena aku (pemimpin
negara) memiliki tanggungjawab dan aku menjaminnya.”" (Hadits
Riwayat Hakim)

Keadilan bersosial pada keseimbangan ekonomi dibuat
dalam Masyarakat. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran
surat Al-Hasyr: 7 yang artinya: “Janganlah harta benda mengalir
kepada hanya orang-orang kaya di antara kamu.” Demikian pula
dalam sumber lainnya Allah Ta’aala menyampaikan yang artinya:
“Kamu mengambil (zakat) dari orang kaya mereka dan
memberikannya kepada orang miskin di antara mereka.”

Kepemilikan harta yang sah sangat dihormati dan dilindungi.
Berdasarkan firman Allah Ta’aala yang memiliki arti: “Pria memiliki
hak dari yang mereka usahakan dan wanita sama-sama memiliki
hak atas penghasilan dari apa yang diusahakan. Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam bahkan lebih tegas menyatakan bahwa “Darah,
kekayaan dan kehormatan setiap muslim dilarang bagi muslim
lainnya.” “Barangsiapa terbunuh ketika mempertahankan hartanya,
maka dialah syahid.” (Hadits Riwayat Muslim, Abu Dawud dan
Tirmidzi)
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Kebebasan dalam pengelolaan ekonomi memiliki batasan-
batasan. Oleh karena itu, Islam melarang kegiatan tertentu dalam
ekonomi yang mempunyai unsur pungutan liar, monopoli barang,
dan kadar bunga (riba). Allah Ta’aala berfirman: “Dan janganlah
kamu melahap harta tetanggamu dengan curang.” “Allah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Nabi Shallahu
‘alaihi wa sallam berkata, yang artinya: “Barangsiapa memonopoli
barang dengan niat untuk menjual pada harga tertentu, sebenarnya
dia melakukan kesalahan besar."

Allah ‘Azza wa Jalla juga memerintahkan untuk menjauhkan
diri dari perilaku yang berlebihan, berlebih-lebihan, dan sombong,
sebagaimana firman-Nya: “Sebab orang yang boros adalah sahabat
setan.” “Para penindas hanya peduli pada kesenangan dan
kemewahan yang dimilikinya. Mereka adalah pendosa.”

Apabila ditelaah dengan teliti seluruh dalil yang disampaikan
menampilkan gambaran ajaran Islam dalam aktivitas berekonomi
dimana pengutamaan dalam kokohya nilai-nilai keadilan dan
keseimbangan yang hampir tidak ditemui dalam sistem ekonomi
kapitalis. Konsep inilah dulu yang dipraktekkan Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam bersama para sahabatnya pada zamannya, hingga
perkembangan sekarang yang berorientasikan pada rahmatan lil
‘aalamiin.

Berdasarkan dari hal tersebut juga mencuat kemauan di
golongan pebisnis, paling utama dunia perbankan, berupaya
mempraktikkan perekonomian Islam dalam melaksanakan aktivitas
bisnis pada lembaga keuangan. Kemauan tersebut bukan cuma
melihat kembali pada masa lalu, namun kepada realitas empirik
serta bukti fasih di lapangan kala lembaga keuangan yang dikelola
dengan pendekatan kapitalis mulai roboh serta hancur pada era 90-
an dimana terpaan krisis moneter, terkecuali lembaga keuangan
yang dikelola dengan pendekatan Islam yang masih eksis tanpa
wajib direkapitalisasi semacam lembaga-lembaga keuangan
konvensional yang lain.
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12.3 Tantangan dan Potensi Ekonomi Islam di Masa
Depan

Konsep perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi
Syariah? Terdapat 2 (dua) opini tentang hal tersebut. Kesatu, jika
melihat tren pemakaian istilah di atas, di Negara Indonesia
cenderung menggunakan terma ekonomi syariah. Oleh sebab itu,
wujudnya lembaga keuangan berupa perbankan syariah, asuransi
syariah, pegadaian syariah dan sebagainya. Berbeda dengan Negara
Indonesia, negara-negara lain memiliki tendensi dalam
menggunakan terma ekonomi Islam, kemudian lahirlah lembaga
keuangan Islam (perbankan Islam, asuransi Islam, pegadaian Islam)
dan organisasi lainnya. Oleh karena itu, penggunaan terma ekonomi
syariah sebagai entiti dalam bahasa Indonesia yang menekankan
pada bidang hukum (figh muamalah) seperti lembaga keuangan
syariah. Di negara lainnya, peletakkan terma ini serupa dengan
terma ekonomi legalistik. Kedua, perbedaan terma ekonomi syariah
dan ekonomi Islam adalah dari segi terminologi ekonomi Islam
mencakup 3 (tiga) pilar yaitu akidah, syariah dan etika. Sedangkan
hukum pada syariah merupakan turunan dari nilai rukun Islam.
Namun asumsi mendasarnya adalah bahwa perbedaannya terletak
pada cakupan ekonomi. Ekonomi Islam harus menjadi bagian dari
ibadah orang-orang yang mengamalkannya, melakukan transaksi
halal, menghindari kegiatan haram, dan selalu berperilaku sesuai
etika Islam dalam urusan ekonomi (Muhammad, 2012).

Kesignifikansi ekonomi Islam pada aktivitas muamalah
dapat dirasakan pada fungsi positif lembaga keuangan syariah ban
dan lembaga keuangan syariah non-bank yang mendorong
pertumbuhan sektor riil, hal tersebut dilihat dari peningkatan
penggunaan akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang
ditawarkan pada lembaga keuangan syariah meskipun akad
murabahah masih memiliki dominansi dalam sektor perbankan
syariah. Ekonomi Islam membangun integritas seorang muslim
yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan Islam, dengan teguh
memegang prinsip ekonomi Islam yaitu menghindari segala bentuk
kegiatan yang mengandung unsur khamr, maysir, gharar dan riba
yang dapat menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang
lain.
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Meskipun ekonomi syariah mempunyai banyak sisi positif,
namun penerapannya juga mempunyai tantangan. Masyarakat
masih mencoba memahami ciri-ciri dasar sistem operasi kembaga
keuangan syariah, khususnya pada profit-sharing system. Padahal,
pada profit-sharing system di mata masyarakat memiliki persamaan
dengan interest rate system oleh lembaga keuangan konvensional.
Distribusi modal dari lembaga keuangan syariah dalam contoh
kasus pada pembiayaan murabahah, yang menghitung profit dari
margin yang ditetapkan, realitasnya dianggap oleh masyarakat
hanya sebagai cara lain untuk mengumpulkan bunga oleh lembaga
keuangan konvensional. Masyarakat kesulitan membedakan antara
profit-sharing system/revenue dan interest rate system. Pemaparan
bisa membedakannya hanya teori saja, sedangkan prakteknya
masih sulit dalam membedakan perbedaan antara profit-sharing
system/revenue dan interest rate system (Muh. Yunus Shamad,
2018).

Tantangan yang dihadapi juga datang dari produk yang
ditawarkan. Produk syariah yang dijual di pasaran sebenarnya
dikuasai oleh barang konsumtif. Kontrak Murabahah, atau kontrak
jual beli, baik dalam bentuk hipotek, kredit mobil, dan lain-lain,
mencakup 70% dari produk Islam yang tersedia. Tidak ada bedanya
dengan kredit konsumen tradisional. Sederhananya, faktor manfaat
dibayangi oleh faktor biaya dan margin keuntungan. Seyogyanya
apabila ingin adil, produk lain melalui kontrak seperti mudharababh,
musyarakah, istishna' juga harus dikomersilkan secara agresif
(Muhammad Ade, 2009).

Pada kasus tertentu, masyarakat sulit dalam menggunakan
produk dari lembaga keuangan syariah. Dilihat dari proses
administrasi yang cenderung lama dan birokrasi yang rumit, produk
lembaga keuangan syariah seperti fatamorgana oleh masyarakat
khususnya pada kelas menengah kebawah. Padahal, lembaga
keuangan syariah eksis untuk melayani seluruh lapisan masyarakat.
Selain hal tersebut, terdapat kritikan kepada sikap Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dalam membentuk dan mengangkat Dewan
Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
ditugaskan sebagai pembuat dan pengawas kebijakan terhadap
produk/kontrak lembaga keuangan syariah. Organisasi-organisasi
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ini sering dipandang sebagai produk formal murni yang didasarkan
pada standarisasi keterampilan dan kompetensi. Orang-orang di
sana tidak jelas. Direksi yang seharusnya terlibat penuh dalam
pengawasan produk, konsep, operasional dan kebijakan organisasi
syariah, seringkali mendapatkan hasil kinerja yang mengecewakan.
Anggotanya yang masih didominasi oleh para Kiai senior memiliki
kecenderungan lamban dalam mengejar pertumbuhan ekonomi
syariah yang masif (Anggela Septiani ; Husni Thamrin, 2021).

Tantangan selanjutnya, yakni seleksi serta manajemen
operasional sumber daya manusia (SDM) yang belum seimbang dan
adil. Berdasarkan pada ketentuan manajerial Lembaga keuangan
syariah yang ideal, sebenarnya dibutuhkan sumber daya manusia
dengan komposisi 40% integritas moral, sisanya dengan
pengetahuan serta penampilan. Kontrasnya, malah dipenuhi dengan
pelatihan instan bukan berkelanjutan, baik itu tentang peningkatan
etos kerja SDM atau pengetahuan mendalam tentang syariah.
Alhasil, etika dan konsep dalam bisnis yang sesuai dengan koridor
Islam masih belum dilaksanakan dengan menyeluruh. Sayangnya,
kekurangan tersebut semakin diperparah oleh sikap lembaga
keuangan yang eksis ketika melihat syariah hanya sebagai market
chance yang patut digunakan. Perbuatan tersebut tentunya tidak
etis karena produk oleh lembaga keuangan syariah digunakan oleh
para kapitalis dalam menggeruk keuntungan secara eksploitasi.

Tantangan lain juga muncul karena segmen pasar lembaga
keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia masih
tergolong kecil. Dalam beberapa kasus, perubahan mungkin perlu
dipercepat. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mengklaim pangsa
pasar bank syariah saat ini sebesar 4% dan bersiap dalam ekspansi
yang luas. Perbankan syariah digalakkan secara berkelanjutan dan
di-support jika ingin pangsa pasarnya terus tumbuh. Dari segi
pangsa pasar, 4% masih sangat rendah dibandingkan bank
konvensional. Hal ini mungkin terjadi karena nasabah yang lebih
transaction-preferred di bank konvensional dibandingkan bank
syariah. Banyak faktor yang mendasarinya seperti perluasan
eksistensi kelembagaan, kadar bunga (interest rated system) sangat
kompetitif, penggunaan teknologi IT dan pelayanan before-after-
transaction yang memuaskan (Arif, 2019).
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Tetapi demikian harapan besar disematkan terhadap
ekonomi syariah dalam memajukan ekonomi khususnya Negara
Indonesia. Upaya yang dicoba misalnya Tahun 2006, Bank Indonesia
sebagai Bank Nasional Negara Indonesia menghasilkan perundang-
undangan untuk sektor lembaga keuangan syariah, ialah Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006. Konten peraturan itu
disebutkan adanya modul pelaksanaan penyaluran kantor (office
channelling) untuk perbankan syari’ah. Hal tersebut merupakan
suatu gagasan yang inovatif dan baru untuk kemajuan lembaga
keuangan syariah di Indonesia.

Kebijakan penyaluran kantor (office channelling) bertujuan
untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan
lembaga keuangan syariah. Dengan sistem terobosan tersebut, bank
syariah dapat berhemat dalam mendirikan cabang Unit Usaha
Syariah (UUS) di beberapa lokasi untuk melaksanakan kegiatan
layanan perbankannya. Oleh karena itu, pembiayaan perluasan akan
efektif dan efisien. Gagasan kanalisasi kantor juga bertujuan dalam
memandu kegiatan lembaga keuangan agar dapat mendukung
pertumbuhan perekonomian nasional melalui kegiatan perbankan
berasaskan syariah. Pelaksanaan sistem perkantoran tentunya
memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika beraktivitas
transaksi syariah.

Dalam perkataan lain, hambatan kepada kesulitan akses ke
lokasi bank syariah yang menjadi permasalahan selama ini akan
teratasi, karena masyarakat selama ini yang ingin melakukan
transaksi dengan bank syariah merasakan ketidakmudahan karena
akses dan sedikitnya jumlah bank syariah di Indonesia. Dengan
kebijakan office channelling, hambatan yang disebutkan dapat
diatasi. Oleh itu, hadirnya office channelling, seharusnya memiliki
dampak signifikan yang positif terhadap kemajuan lembaga
keuangan syariah di masa depan. Dengan kemudahan yang
dirasakan oleh masyarakat terhadap akses layanan oleh lembaga
keuangan syariah, diestimasikan dampak pertumbuhan lembaga
keuangan syariah akan bernilai besar secara signifikan. Sehingga
segmen pasar perbankan syariah lebih baik dibandingkan kepada
perbankan konvensional (Muh. Yunus Shamad, 2018).
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Keuangan syariah pula hendak lebih tumbuh bila terdapat
interaksi kokoh dengan zona riil, salah satunya lewat
pengembangan Industri Halal semacam halal food, islamic mode,
halal pharmacy, Islamic tourism, serta sebagainya. Perihal ini
memiliki arti dalam menaikkan value added aktivitas perekonomian
berbasis syariah dan juga dapat mendorong kemajuan pasar modal
syariah didalam ekonomi nasional. Informasi mencatat jumlah
penduduk Muslim di Indonesia merupakan paling banyak di dunia,
ialah 234,6 juta jiwa ataupun 87,17% dari total populasi. Buat
menunjang pengembangan kemampuan besar ini, program vokasi
serta enterpreneurship pada program-program pembelajaran
syariah amat dibutuhkan.
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